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BAB1V
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Sukamara adalah salah satu dari 14 (empat belas)
kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten int berada di sebelah
barat ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yakni 2° 19' Lintang Selatan sampai
dengan 3° 07' Lintang Selatan dan 110° 25' Bujur Timur sampai dengan 111° 9'
Bujur Timur.

Kabupaten Sukamara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2002 sebagai hasil pemekaran dari. kabupaten Kotawaringin Barat.
Kabupaten ini secara geografis merupakan kabupaten terluar atau kabupaten yang
langsung berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat sehingga secara geografis
relatif cukup terisolir dari kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Kalimantan
Tengah. Kabupaten ini secara administrasi pemerintahan melingkupi 5 (lima)
kecamatan yakni. : Kecamatan Jelai, Kecamatan Pantai Lunci, Kecamatan
Sukamara, Kecamatan Balai Riam, Kecamatan Permata Kecubung dengan batas-
batas wilayah kabupaten sebagaimana berikut ini :

o Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau

0 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat

@ Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
o Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan

Barat.
82
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Luas wilayah Kabupaten Sukamara sebesar 3.827 Km2 yang terbagi ke
dalam 5 (lima) kecamatan dengan masing-masing luas kecamatan bervariasi.
Karakteristik geologi sebelah barat dan utara merupakan daerah daratan dengan
ketinggian antara 7-100 meter dari atas permukaan laut, sedangkan wilayah
selatan yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa merupakan dataran rendah
yang cukup potensial untuk sektor perikanan dan pertantan terutama padi sawah.

Untuk lebih jelas melihat letak geografis kabupaten Sukamara dapat dikaji

melalui peta di bawah ini :
Gambar 6

Peta Kabupaten Sukamara

PETA KABUPATEN SUKAMARA

LELENRA.

A Li MRS

BT g 2 e

Sumber : Data Dalam Angka 2014
Temperatur maksimum di daerah Kabupaten Sukamara sepanjang tahun

2011 berkisar antara 31,4°C s.d 33,6°C, temperatur minimum berkisar antara

21,50C s.d 23,20C, dan ratarata temperatur berkisar 26,7°C s.d 28,3°C. Curah
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hujan Kabupaten Sukamara tahun 2011 cukup tinggi. Curah hujan tertinggi terjadi
pada bulan Desember dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni.
Sedangkan jumlah hujan terjadi antara 6 sampai dengan 25 hari setiap bulannya.

Vist dari Kabupaten Sukamara adalah Terwujudnya Masyarakat
Kabupaten Sukamara yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju,
Aman, Tertib dan Berdaya Saing. Sedangkan Misi dari Kabupaten Sukamara
ini adalah:

a. Mewujudkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai agama, adat-
istiadat dan budaya.

b. Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola pemerintah
yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan
dan demokratis.

¢. Mewujudkan supremasi‘hukum dan HAM

d. Mewujudkankondisi lingkungan yang aman tertib dan damai.

e. Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.

f. Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.

g. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi

h. Ekonomi yang berbasis pertanian dan perberdayaan masyarakat
pedesaan.

i. Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta

pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.
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2. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga non departemen yang
dibentuk pada tanggal 19 Juli 1998 berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 26
tahun 1998. Badan ini merupakan peningkatan dari Direktorat Jendral Agraria
Departemen.

Peningkatan statusnya didasarkan pada kenyataan bahwa tanah sudah tidak
lagi merupakan masalah agraria yang selama ini lazimnya kita identifikasikan
pertanahan, tanah setelah menjadi masalah lintas sektoral.yang mempunyai
dimendi pertanahan dan keamanan. Tugas yang demikian luas tersebut terlalu
besar untuk ditangani suatu direktorat jenderal pada suatu departemen, diperlukan
suatu badan yang lebih tinggi dibawah presiden agar dapat melaksanakan
tugasnya dengan otoritas seimbang, Untuk itu dibentuk Badan Pertanahan
Nasional dengan tugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan
administrasi pertanahan -baik didasarkan UUPA maupun peraturan Perundang-
undangan lainnya yang meliputi peraturan-peraturan penggunaan, penguasaan,
pendaftaran tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran
tanah, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah kebijaksanaan yang ditetapkan
presiden.

Kanwil BPN dipimpin oleh seorang kepala, dimana dalam pelaksanaan
tugasnya secara teknis operasional dikoordinasikan oleh gubernur selaku kepala
wilayah dan teknis administrasi dibawah kepala BPN. Disetiap tingkat 1 terdapat
Kantor Pertanahan yang dipimpin oleh seorang kepala, Kantor Pertanahan adalah

instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di
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bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui
Kepala Kanwil BPN.
Dengan keputusan presiden No. 26 tahun 1998, terjadi penyesuaian
penamaan kantor dan pejabat sebagai berikut:
a. Penamaan Kantor
1. Ditingkat Pusat
Semula : Direktorat Jendral
Sekarang  : Badan Pertanahan Nasional
2. Ditingkat Provinsi
Semula : Direktorat Agraria Provinsi Kalimantan Tengah
Sekarang  : Kantor Wilayah BPN Kalimantan Tengah
3. Ditingkat Kabupaten/Kotamadya
Semula : Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya
Sekarang .. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
b. Penamaan Pejabat
1. Ditingkat Pusat
Semula : Direktur Jenderal Agraria
Sekarang  : Kepala Badan Pertanahan Nasional
2. Ditingkat Provinsi
Semula : Kepala Jenderal Agraria
Sekarang  : Kepala Kanwil Kalimantan Tengah
3. Ditingkat Kabupaten/Kotamadya

Semula : Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya
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Sekarang  : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola pertanahan
BPN memiliki tugas sebagai berikut (Peraturan Kepala BPN-RI No. 3/2006):

a. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan

c. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan

d. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan

e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di
bidang pertanahan.

f. Pelaksanaan pendaftaran tanah. dalam rangka menjamin kepastian
hukum.

g. Pengukuran dan penetapan hak-hak atas tanah.

h. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan
wilayah-wilayah khusus.

i. Penyiapan. administrasi atas tanah yang dikuasi dan/atau milik
negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan.

j. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah.

k. Kerjasama dengan lembaga-lembaga lain.

. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan
program dibidang pertanahan.

m. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.

n. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di

bidang pertanahan.
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0. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan.

p. Penelitian dan pengembangan dibidang pertanahan.

q. Pendidikan, latthan dan pengembangan sumber daya manusia di
bidang pertanahan

r. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan.

s. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang
pertanahan.

t. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau
badan hukum dengan tanah sesuai -dengan- ketentuan peraturan
perundang-undangan yang beralaku.

u. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Pertanahan

mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana, program dan penganggaran dalam rangka
pelaksanaan tugas pertanahan.

b. Pelayanan, perijinan dan rekomendasi di bidang pertanahan

c. Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan
pemetaan bidang, pendukung tanah, pemetaan tematik dan survei

potensi tanah
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d. Pelaksanaan penatagunaan tanah, iandreform, konsolidasi tanah dan
penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan
wilayah tertentu.

e. Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak
tanah pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset
pemerintah

f. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah
terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipast dan pemberdayaan
masyarakat

g Penanganan konflik, sengketa dan perakara pertanahan

h. Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah

i. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional
(SIMTANAS)

j. Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat,
pemerintah dan swasta

k. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan

. Pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan

m. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan
prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan.

a. Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara
Visi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara adalah menjadi

lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk
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sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem
kemas,.rakatan kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

Sedangkan Misi Kantor Pertanahan dalam mengembangkan dan
menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru
kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan
pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.

2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan
bermartabat dalam kaitannya dengan . penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).

3. Perwujudan tatanan kehidupan 'bersama yang harmonis dengan
mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di
seluruh tanah air ‘dan penataan perangkat hukum dan sistem
pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik
dan perkara di kemudian hari.

4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan
Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi
yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan
masyarakat. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa,
semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUP A dan aspirasi

rakyat secara luas.
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b. Strategi dan faktor-faktor yang mendukung Visi dan Misi Organisasi

Untuk 1w..ncapai terwujudnya sasaran catur tertib pertanahan maka
Kantor Pertanahan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPN No. 6 Tahun 1993 tanggal
10-5-1993 tentang uraian tugas Sub Bagian dan Kasi pada Kanwil BPN di
Propinsi dan uraian tugas Sub Bagian, Kasi dan Urusan serta Sub Kasi pada
Kantor Pertanahan di Kabupate/Kotamadya.

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi di
atas, maka sasaran strategi yang dilaksanakan Kantor-Pertanahan Kabupaten
Sukamara, sebagaimana tertuang dalam empat prinsip BPN RI, yaitu:

1. Pertanahan berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran
rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta
peningkatan ketahanan pangan (Prosperity)

2. Pertanahan. berkontribusi secara nyata dalam peningkatan tatanan
kehidupan bersama yang lebih baik, berkeadilan dan bermartabat
dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, pengangguran dan
pemanfaatan tanah / P4T (Equity).

3. Pertanahan berkontribusi secara nyata untuk mewujudkan tatanan
kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai

sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air serta
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melakukan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan
pertanahan sehingy. tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di
kemudian hari (social Welfare)

4. Pertanahan berkontribusi secara nyata bagi terciptanya keberlanjutan
ststem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan
memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang
terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan  masyarakat
(sustainability).

c. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara
Susunan organisasi Kantor Pertanahan ditetapkan pada Peraturan
Kepala BPN RI No. 4 Tahun 2006, Struktur ini merupakan struktur organisasi
Kantor Pertanahan yang menjadi-ujung tomas pelayanan pertanahan di BPN
RI di Kabupaten/Kota Struktur Organisasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Sukamara terdiri dari:
a. Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan
administratif kepada semua satuan organisasi Kantor Pertanahan, serta
menyiapkan bahwa evaluasi kegiatan, penyusunan program dan peraturan
perundang-undangan. Subbagian Tata Usaha terdiri dari:
1. Urusan Perencanaan dan Keuangan
Mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, program dan
anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, keuangan

dan penyiapan bahan evaluasi
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2. Urusan Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas melax.<an urusan surat menyurat, kepegawaian,
perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana, koordinasi
pelayanan pertanahan serta pengelolaan data dan informasi.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sebagian
Tata Usaha mempunyai fungsi:
1. Pengelolaan data dan informasi
2. Penyusunan rencana, program dan anggaran serta-laporan akuntabilitas
kinerja pemerintah
3. Pelaksanaan urusan kepegawaian
4. Pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran
5. Pelaksanaan urusan tata-usaha, rumah tangga, sarana dan prasarana
6. Penyiapan nahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program
7. Koordinasi pelayanan pertanahan,
b. Kasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan
Kasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan
kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survei

potensi tanah, penyimpanan pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai
tanah. Kasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan terdiri dari:
1. SubKasi Pengukuran dan Pemetaan
Mempunyai tugas menyiapkan perapatan kerangka dasar orde 4,
penetapan batas bidang tanah dan pengukuran bidang tanah, batas
kawas'an/wilayah, kerjasama teknis survey our berlisensi pembinaan

surveyour berlisensi dan memeliihara peta pendaftaran, daftar tanah,
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peta bidang tanah, surat ukur, gambar ukur dan daftar-daftar lainnya di
bidang pengukuran.

SubKasi Tematik dan Potensi Tanah

Mempunyai tugas menyiapkan survei, pemetaan, pemeliharaan dan
pengembangan pemetaan tematik, survei potensi tanah, pemeliharaan

peralatan teknis komputerisasi dan pembinaan pejabat penilai tanah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kasi Survei,

Pengukuran dan Pemetaan mempunyai fungsi:

1.

6.

Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan
perairan,  perapatan  kerangka dasar, pengukuran Dbatas
kawasan/wilayah, pemetaan tematik “dan survei potensi tanah,
pembinaan surveyor berlisensi;

Perapatan kerangka _dasar orde 4 dan pengukuran batas
kawasan/wilayah

Pengukuran, pemetaan, pembukuan bidang tanah, ruang dan perairan
Survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik
dan potensi tanah

Pelaksanaan kerjasama teknis surveyour berlisensi dan pejabat penilai

tanah.

Pemeliharaan peralatan teknis.

¢. Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas menyiapkan

bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan

pembaruan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, pendataan dan penerbitan bekas

tanah hak; pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan
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Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
terdiri dari:

1. SubKasi Penetapan Hak Tanah
Bertugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, sarana dan
pertimbangan mengenai penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan
dan Hak Pakai, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak,
perijinan, peralihan hak atas tanah; penetapan dan rekomendasi
perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau
pendaftaran hak tanah perorangan.

2. SubKasi Pengukuran Tanah Pemerintah
Bertugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, sarana dan
pertimbangan mengenai penetapan hak milik dan hak pakai, Hak Guna
Bangunan dan hakpengelolaan bagi instansi pemerintah, badan hukum
pemerintah, © perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak,
perijinan, pemeliharaan hak atas tanah; rekomendasi pelepasan dan
tukar menukar tanah pemerintah.

3. SubKasi Pendaftaran Hak
Bertugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah,
pengakuan dan penegasan konversi hak hak lain, hak milik atas satuan
rumah susun, tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, data yuridis lainnya,
data fisik bidang tanah, komputerisasi pelayanan pertanahan serta
memelihara daftar buku tanah, daftar nama, daftar hak atas tanah dan

warkah serta daftar lainnya di bidang pendaftaran tanah.
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4. SubKasi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Bertugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran, peraliua.:, pembebanan
hak atas hak tanah, pembebanan hak tanggungan dan bimbingan PPAT
serta sarana daftar isian di bidang pendaftaran tanah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kasi Hak Tanah
dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengaturan dan penetapan di bidang hak tanah

2. Penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran “harga dan tukar-
menukar. sarana dan pertimbangan serta melakukan kegiatan perijinan,
sarana dan pertimbangan usulan penetapan hak pengelolaan tanah,

3. Penyiapan lahan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi
perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau
pendaftaran hak

4. Pengadministrasian atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara,
daerah bekerjasama dengan pemerintah, termasuk tanah badan hukum
pemerirtah,

5. Pendataan dan penerbitan tanah bekas tanah hak

6. Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan

7. Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak

8. Pelaksanaan peralihan, pembebanan hak atas tanah dan pembinaan

PPAT
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d. Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas meuw, .apkan
bahan dan melakukan penatagunaan tanah, landreform konsolidasi tanah,
penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah
tertentu lainnya. Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Terdiri dari:
1. SubKasi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu
Bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana persediaan,
peruntukan, pemeliharaan dan penggunaan tanah, rencana penataan
kawasan, pelaksanaan koordinasi, . monitoring dan evaluasi
pemeliharaan tanah, perubahan. pénggunaan dan pemanfaatan tanah
pada setiap fungsi kawasan/zoning, penerbitan pertimbangan teknis
penatagunaan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan dan
pemanfaatan tanah; serta melaksanakan pengumpulan dan pengolahan
dan pemeliharaan data tekstuan dan spasial.
2. SubKasi Landreform dan Konsolidasi Tanah
Bertugas menyiapkan bahan usulan penetapan/penegasan tanah
menjadi obyek landreform, penguasaan tanah-tanah obyek /andreform,
pemberian ijin peralihan hak atas tanah dan ijin redistribusi tanah
luasnya tertentu, usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah
dan pengeluaran tanah dari obyek landreform, monitoring dan evaluasi
redistribusi tanah, ganti kerugian, pemanfaatan tanah bersama dan
penerbitan  administrasi Jandreform serta fasilitas  bantuan
keuangan/permodalan, teknis dan pemasaran; usulan penegasan obyek

penataan tanah bersama untuk peremajaan pemukiman kumuh, daerah
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bencana dan daerah bekas konflik serta pemukiman kembali,
penyediaan tanah dan pengelolaan sumbangan tanah untuk
pembangunan, pengembangan teknik dan metode, promosi dan
sosialisasi, pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat,
kerjasama dan fasilitas, pengelolaan basis data dan informasi,
monitoring dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan konsolidasi
tanah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kasi Pengaturan

dan Penataan Pertanahan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah dan
penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan
dan wilayah tertentu lainnya, penetapan kriteria kesesuaian
penggunaan dan °_pemanfaatan tanah serta penguasaan dan
pemilikan tanah.dalam rangka perwujudan fungsi kawasan/zoning,
penyesuaian’ penggunaan dan pemanfaatan tanah, penerbitan
ijin perubahan penggunaan tanah, penataan tanah bersama untuk
peremajaan kota, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta
pemukiman kembali

2. Penyusunan rencana persediaan, peruntukan, penggunaan dan
pemeliharaan tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota dan
kawasan lainnya.

3. Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah kabupaten/kota dan
kawasan

4. Pemantauan dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan

dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/zoning dan
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redistribusi tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah, pemberian tanah
obyek landreform dan pemanfaatan tanah bersama serta penerbitan
administrasi landreform.

5. Pengusulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek landreform

6. Pengambilalihan dan/atau penerimaan penyerahan tanah-tanah yang
terkena ketentuan landreform

7. Penguasaan tanah-tanah obyek landreform

8. Pemberian ijin peralihan hak atas tanah pertanian dan ijin redistribusi
tanah dengan luasan tertentu

9. Penyiapan usulan penetapan surat keputusan redistribusi tanah dan
pengeluaran tanah dari obyek landreform

10. Penyiapan usulan ganti ‘kerugian tanah obyek landreform dan
penegasan obyek konsolidasi tanah

11. Penyediaan tanah untuk pembangunan

12. Pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan

13. Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dokumentasi data
landrefrom

e. Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan
Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai tugas menyiapkan
bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah

negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat. Kasi
Pengendalian dan Pemberdayaan terdiri dari:

1. SeubKasi Pengendalian dan Pertanahan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/42097 pdf
100

Bertugas menyiapkan pengelolaan basis data dan melakukan intervensi

dan identifikasi, penyusunan saran tindak dan langkah penanganan, serta

menyiapkan bahan koordinasi usulan penertiban dan pendayagunaan

dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah,

pemantauan, evaluasi, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan

program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara,

penanganan tanah terlantar dan tanah kritis

2. SubKasi Pemberdayaan Masyarakat

Bertugas menyiapkan bahan inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi

dalam rangka penguatan penguasaan ~dan melaksanakan pembinaan

partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam

pengelolaan pertanahan, serta melakukan kerjasama pemberdayaan dengan

pemerintah kabupaten/kota, lembaga keuangan dan dunia usaha, serta

bimbingan dan peiaksanaan kerjasama pemberdayaan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudkan diatas, Kasi

Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai fungsi;
1. Pelaksangan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah
terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat,
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan kewajiban

pemegang hak atas tanah, pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan
dan program pertanahan dan program sektoral, pengelolaan tanah negara,

tanah terlantar dan tanah kritis
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3. Pengkoordinasian dalam rangka menyiapkan rekomendasi, pembinaan,
peringatan, uaermonisasi dan pensinergian kebijakan dan program
pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan
tanah terlantar dan tanah kritis.

4. Penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta usulan
rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian
kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah
negara serta penanganan tanah terlantar dan tanah kritis.

5. Inventarisasi potensi masyarakat marjinal, asistensi dan pembentukan
kelompok masyarakat, fasilitas dan peningkatan akses ke sumber
produktif.

6. Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan
mitra kerja teknis pertanahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

7. Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis untuk
pembangunan.

8. Pengelolaan basis data hak atas tanah, tanah negara, tanah terlantar dan
tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat.

9. Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian hubungan
hukum atas tanah terlantar.

f. Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara

Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara mempunyai tugas menyiapkan bahan
dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara terdiri dari:
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1. SubKasi Sengketa dan Konflik Pertanahan
SubKasi Sengketa ca. Konflik Pertanahan menyiapkan pengkajian
hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan
konflik pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian
hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah,
pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitas
dan koordinasi penanganan sengketa dan konflik.

2. SubKasi Perkara Pertanahan
Bertugas menyiapkan penanganan dan penyelesaian perkara, koordinasi
penanganan perkara, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian
hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah
sebagai pelaksanaan putusanlembaga peradilan.

Dalam menyelenggarakan. tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kasi
Sengketa, Konflik dan Perkara mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan

2. Pengkajian masalah, sengketa dan konflik dan perkara pertanahan

3. Penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan secara
hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaian perkara,
pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan
melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya, usulan dan rekomendasi
pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan serta usulan
rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang

dan/atau badan hukum dengan tanah.
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4. Pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan
5. Pelaporan penanganan dan penyelesaian' konflik, sengketa dan perkara
pertanahan.

Dari struktur organisasi kantor pertanahan dapat dilihat bahwa
semua deputi yang ada di kantah terwakili. Hal ini untuk mempermudah
koordinasi masing-masing bidang dengan kantor pusat. Akan tetapi
Pusdatin sebagai unit pengelola TIK di BPN RI tidak terwakili dalam struktur
organisasi kantor pertanahan. Saat ini tanggung jawab-pengelolaan TIK di

kantor pertanahan dilaksanakan oleh seorang administrator:
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Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara terdapat 13 pegawai yang
bertugas di bidang masing-masing. Jumiah pegawa: dari masing-masing bidang
tersebut dapat dilthat dalam tabel berikut:

Tabel 3

Jumlah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara 2014

No. Nama Bagian/Bidang Jumlah Pegawai
1 {Kepala Kantor Pertanahan Kab Sukamara 1
2 |Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1
3 {Kasi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah 1
4 |Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat 1
5 Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan 1
6 Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan 1
7 |Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan 1
8 [Kaur Umum dan Kepegawaian 1
9 |Kasupsi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT |
10 Plt. Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan 1
11 |Kasubsi Penata Gunaan Tanah dan Kawasan Tertentu 1
12 |Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah 1
13 |Staf Pengukuran Kantor Pertanahan 1

Total Keseluruhan Pegawai 13

Sumber: Arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara

Sumber Daya Manusia (SDM)
Dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan, masalah

personalia atau kepegawaian merupakan salah satu faktor penentu yang
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utama karena merekalah yang menjadi penentu, pelaksana dan
pengendal setiap kegiatan dalam organisas.. Keberhasilan
suatu organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
sangat ditentukan oleh kinerja para pegawainya, sedangkan kinerja sendiri dapat
dilihat dan segi kehandalan dan responsivitas para pegawai. Kehandalan yaitu
kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan cepat
dan memuaskan, sedangkan responsivitas pegawai yaitu menyangkut daya
tanggap pegawai dalam mengetahui apa yang sebenarnya.diinginkan oleh
masyarakat.

Untuk memperlancar kegiatan organisasi dibutuhkan pegawai yang
mendukung seluruh proses yang dilakukan organisasi, seperti juga pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sukamara dalam menjalankan kegiatannya tidak terlepas
dari peranan pegawainya yang tentu saja disesuaikan dengan latar belakang
pendidikan maupun keahlian yang dimiliki oleh pegawai. Sumber daya manusia
merupakan salah satuunsur kunci dalam pelaksanaan tugas-tugas pertanahan.
Sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara yang
merupakan ujung tomas untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia dalam rangka pelayanan bidang pertanahan,
kompetensi dan kinerja para pegawai sangat mempengaruhi kualitas pelayanan
dibidang pertanahan. Pada hakekatnya semua komponen dalam organisasi
mempunyai peranan yang sama pentingnya untuk mensinergikan kinerja institusi.
Suatu organisasi yang  berjalan baik diibaratkan sebagai sebuah orkestra yang

memerlukan  keharmonisan irama kerjasama semua komponen agar diperoleh
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pencapaian standard kinerja pelayanan publik yang optimal. Oleh sebab itu,
hal yang perlu diperhatikan adalab kualitas dan kualitas yang dimiliki
oleh personil atau pegawai di lingkungan internal Kantor Pertanahan

Kabupaten Sukamara. Pada saat dilakukannya penelitian ini, Kantor Pertanahan

Kab. Sukamara memiliki 13 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4

Nama dan Jabatan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara tahun 2014

NO

NAMA

NIP

Jabatan

Ir. PANGIHUTAN SIHOMBING

19610130 198903 1 001

Kepala Kamtor Pertanahan Kab. Sukamara

2 |RADIANOOR SUDIAWAN,S.ST 19750610 199803 1 002 { Kepala Sub Bagian Tata Usaha

3 [SYAHIBUR,SH 19580801 198002 1 00t | Kasi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah

4 |MURSALIN 19630929°198503 1 007 | Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan
Masyarakat

5 |JOKO SUSENO,S.ST 19790216 199803 1 002 | Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan

6 {KARNO 19580806 198303 1 002 j Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan

7 | YUSTHOVA NOTANUBUN,SH 19860208 200903 1 001 | Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan

g8 |MEMIATI 19730311 199403 2 001 | Kaur Unum dan Kepegawaian

FRANS JANPORTA SITEPU 5. KOM

19841006 200913 1 002

Kasupsi Peralihan, Pembebanan Hak dan
PPAT

10

DENNY SETYAWAN, 8T

19870223 201101 1 002

Pit. Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan

Kasubsi Penata Gunaan Tanah dan Kawasan

11 |NOVIANSYAR,SP 19861113 201101 1002

Terlentu
12 | TRI YULIANTO 1978073199703 1 001 |Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah
13 |ANDRIE ENDANG SUTRISNA 19830313 200502 1 001 | Staf Pengukuran Kantor Pertanahan

Sumber: Arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara Tahun 2014

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Proses Pelayanan Sertifikat Tanah Melalui PRONA

Adapun tahap-tahap Proses Sertifikat Tanah melalui PRONA di

Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut:
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1. Tahap Pendaftaran
a. Sosialisasi kegiatan PRONA pada Kepala Desa / Perangkat Desa
b. Pemasukan surat permochonan untuk menjadi lokasi PRONA
¢. Membuat daftar nama peserta PRONA sebagat target yang disepakati
Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara
d. Mengirim surat permohonan atau berkas-berkas (atas hak dan
persyaratan-persyaratan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara)

1. KTP yang berlaku/surat keterangan domisili

2. Pipil, surat jual beli, surat warisan, akta jual beli, akta tukar
menukar, vanes akta/surat hibah dan lainnya (salah satunya harus
ada)

3. Surat pernyataan fisik bidang tanah (sporadik)

4. Surat pernyataan penguasaan/pemilikan jumlah bidang tanah/luas
penguasaan yang lebih dari 7,5 Ha tanah sawah atau 9 Ha tanah
kering:

e. . Penyuluhan kepada masyarakat peserta PRONA oleh petugas Kantor

Pertanahan Kabupaten Sukamara.

2. Tahap Pelaksanaan
PRONA dilaksanakan melalui dua pendekatan prosedur pensertifikatan
tanah pertama kali:
a. Prosedur pendaftaran tanah secara sporadik, apabila letak tanah

obyek PRONA tersebar dalam lokasi yang ditetapkan.
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b. Prosedur pendaftaran tanah secara sistematik (ajudikasi), apabila
letak tanah obyek PRONA mengelompok (minimal 25 bidang tanah
untuk lokasi PRONA di Kalimatan )

Pada dasarnya tahap pelaksanaan ini meliputi pengukuran, pemasangan

tugu batas dan pemetaan, pemberian nomor identifikasi bidang (NIB),

pengumpulan data yuridis, pengumuman.
a. Pemasangan batas-batas tanah
Sebelum dilaksanakan pengukuran atas suatu--bidang tanah,
pemegang ha katas tanahnya harus memasang tanda batas pada titik-
titik sudut batas serta harus ada penetapan batasnya terlebih dahulu.
Satuan tugas kantor pertanahan kabupaten Sukamara.
b. Pengukuran dan pemetaan
1. Pengukuran dan . pemetaan bidang tanah dilaksanakan
untuk menentukan letak geografis, bentuk geometris,
luas, situasi bidang tanah untuk lampiran
sertifikat,  pembuatan peta pendaftaran dan
terutama untuk mendapatkan data ukuran sebagai unsur
pengembalian batas-batas apabila suatu hal batas-batas tanah
tersebut hilang.

2. Pengukuran bidang tanah hanya boleh dilakukan pada bidang
tanah yang telah dilakukan pemasangan tanda batas yang
dipasang oleh pemilik tanah. Bidang tanah yang belum dipasang

tanda batasnya belum boleh dilakukan.
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3. Penunjukan batas bidang tanah dan pemasangan tanda batasnya
dilakukan oleh pemilik tanah atau kuasanya berdasarkan
kesepakatan para pihak yang berbatasan.

4. Objek pengukuran ialah seluruh bidang tanah yang belum
terdaftar dengan melakukan penyesuaian terhadap struktur
topografis yang ada dalam suatu Desa/kelurahan sesuai dengan
lokasi dan target yang telah ditetapkan.

¢. Batas Desa yang ada harus diidentifikasi

1. Pembuatan gambar ukur

a. Pembuatan gambar ukur pada prinsipnya adalah dokumen
yang memuat data hasil pengukuran bidang tanah yang berupa
jarak, azimuth, silai koordinat, maupun gambar bidang tanah
dan situasisekitarnya.

b. Gambar ukur adalah dokumen tempat mencantumkan gambar
suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data
hasil pengukuran bidang tanah.

c. Batas bidang tanah harus dipetakan/digambarkan pada gambar
ukur.

d. Tanggal pengukuran diisi dengan tanggal pada saat
pengukuran

d. Pemetaan bidang-bidang tanah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/42097 .pdf
110

Pemetaan bidang tanah merupakan proses ploting hasil pengukuran.
Ploting peta dimaksudkan untuk menggambarkan hasil pengukuran
diatas peta dasar pendaftaran digital (peta foto/peta garis)

1. Perhitungan bidang luas tanah harus dilakukan setelah hasil
pengukuran bidang tanah ditetapkan diatas peta dasar pendaftaran
digitas dengan bantuan softwere pengukuran dan pemetaan yang
digunakan (merupakan hasil proses perataan)

2. Pemberian nomor identitas bidang (NIB).dilakukan pada saat
bidang-bidang tanah tersebut diplot diatas peta daftar pendaftaran
secara digital.

3. Layer, penemaan file, struktur data, format data yang digunakan
dalam pemetaan adalah leyer sesuai dengan standard Badan
Pertanahan Nasionali.

4. Check plot; check plot dilakukan dengan cara mengoverlayarkan
print out peta digitalnya dengan peta analognya atau GU.

5. Peta bidang tanah adalah hasil pemetaan 1 (satu) bidang tanah atau
lebih pada lembaran kertas dengan suatu sekala tertentu yang
batas-batasannya telah ditetapkan oleh pemilik tanah dan
digunakan untuk pengumuman data fisik bidang tanah.

6. Peta bidang tanah dibuat setiap satu wilayah (setiap RT atau
beberapa RT). Gambar bidang-bidang tanah harus menggambarkan

seluruh bidang tanah satuan wilayah yang telah ditentukan dengan
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menyesuaikan data fotografis yang ada (misalnya jalan dan sungai)
dan disertai NIB.
7. Peta bidang tanah dicetak pada kertas HVS 80gr format A3.
e. Pemberian Nomor Indentifikasi Bidang (NIB)

Dalam system pendaftaran tanah terdapat dua jenis informasi,
yaitu informasi mengenai letak bidang tanah yang diuraikan dalam
peta pendaftaran dan informasi mengena hal-hak yang melekat pada
bidang tanah tersebut seperti pemegang hak, -penggunaan tanah,
apakah ada sengketa diatas tanah tersebut dan lain sebagainya.

Untuk mengidentifikasi suatu bidang tanah dan membedakan
dengan bidang tanah lainnya, diperlukan tanda pengenal bidang tanah

yang bersifat unik, sehingga dengan mudah mencari dan membedakan

bidang tanah yang dimaksud dengan bidang tanah lainnya. Selain untuk
maksud-maksud tersebut diatas, NIB merupakan penghubung antara
peta pendaftaran dan daftar lainnya yang ada dalam proses pendaftaran
tanah. Dalam system komputerisasi pendaftaran tanah NIB yang unik
diperlukan dan sebagai akses informasi atas suatu bidang tanah
f. Pengumpulan data yuridis
1. Petugas
a. Untuk kegiatan PRONA sporadik, pengumpulan data yurdis

dilakukan oleh petugas di Kantor Pertanahan Kabupaten

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Sukamara sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing unit

teknis.

b. Untuk kegiatan PRONA Sistematik, pengumpulan data yuridis
dilakukan oleh Satuan Tugas (SATGAS) Yuridis Panitia
Ajudikasi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala
BPN-RI mengenai penetapan Panitia Ajudikasi.

2. Mekanisme pengumpulan data

a. Persiapan: Perencanaan, koordinasi_ dengan pemerintah
Desa/Kelurahan

b. Petugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara atau
SATGAS Administrasi pada panitia Ajudikasi:

1. Menerima permochonan hak yang dilampirkan atas hak
berupa surat-surat tanah, bukti-bukti perolehan tanah,
maupun ijin/ rekomendasi berkajtan dengan tanahnya.

2. Meneliti kelengkapan berkas pemohon

3. Mencatat dalam register (apabila berkas permohonan sudah
lengkap)

4. Membuat bukti penerimaan berkas dan diserahkan kepada
pemohon

5. Meneruskan berkas permohonan untuk  keperluan
pemeriksaan tanah oleh panitia A atau SATGAS Yuridis.

3. Pemeriksaan tanah
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Pemeriksaan tanah dilakukan untuk meneliti kebenaran dan
kesesuaian antara data administrasi (surat-surat kelengkapan berkas
pemohon) dengan data fisik (kondisi nyata bidang tanah yang
dimohon di lapangan), serta hubungan hokum antara pemohon
dengan tanah yang dimohon.

a. Kegiatan PRONA Sporadik:

1. Pemeriksaan tanah dilakukan oleh panitia A, yang dibentuk
dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Sukamara untuk satu Desa/Kelurahan.

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara membuat
Surat Tugas untuk pemeriksaan tanah oleh panitia A.

3. Pemeriksaan tanah oleh panitia A dapat dilakukan secara
kolektif terhadap subyek maupun obyek yang terletak dalam
satu Desa’kelurahan.

4. ‘Panitia A mempelajari data admimistrasi public untuk
dicocokan dengan keadaan fisik tanah dilapangan dan
adanya hubungan hokum antara pemohon dengan tanah
yang dimchon,

5. Panitia A melakukan pemeriksaan tanah di lapangan
mengenai:

a. Kebenaran dan kesesuaian diri pemohon sesuai dengan

bukti surat yang dilampirkan.
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b. Fisik tanah yang dimohon, meliputi batas bidang tanah
dan pemasangan tanda batasnya, keadaan fisik
(keterangan/kemiringan).

¢. Kepentingan umum dan kepentingan Negara Pemerintah
diatas tanah tersebut, meliputi: sumber/saluran air,
jalan, tugu trniangulasi atau tanda titik koordinat
lainnya, tiang/menara listrik, telekimunikasi dan hal-hal
lain yang bukan kepunyaan pemohon tetapi untuk
dimanfaatkan bagi kepentingan umum, masyarakat,
Negara/pemerintah,

d. Ada atau tidaknya benda-benda purbakala atau warisan
budaya di atas tanah tersebut yang dilindungi.

e. Letak tanahnya berkaitan dengan kawasan konservasi,
situs atau habitat tertentu yang dilindungi.

f.. Kesesuaian dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah
dengan rencana atau tata ruang.

g Kebijakan pemerintah yang mengenai lokasi bidang
tanah tersebut, seperti: tanah obyek landreform (TOL),
penataan kawasan kumuh, sungai dan sebagainya.

h. Hal-hal lain yang terkait dengan penggunaan,
pemanfaatan dan letak tanah tersebut.

6. Untuk melengkapi informasi dan/atau verifikasi kesesuaian

data yuridis dan data fisik, panitia A dapat mencari informasi
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dari instansi pemerintah terkait, pejabat Desa/kelurahan,
tokoh masyarakat, tetangga yang berbatasan, maupun
informasi dari masyarakat lainnya.

7. Hasill pemeriksaan tanah dituangkan dalam bentuk Risalah
Pemeriksaan Tanah secara  kolektif dalam suatu
Desa/kelurghan.

b. Kegiatan PRONA Sistematis:

1. Pemeriksaan tanah dilakukan oleh Satuan Tugas Yuridis
Panitia Ajudikasi.

2. Pengisian data yuridis sesuai dengan DI 201 pada halaman
bagian I dan I dilakukan oleh SATGAS Yuridis langsung
dilapangan.

3. Setiap DI 201 tersebut diberi nomor sesuai NIB yang
dialokasikan untuk bidang tanah yang bersangkutan.

4. Penulisan DI 201 hendaknya diisi dengan menggunakan
huruf cetak yang jelas serta memakai tinta hitam, tidak
dianjurkan menggunakan pensil. Jika tegadi kesalahan
penulisan tidak boleh dihapus dengan menggunakan tipe-x,
sebaiknya dicoret saja dan dituliskan kembali yang
sebenarnya dan kemudian diparaf.

5. Permohon dan tetangga yang bersebelahan membubuhkan

tanda tangan pada DI 201
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6. SATGAS yundis melakukan verifikasi data melalui
ronfirmasi dengan perangkat Desa/kelurahan, investigasi
melalui tetangga batas atau orang lain yang dapat
memberikan keterangan dan atau verifikasi melalui bukti-
bukti kepemilikan atau penguasaan tanah.

7. Pengumuman
a. Pengumuman dilakukan untuk memenuhi persyaratan:

1. Proses kegiatan PRONA sistematik
2. Bagi proses konversi/pengakuan  hak dalam
kegiatan PRONA sporadik.

b. Pengumuman  dimaksudkan untuk memberikan
kesempatan” kepada pihak-pihak yang berkepentingan
untuk-mengajukan keberatan atau sanggahan terhadap
data fisik dan data yuridis dalam rangka penetapan hak
atas nama pemohon/peserta PRONA.

¢. Pengumuman meliputt peta bidang tanah dengan daftar
luas masing-masing bidang dan data kepemilikan tanah.

d. Apabila terdapat sanggaharn pada saat pengumuman dan
berdasarkan penelitian terdapat kekeliruan mengenai
hasil ukuran bidang tanah yang tercantum pada peta
bidang tanah. Maka pada peta bidang tanah dan hasil
pemetaan pada peta dasar pendaftaran atau peta

pendaftaran dilakukan perubahan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

16/42097 .pdf
17

Hasil ukuran perbaikan bidang atau bidang-biang tanah

dibuainan gambar ukur baru dan hasil ukuran bidang

tanah tersebut pada gambar ukur yang lama dinyatakan
tidak berlaku.

Satuan Tugas (SATGAS) fisik (petugas ukur)

menyiapkan peta bidang dan daftar data fisik.

SATGAS vyundis menyiapkan kesimpulan panitia,

bersama dengan petugas administrasi-membuat DI 201C

dan DI 201B.

Sebelum diumumkan; diperiksa dulu kesesuaian dengan

data pendaftaran tanah sporadic dikantor pertanahan

kabupaten Sukamara.

Pengumuman (DI 201B) harus menyatakan:

1. ‘Mengumumkan hasil penyelidikan riwayat tanah dan
penetapan bidang batas-batas bidang tanah, terdiri
atas: peta bidang, DI 201 dan daftar tanah.

2. Mempersilahkan kepada pihak-pihak yang merasa
keberatan untuk mengajukan sanggahan/keberatan
dalam jangka waktu 60 hari untuk kegiatan PRONA
sporadik dan selama 30 hari untuk kegiatan PRONA

sistematik.
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3. Tahap Penyelesaian
Tahap penyelesaian disini w.enyangkut penetapan hak, pembukuan
hak, penerbitan sertifikat dan penyerahan sertifikat.
a. Penetapan Hak
1. Petugas pengelola data yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya menghimpun berkas permohonan yang telah dilengkapi
dengan surat ukur, pengumuman untuk proses konversi/pengakuan hak

dan risalah pemeriksaan tanah A.

2. Petugas pengelolaan data menyiapkan telaah masalah dalam bentuk

Risalah Pengelolaan Data sesuai dengan format yang telah ditentukan.

3. Berkas permohonan secara kolektif kepada Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Sukamara melalui-hierarki yang berlaku secara berjenjang.

4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara melakukan:

a. Pembukuan hak bagi tanah milik adat yang sebelumnya telah
diterbitkan SK pengakuan haknya oleh Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi

b. Konversi langsung bagi tanah milik adat yang surat-surat bukti
lengkap dan memenuhi persyaratan.

c. Menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Hak bagi tanah milik
adat yang surat-surat buktinya tidak ada, tidak lengkap atau
meragukan.

d. Menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak bagi yang berasal

dari tanah Negara.
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5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara dengan
memperhatikan hal-hal sebagai beriku..

a. Pelaksanaan konversi dilakukan apabila alat bukti tertulisnya
lengkap atau tidak lengkap tetapi ada keterangan saksi maupun
pernyataan yang bersangkutan tanahnya dikuasai pemohon atau
dikuasai oleh orang lain atas persetujuan pemohon.

b. Pelaksanaan pengakuan hak dilakukan apabila alat bukti
kepemilikan tidak ada tetapi telah dibuktikan penguasaan fisiknya
selama 20 tahun.

c. Kelengkapan dan kesesuaian data administrasi yang dilampirkan
sebagai kelengkapan berkas permohonan.

d. Apabila  bukti  kepemilikan  tidak sebidang  tanah
sebagaimana dimaksud tidak lengkap atau tidak ada,
pembuktian pemilikan atas bidang tanah itu dengan
pernyataan yang bersangkutan dan  keterangan  dari
sekurang-kurangnya 2 orang saksi dari lingkungan masyarakat
setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga, yang
menyatakan yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah
tersebut.

6. Hasil penelitian dan risalah pengelolaan data

7. Rusalah pemeriksaan tanah

8. Hasil pengumuman selama 60 hari berturut-turut pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Sukamara, Kantor Kecamatan dan Kantor

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/42097 .pdf
120

Desa/Kantor kelurahan, khusus bagi proses konversi/pengakuan hak
dalam kegiatan PRONA Sporadik.
9. Bagi Tanah Negara, untuk penerbitan Surat Keputusan Pemberian Ha
katas Tanah tidak diperlukan pengumuman.
a. Mekanisme kegiatan PRONA sistematik:

1. SATGAS Administrasi menghimpun data administrasi berkaitan dengan
kelengkapan berkas permohonan yang telah dilengkapi dengan surat Ukur,
pengumuman, daftar-daftar isian dan hasil pemeriksaan tanah oleh
SATGAS Yuridis.

2. SATGAS Administrasi membuat daftar permohonan secara kolektif:

a. Daftar permohonan konversi/pengakuan hak.
b. Daftar permohonan pemberian hak.

3. SATGAS Administrasi menyerahkan dafiar-daftar permohonan tersebut
kepada SATGAS Yurdis.

4. SATGAS Yuridis membuat risalah pengelolaan data dan dafiar
permohonan: secara kolektif dan menyerahkan kepada ketua Panitia
Ajudikasi.

5. Ketua Panitia Ajudikasi:

a. Melakukan konversi/pengakuan hak apabila berasal dar tanah milik
adat.
b. Mengusulkan pemberian haknya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten

Sukamara bagi tanah Negara.
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¢. Ketua Panitia Ajudikasi dalam melaksanakan konversi/pengakuan hak
memperhatikan hal-hal sebagaimana berlaku pada kegia..n PRONA
Sporadik.

d. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara akan meneliti berkas
permohonan yang disampaikan oleh Ketua Panitia Adjudikasi dan
apabila telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah secara
kolektif yang disampaikan kepada Ketua Panitia Adjudikasi.

e. Ketua Panitia Ajudikasi melakukan Pembukuan Hak:

1. Terhadap tanah milik adat’ yang telah memenuhi syarat
konversi/pengakuan hak.

2. Terhadap tanah Negara yang telah memperoleh Surat Keputusan
Pemberian Hak “Atas Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Sukamara.

f. Pembukuan Hak
Mekanisme Pembukuan Hak
1. Permohonan pendaftaran hak dicatat dalam daftar pemohon

pekerjaan pendaftaran tanah (DI. 301), yaitu berdasarkan:
a. Penegasan Konversi
b. Pengakuan Hak
¢. Pemberian Hak
2. Sebelum dilakukan pendaftaran hak, pemohon diwajibkan

menyerahkan bukti pelunasan BPHTP dan PPh bagi yang terkena
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3. Hak-hak yang sudah didaftarkan selanjutnya dibukukan dalam
buku tanah (DL 205)

4. Pembuatan buku tanah (DI. 205)

5. Buku tanah terdiri dari 4 halaman, yaitu halaman pertama
dan kedua digunakan untuk pendaftaran hak pertama
kali sedangkan halaman ketiga dan keempat digunakan untuk
mencatat perubahan data pendaftaran tanah karena peralihan hak,
pembebanan serta pencatatan-pencatatan lainnya.

g. Penerbitan Hak

Yang dimaksud dengan penerbitan hak adalah:

1. Cara pembukuan sertifikat adalah seperti cara pembukuan buku
tanah

2. Untuk membuat-sertifikat dibuat salinan surat ukur oleh pejabat
yang berwenang menandatangani sertifikat yang bersangkutan.

3. Dalam “hal Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara
berhalangan, kewenangan penandatanganan sertifikat dapat
dilimpahkan kepada Kepala Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran
Tanah dengan swat pelimpahan kewenangan.

h. Penyerahan Sertifikat

1. Penyerahan sertifikat PRONA, dilaksanakan oleh Kantor

Pertanahan  Kabupaten Sukamara berkoordinasi dengan

pemerintah Desa/Kelurahan.
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2. Sertifikat diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya atau

dalam hal tanah wakaf, kepada nadzirnya.

3. Penyerahan sertifikat PRONA dituangkan dalam berita acara serah

terima sertifikat.

(Kutipan dari petunjuk teknis kegiatan PRONA 2010 Badan Pertanahan

Kabupaten Sukamara).
Gambear 7:

Alur Pelaksanaan Proses Pendaftaran Tanah Melalui PRONA di Kantor Pertanahan

Kabupaten Sukamara

BPN Pusat

i B

Kanwil BPN

y

Kantor Pertanahan Kab.
Sukamara

u

Kantor Desa

. &
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Sumber: Kanior Pertanahan Kabupaten Sukamara
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PENJELASAN:

1. Badan Pertanahan Nasional (BPN ) Pusat membuat dan mengeluarkan Surat
Keputusan mengenai aggaran untuk PRONA dan menentukan jenis pekerjaan
Proyek yang didalamnya memuat tentang jumlah target fisik dan total
anggaran untuk biaya PRONA. Anggaran tersebut bersumber dari APBN.

2. Kantor Wilayah BPN Provinsi bertugas menerima wewenang dari BPN Pusat
sebagai koordinator dan mengawasi jalannya Proyek di-setiap Kota maupun
Kabupaten. Selain itu Kanwil BPN juga berhak menerima laporan tentang
status kegiatan PRONA selama 4 bulan berturut-turut.

3. Kantor Pertanahan Kota menerima Surat Keputusan mengenai jumlah
Anggaran dan jumlah target fisik-untuk pelaksanaan PRONA di Kota/
Kabupaten tersebut. Setelah itu Kantor Pertanahan akan mengedarkan surat ke
Kantor Desa yang berisikan akan diadakannya program untuk pelaksanaan
PRONA.

4. Kantor Desa setelah menerima surat pengumuman tentang Program PRONA
langsung memberikan pengumuman pada semua masyarakat yang berada di
wilayah tersebut untuk dapat ikut dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali
secara massal melalui PRONA. Setelah bertugas untuk mengumumkan,
perangkat Desa juga termasuk sebagai panitia pelaksana PRONA yaitu
bertugas untuk membantu para pemohon untuk mengisi formulir dan

melengkapi syarat-syarat yang di butuhkan oleh Kantor Pertanahan untuk
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menjadi peserta PRONA. Diikut sertakannya Kepala Desa dan Tokoh
masyarakat setempat itu disebabkan pada umumnya mereka lebih banyak tau
mengenai masalah-asalah tanah daerahnya serta kebiasaan-kebiasaan yang
hidup dalam masyarakat. Selain itu akan terlihat adanya partisipasi langsung
dari masyarakat dalam pelaksanaan PRONA ini. Dengan demikian diharapkan
pelaksanaan PRONA bisa berjalan lancar karena mendapatkan dukungan
penuh dari seluruh anggota masyarakat.

5. Masyarakat / Pemohon mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan
Kabupaten melalui Kantor Desa setempat untuk dapat menjadi peserta
PRONA. Dalam keadaan biasa (diluar kegiatan PRONA), pemohon senantiasa
dituntut untuk aktif dan raj in mengurus permohonannya itu. Segala
kekurangan persyaratan bila imungkin ada, harus diusahakan untuk
melengkapinya sendiri. Kelengkapan dari syarat-syarat yang ditentukan itu
akan berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya penerbitan sertifikat hak
tanahnya. Tidak ‘demikian halnya bila permohonan perolehan sertifikat hak
tanah itu ikut dalam kegiatan PRONA. Di sini, kedua belah pihak sama-sama
aktif Pemohon harus mengajukan permohonan secara kolektif, minimal 5
orang, dan harus berusaha melengkapi persyaratan yang ditentukan.

6. Kemudian dari pihak Kantor Pertanahan setempat melakukan survei apakah

Desa tersebut layak untuk diadakannya PRONA atau pensertifikatan

massal.
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Jika Kantor Pertanahan sudah melakukan survei dan dinyatakan Desa tersebut
layak untuk diadakan PRONA.

7. Selanjutnya dari Kantor Pertanahan Kabupaten memeriksa data-data tersebut
dan jika sudah layak atau perlu diadakannya PRONA, maka Kantor
Pertanahan Kabupaten mengeluarkan Keputusan mengenai target fisik serta
lokast kegiatan. Kemudian setelah masyarakat mendaftar dan Kantor
Pertanahan Kabupaten sudah melakukan survei di lokasi-dan peserta, maka
akan di turunkan Surat Keputusan jumlah nama-nama peserta dan kemudian
menetapkannya. Selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten melakukan
pembentukan tim pelaksana PRONA.

8. Selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten melakukan pembentukan tim
pelaksana, Kantor Pertanahan melakukan penyuluhan kepada masyarakat
setempat yang Desa yang terpilih menjadi tempat dilaksanakannya proyek
PRONA, penyuluhan tersebut menjelaskan tentang PRONA. Pelaksanaan
penyuluhan dilakukan secara langsung (tatap muka dengan warga masyarakat)
ditempat tertentu misainya Kantor Balai Desa baik secara formal maupun
informal. Penyuluhan dengan tatap muka itu diselenggarakan dengan teratur
sesuai waktu-waktu yang tersedia bagi warga masyarakat dan mempergunakan
bahasa yang mudah dimengerti bila perlu dengan bahasa daerah setempat.
Misal, mempergunakan Bahasa Dayak.

9. Kemudian dari pihak Kantor Pertanahan yang diwakilkan oleh tim pelaksana
proyek, mengindentifikasi bagi yang mengikuti PRONA (misal : KTP, surat-

surat penting yang diperlukan).
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10. Pihak Kantor Pertanahan melakukan penelitian atas berkas-berkas yang
diterima dari masyarakat yang akan mengikuti PRONA, apakah berkas-berkas
tersebut sudah lengkap dan sesuai. Dalam memproses semua pekerjaan
keagrariaan itu selalu berdasarkan sikius agraria. Adapun bentuk fasilitas
ataupun kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemegang hak
atas tanah itu adalah berupa keringanan dalam hal pembiayaan dan percepatan
proses penyelesaian sertifikat hak atas tanahnya. Berkenan dengan pemberian
fasilitas yang berupa percepatan proses penyelesaian sertifikat hak atas tanah,
bukan berarti bahwa dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan
perundangan yang berlaku. Dalam PRONA ini, proses pensertifikatan tanah
diusahakan dalam waktu yang sangat singkat, namun tidak boleh
meninggalkan soal kecermatan dan-ketelitian dalam penangannya sebab,
apabila ada kesalahan atau kelalaian akan menyebabkan gagalnya tujuan yang
hendak di capai itu, yaitu kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah.

11. Setelah dilakukan penelitian atas berkas maka peserta PRONA memasang
patok tanda batas tanah yang biaya pemasangan patok tanda batas ini
dibebankan kepada masyarkat setelah patok tanda batas terpasang pihak
Kantor Pertanahan mengukur luas dari tanah tersebut. Setelah dilakukannya
pengukuran, Kantor Pertanahan mengeluarkan pengumuman yang isinya nama
pemilik, bentuk bidang tanah, batas-batas kepemilikan dengan alamat.

12. Sebelum diterbitkannya sertifikat oleh bidang tugas pendaftaran tanah, terlebih
dahulu harus diteliti dengan seksama apakah ada atau tidak pelanggaran

terhadap ketentuan-ketentuan mengenai Tata Guna Tanah maupun Pengurusan
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Hak Tanah. Jika dari pengumuman tersebut tidak ada komplain atau kesalahan
maka Kantor Pertanahan akan menerbitkan yaitu SERTIFIKAT. Sertifikat hak
tanah adalah alat bukti kepemilikan/penguasaan tanah. Sertifikat hak tanah
merupakan produk akhir dari proses pendaftaran tanah. Jadi, jika masyarakat
sudah mensertifikatkan tanahnya, maka diharapkan akan tercapailah salah satu
tujuan UUPA yaitu terciptanya kepastian hukum hak hak atas tanah bagi
rakyat seluruhnya. Sedangkan tahap-tahap proses pelaksanaan pelayanan
sertifikat tanah melalui PRONA di lapangan telah disederhanakan lagi dalam
delapan belas tahapan.

Berdasarkan data di lapangan tahap awal dalam proses pelayanan sertifikat
tanah PRONA di Kabupaten Sukamara adalah tahap pendafiaran. Dalam
tahap pendaftaran in1 diawali dengan-penentuan lokasi kegiatan PRONA.
Penentuan lokasi PRONA _ini didasarkan oleh persetuyjuan dari Kanwil
Badan Pertanahan. Pada tahap ini dilakukan penunjukan lokasi kegiatan
PRONA oleh Kawil Badan Pertanahan Nasional. Setelah itu
pthak Desa baru mengajukan surat keterangan yang menunjukkan
bahwa Desa tersebut  bersedia untuk menjadi lokasi kegiatan
pelayanan
PRONA. Setelah surat tersebut disetujui oleh Kanwil Badan Pertanahan maka
Desa tersebut resmi menjadi lokasi kegiatan PRONA. Hal ini selaras dengan yang
diungkapkan oleh Darwanto selaku Kepala Desa Ajang, dari hasil wawancara
tanggal 5 Mei 2014, yang mengungkapkan sebagai berikut:

"Kita minta ya kita membuat surat ke BPN, itu pun kalau kita dapat jatah
PRONA. Jadi misalnya seperti Desa Ajang tahun 2014 mendapatkan jatah
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PRONA. Nah, berdasarkan itu kita harus mengajukan surat keterangan
dari Desa yang menunjukkan bahwa Desa Ajang siap untuk diadakan
kegiatan PRONA itupun berdasarkan persetujuan dari Kanwil.

Tahap selanjutnya adalah sosialisasi kegiatan PRONA yang diberikan pada
Kepala Desa/Perangkat Desa. Namun dalam pelaksanaan dilapangan
pensosialisasian ini langsung diberikan oleh petugas Kantor Pertanahan kepada
seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa Ajang mulai dari Kepala Desa,
Perangkat Desa, dan Masyarakat Desa Ajang. Hal ini dipertegas dengan yang
diungkapkan oleh Darwanto selaku Kepala Desa Ajang; dari hasil wawancara

tanggal 5 Mei 2014, yang mengungkapkan sebagai berikut:

"Jadi gini ya, awalnya kami ngumpulkan seluruh warga Desa beserta
seluruh perangkat Desa untuk ~mendengarkan sosialisasi mengenai
kegiatan PRONA yang diberikan oleh petugas BPN.Tujuannya itu agar
seluruh lapisan masyarakat di Ajang ini mengetahui dan paham mengenai
kegiatan PRONA ini."

Pelaksanaan kegiatan ‘penyuluhan PRONA Kabupaten Sukamara ini
dijadwalkan dilaksanakan. pada minggu kedua dan minggu ketiga di bulan
Februari 2013. Dalam tahap sosialisasi ini juga dijelaskan mengenai persyaratan-
persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta PRONA. Setelah dilakukan
sosialisasi maka tahap selanjutaya adalah kegiatan pendataan peserta PRONA.
Tahap pendataan daftar nama peserta PRONA disesuaikan dengan target yang
telah disepakati oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara. Dalam pelaksanaan
PRONA di Kabupaten Sukamara khususnya Desa Ajang mendapat jatah peserta
PRONA sejumlah 114 peserta. Setelah terdaftar 114 orang peserta tersebut maka
tahap selanjutnya adalah pengumpulan data yuridis dan data fisik.

Pengumpulan data yuridis dan data fisik dilakukan oleh Kepala Desa dan

Satgas PRONA. Pengumpulan data yuridis dan data fisik ini meliputi
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pengumpulan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti

kegiatan PRONA. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

a. KTP yang berlaku / surat keterangan domisili

b. Surat jual beli, surat waris, akta jual beli, akta tukar menukar, vanes akta /
surat hibah dan lainnya (salah satunya harus ada)

c. Surat pernyataan fisik bidang tanah

d. Surat pernyataan kepemilikan jumlah bidang tanah / luas bidang tanah.

Proses pengumpulan data yuridis ini membutuhkan waktu lama,
karena masyarakat membutuhkan waktu untuk  mengumpulkan persyaratan-
persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk tahap ini dilakukan pada minggu
keempat bulan Februari sampai keempat bulan Mei 2013. Setelah
seluruh data yuridis dan data fisik telah terkumpul maka tahap selanjutnya
adalah pemasangan patok . tanda batas oleh masyarakat peserta
PRONA. Pemasangan patok tanda batas ini berdasarkan persetujuan dari
tetangga kanan,« kirt, depan dan belakang peserta PRONA. Hal ini
sesuai dengan yang diungkapkan oleh Darwanto selaku Kepala Desa Ajang, dari
hasil wawancara tanggal 5 Mei 2014 yang mengungkapkan sebagai berikut:

"jadi mas kalau seluruh persyaratan itu sudah terpenuhi dan sudah lengkap

semua, selanjutnya itu pemasangan patok batas atas persetujuan dari

tetangga kanan, kiri, depan dan belakang lokasi tanah yang terdaftar
sebagai peserta PRONA. Kalau semua patok sudah dipasang baru pihak

BPN mau ngukur tanah yang sudah dipasang patok tanda batas."

Dari hasil wawancara terlihat bahwa pelaksanaan tahap pengukuran akan

dilakukan setelah seluruh patok tanda batas bidang tanah terpasang pada titik-titik

sudut batas bidang tanah. Pelaksanaan tahap pengukuran dan pemetaan ini
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dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret sampai minggu keempat bulan
Mei tahun 2013. >etelah didapat data dari hasil pengukuran, tahap selanjutnya
adalah pengolahan data dari tahap pengukuran dan pemetaan tersebut yang
dilaksanakan pada minggu pertama dan minggu kedua bulan Mei. Tahap
selanjutnya adalah pembuatan gambar peta bidang tanah yang akan
disertifikatkan. Apabila gambar peta bidang tanah telah selesai, tahap selanjutnya
adalah dilakukan survey oleh Panitia A tujuannya adalah mencocokkan dengan
data yuridis dan data fisik yang ada. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh
Darwanto selaku Kepala Desa Ajang, dari hasil wawancara tanggal 5 Mei 2014
yang mengungkapkan sebagai berikut:

"setelah BPN membuat grafikal atau gambarmya peta bidang tanah lalu
yang namanya Panitia A dari BPN melihat di Desa-Desa ini yang kami
ajukan ada masalah apa tidak melihat batas lihat itu setelah itukan
langsung dikoordinasikan lagi di BPN. Misalnya dusun ini harus sekian
ada masalah atau tidak-Jadi yang namanya Panitia A itu datang kesini
melihat atau survey dicocokkan dengan data-data pemberkasan
sebelumya."

Setelah seluruh-data telah sesuai, tahap selanjutnya adalah pengesahan
yang dilakukan oleh Panitia A. Panitia A ini terdiri dari 4 orang pegawai Kantor
Pertanahan dan 1 kepala Desa. Pengesahan dilaksanakan pada minggu pertama
bulan Juni tahun 2013. Tahap selanjutnya adalah tahap pengumuman, tahap ini
dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang
berkepentingan untuk mengajukan keberatan atau complaint terhadap data fisik
dan data yuridis apabila terjadi kesalahan penulisan nama dan penulisan luas

bidang tanah. Apabila ada complaint dari warga peserta PRONA maka pihak BPN

akan segera memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat
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pengumuman. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Hendri
sebagai salah satu warga Cesa Ajang yang mengajukan keberatan, dari hasil
wawancara tanggal 2 Mei 2014 yang mengungkapkan sebagai berikut:

"pada saat pengumuman kemarin itu penulisan nama saya salah mas.

Harusnya kan pakai ejakan lama Hendri tapi ditulis pakai ejakkan baru

Pumomo. Itu kan tidak sesuai dengan KTP saya. Ya saya mengajukan

keberatan pada petugas karena penulisan nama saya yang salah. Lalu

petugas segera memperbaiki penulisan nama saya yang salah."

Tahap Pengumuman data fisik dan data yuridis akan dilaksanakan pada
Minggu kedua bulan Juni sampai dengan minggu keempat bulan Agustus. Apabila
seluruh data fisik dan data yuridis telah sesuai dan tidak ada masalah maka
dilakukan pengesahan (DI 202) oleh Kepala ‘Kantor Pertanahan Kabupaten
Sukamara, kegiatan ini dilaksanakan pada minggu pertama dan kedua bulan
Agustus tahun 2013. Tahap selanjutnya adalah Penetapan SK mengenai nama-
nama peserta PRONA dan ditanda ‘tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Sukamara. Penetapan surat keputusan akan dilaksanakan pada minggu
ketiga bulan Agustus. Kemudian tahap selanjutnya adalah pembuatan surat ukur
oleh Kasi survey, pengukuran dan pemetaan yang dilaksanakan pada minggu
pertama bulan September tahun 2013. Setelah pembuatan surat ukur selesai tahap
berikutnya adalah pembuatan buku tanah yang dilaksanakan pada minggu kedua
bulan September tahun 2013. Setelah seluruh tahapan PRONA terlaksana, tahap
terakhir adalah penyerahan sertifikat tanah PRONA. Penyerahan sertifikat

PRONA disaksikan oleh Kepala Desa. Berikut ini adalah jadwal delapan belas

tahapan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara, yattu:
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1. Persiapan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dari Kanwil
kemudian diserahkan kepaua Kantor Pertanahan Kab. Sukamara yang
dilaksanakan pada awal tahun anggaran PRONA yaitu minggu pertama
bulan Januari 2013

2. Persiapan Administrasi Kegiatan Bagian Proyek yang dilaksanakan
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara yang pelaksanaannya
pada minggu kedua bulan Januari 2013

3. Pembentukan Satgas PRONA yakni petugas yang akan mengumpulkan
data yuridis di Desa yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Sukamara pelaksanaannya pada minggu ketiga bulan
Januari 2013

4. Pengadaan formulir PRONA oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Sukamara yang pelaksanaannya pada minggu keempat bulan Januari
2013

5. Penetapan-Lokasi Desa yang ikut serta dalam PRONA oleh Kanwil
berdasarkan usulan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara yang
pelaksanaannya pada minggu keempat bulan Januari 2013

6. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat di Desa peserta PRONA
dengan menjelaskan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh
masyarakat dan mendata sementara jumlah peserta PRONA.
Penyuluhan dilaksanakan dalam satu hari kerja pada setiap Desa.

Seluruh peserta penyuluhan dikumpulkan menjadi satu di balai Desa.
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Pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan pada minggu kedua dan ketiga
bulan Februari 2013

7. Pengumpulan data yuridis oleh Kepala Desa dan Satgas PRONA
dalam hal ini mengumpulkan persyaratan-persyaratan yang haru
dipenuhi oleh masyarakat yang ikut dalam program PRONA yang
pelaksanaan memakan waktu cukup lama mencapai 3 bulan.
Pengumpulan data yuridis membutuhkan waktu lama karena data-data
yang dikumpulkan banyak dan masyarakat - peserta PRONA
membutuhkan waktu untuk menyiapkan dan mengumpulkan semua
data persyaratan yang harus dipenuhi. Kegiatan ini dilakukan pada
minggu keempat bulan Februari sampai keempat bulan Mei 2013.

8. Pengukuran bidang tanah oleh Kasi survey, pengukuran dan pemetaan.
Pengukuran dilakukan apabila masyarakat telah memasang tanda batas
tanah dan tanda batas tanah tersebut telah mendapat persetujuan dari
tetangga. sebelah baik kanan, kiri, depan dan belakang. Tanda batas
tanah telah dipasang dan mendapat tanda tangan dari tetangga, barulah
pengukuran bidang tanah dapat dilaksanakan. Pelaksanaan pengukuran
juga memakan waktu yang cukup lama yaitu 3 bulan, dilaksanakan
pada minggu pertama bulan Maret samapi minggu keempat bulan Mei
2013

9. Pengelolahan data ukur oleh Kasi survey, pengukuran dan pemetaan.

Setelah didapatkan hasil dari pengukuran bidang tanah maka tahap
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selanjutnya adalah pengelolahan data . Kegiatan ini dilaksanakan pada
minggu pertama dan kedua bulan Mei 2013

10. Pembuatan Peta Bidang oleh Kasi survey, pengukuran dan pemetaan.
Setelah data ukur diolah maka tahap selanjutnya adalah membuat
gambar peta bidang tanah yang akan disertifikasikan. Pembuatan Peta
Bidang akan dilaksanakan pada minggu kedua dan ketiga bulan Mei
2013.

11. Pembuatan peta pendaftaran tanah (peta pendaftaran tanah secara
keseluruhan dari seluruh bidang tanah yangada di Desa tersebut yang
tanahnya ikut dalam sertifikat PRONA). Peta pendaftaran ini sudah
mempunyai persyaratan teknis dan yuridis dan sudah mendapatkan
tanda tangan dari Kantor Kepala Pertanahan Kabupaten Sukamara.
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat bulan
Mei 2013.

12. Pengesahan oleh Panitia A terdiri dari setiap unsur Kasi yang ada di
kantor pertanahan Kabupaten Sukamara (lintas Kasi) dan kepala Desa
sebagai salah satu anggota dari Panitia A. Panitia A terdiri dari 4 orang
pegawai kantor Pertanahan dan 1 kepala Desa. Pengesahan
dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juni 2013.

13. Pengesahan, pengumuman dimaksudkan untuk memberikan
kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk
mengajukan keberatan atau sanggahan terhadap data fisik dan data

yuridis dalam rangka penetapan hak atas nama pemohon/peserta
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PRONA. Pengumuman diletakkan di Desa peserta PRONA dan Kantor
BPN Kabupaten Sukamara. Pengumuman dilaksanan.a cukup lama
yakni selama 2 bulan. Apabila selama 2 bulan tersebut masyarakat
tidak mengajukan keberatan terhadap data fisik dan data yuridis maka
petugas BPN telah menganggap bahwa hasil data yuridis dan data fisik
dari bidang tanah tidak ada masalah dan akan dilanjutkan ke tahap
berikutnya. Pengumuman data fisik dan data yuridis akan dilaksanakan
pada Minggu kedua bulan Juni sampai minggu keempat bulan Agustus
2013,

14. Pengesahan DI 202 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sukamara.
Setelah tidak adanya keberatan oleh masyarakat terhadap hasil data
yuridis dan data fisik. maka Kepala Kantor Pertanahan BPN
mengesahkan DI 202 sertifikat. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada
minggu pertama dan kedua bulan Agustus 2013,

15. Penetapan. SK tentang nama-nama peserta PRONA dalam Surat
Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten
Sukamara. Penetapan surat keputusan akan dilaksanakan pada minggu
ketiga bulan Agustus 2013.

16. Pembuatan surat ukur oleh Kasi survey, pengukuran dan pemetaan
yang dilaksanakan pada minggu pertama bulan September 2013.

17. Pembuatan buku tanah oleh Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan September

2013.
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18. Sertifikat selesai (DI 208) dan siap dibagikan kepada masyarakat
peserta PRONA. Pembagian sertifikat PRONA disaksikan oleh . pala
Desa dan dituangkan dalam berita acara. Penyerahan sertifikat tanah

akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan September 2013.

Tabel 5

Daftar Desa Yang Mengikuti PRONA Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2013

No |[Tahun |Desa Kecamatan Jumlah Bidang
Tanah
1 |2012 |Pangkalan Muntai Sukamara 100
Sungai Pasir Pantai Lunci 100
Sungai Cabang Barat (Pantai Lunci 100
300
2 {2013  [Sekuningan Baru Balai Riam 73
Bukit Sungkai Balat Riam 37
Lupu Peruca Balai Riam 73
Kuala Jelai Jelai 103
Ajang Permata Kecubung 114
400
JUMLAH TOTAL 700

Sumber: Arsip Kantor Pertanahan  Kabupate Sukamara

2.

Kualitas Pelayanan Sertifikat Tanah Melalui PRONA

Kualitas Pelayanan Sertifikat tanah melalui PRONA di Kantor Pertanahan

Kabupaten Sukamara dapat dikatakan berkualitas apabila setiap unsur-unsur

pelayanan yang berkualitas dapat ditpenuhi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Sukamara dalam pelaksanaan sertifikat tanah melalui PRONA. Hal ini dapat
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dilihat dari data observasi dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti
dengan 8 orang nara sumber, adapun data tentang kualitas pelayanan sertifikat
tanah melalui PRONA sebagai berikut:
a. Kesederhanaan
Dalam pelayanan sertifikat tanah melalui PRONA proses
pelayanannya telah disederhanakan oleh BPN sesuai dengan yang tercantum
dalam petunjuk teknis pelaksanaan PRONA. Selurus proses-pelayanan yang
ada pada petunjuk teknis pelaksanaan PRONA terdiri “dari 10 tahapan
pelaksanaan yang terdiri dari Penyerahan DIPA, Penetapan Lokasi,
Penyuluhan oleh Petugas, Pengumpulan -Data (alat bukti/atas hak),
Pengukuran Bidang Tanah, Pemeriksaan Tanah, Pengumuman, Penerbitan SK
Hak/Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis, Penerbitan Sertifikat dan
Supervisi serta Pelaporan/Penyerahan Sertifikat. Untuk pelaksanaan PRONA
di Kabupaten Sukamara dari 10 tahapan tersebut terbagi menjadi 3tahap
pelaksanaan di lapangan. Tahapan ini telah disederhanakan dibandingkan
dengan tahapan pelaksanaan PRONA tahun-tahun sebelumnya.
Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terlihat bahwa
pelaksanaannya cukup mudah, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Parmin
salah satu peserta PRONA hasil wawancara pada tanggal 2 Mei 2014, yang

mengatakan sebagai berikut:

"Kalau dari tahapan pelaksanaan PRONA saya rasa cukup mudah ya.
Kita hanya mengumpulkan data persyaratan dan memasang tanda batas.
Tapi persyaratannya itu banyak dan memang ruwet, karena tanah yang
akan diukur harus jelas semua surat-suratnya seperti akta jual dan akta
waris, itu yang membuat agak lama."
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Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Joko Suseno,SST,
SH. selaku Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan
Kabupaten Sukamara, dari hasil wawancara pada tanggal 21 Januari 2014
yang mengungkapkan sebagai berikut:

"Memang tahapanan dalam pelaksanaan PRONA itu banyak sekali mas.
Semua tahapan itu disesuaikan sama buku petunjuk teknis kegiatan
PRONA tahun 2013 itu mas. Dari banyaknya tahapan kegiatan PRONA
mulai dari tahap pendaftaran, tahap pelaksanaan dan tahap
penyelesaian, kita dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara sudah
membuat 3jadwal pelaksanaan PRONA itu, Dengan tujuan untuk
mempermudah pelaksanaan kegiatan PRONA, Tapi dari 3tahapan itu
masyarakat hanya diminta untuk mengumpulkan persyaratan-
persyaratannya saja mas sama pasang patok tanda batas bidang
tanahnya. Biasanya saat pengumpulan data yuridis masyarakat akan
dibantu oleh kantor Desa atau kelurahan mas."

Dari hasil wawancara diatas masyarakat hanya diminta untuk
mengumpulkan data persyaratan vang diminta oleh Kantor Pertanahan kepada
perangkat Desa. Setelah seluruh data dikumpulkan dan diserahkan pada
petugas, selanjutnya masyarakat harus memasang tanda batas tanah sebelum
dilakukan pengukuran tanah. Namun dalam hal persyaratan pengumpulan data
masih banyak masyarakat Desa yang kurang memahami dan terlalu banyak
jumlah berkas yang harus mereka kumpulkan sehingga banyak berkas yang
tidak terkumpul tepat pada waktunya.

b. Kejelasan dan Kepastian

Dalam hal kejelasan dan kepastian pelayanan sertifikat tanah melalui

PRONA di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara terdapat kejelasan dan

kepastian rincian biaya maupun kepastian waktu penyelesain. Masyarakat

peserta PRONA tidak dikenakan biaya pembuatan sertifikat oleh Kantor
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Pertanahan Kabupaten Sukamara, karena PRONA telah ditanggung oleh
APBN. Namun, untuk pembelian materai dan fotocopy berkas-berkas
persyaratan warga harus mengeluarkan biaya pribadi. Sedangkan kepastian
waktu penyelesaian dan penyerahan sudah jelas serta sertifikat akan diberikan
pada waktunya nanti, karena PRONA harus selesai dalam satu tahun anggaran.
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Joko Suseno,SST, SH. selaku Kasi
Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara,
dart hasil wawancara pada tanggal 21 Januari 2014 yang- mengungkapkan
sebagai berikut:

"Penyelesaian sertifikat PRONA itu waktunya ya satu tahun anggaran
itu. Batas akhir penyerahan itu bulan Desember, biasanya penyerahan
awal itu dibarengi dengan hari agrarian nasional tanggal 24 September
itu penyerahan simbolis dan yang lainnya menunggu penyerahan
simbolis itu. Jadi setelah penyerah simbolis baru kita membagi untuk
yang lainnya."

Selain kejelasan. | dan. kepastian biaya serta waktu penyelesaian,
sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi dan dikumpulkan oleh masyarakat
telah disampaikan dan dijelaskan kepada seluruh masyarakat peserta PRONA
pada tahap penyuluhan yang dilakukan oleh petugas Kantor Pertanahan
Kabupaten Sukamara. Hal ini dipertegas oleh Bapak Abdul Hadi, warga Desa
Ajang, kecamatan Sukamara dari hasil wawancara pada tanggal 2 Mei 2014
yang mengungkapkan sebagai berikut:

"Pelaksanaan teknis PRONA sudah di sosialisikan petugas Kantor

Pertanahan Kabupaten Sukamara saat penyuluhan kepada seluruh

peserta PRONA, mulai dari persyaratan pemberkasan sampai dengan

waktu penyelesaian dan penyerahan sertifikat. Pelayanan petugas

Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara sudah cukup baik dalam
penyampaian penjelasan kepada warga disini. Penyerahan sertifikat di
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Ajang juga tepat waktunya tidak sampai molor, tapi jangka waktu

penyerahan sertifikat lumayan lama."

Dari unsur kejelasan dan kepastian dalam pelayanan sertifikat tanah
melalui PRONA dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan sudah
ada kejelasan mengenai persyaratan pemberkasan yang sudah dijelaskan pada
saat penyuluhan dan biaya penyelesaian sertifikat di Kantor Pertanahan gratis
karena ditanggung oleh APBN. Selain itu masyarakat diberi kepastian
penyerahan sertifikat karena sertifikat akan diberikan pada.tahun anggaran
pelaksanaan PRONA tersebut.

¢. Keamanan

Pelayanan sertifikat tanah massal melalui PRONA bertujuan untuk
memberikan kepastian hukum bagi masyarakat kurang mampu yang belum
mensertifikatkan tanahnya.- Dengan mensertifikatkan tanahnya maka
masyarakat memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah dan diakui secara
hukum. Dengan adanya pelayanan sertifikat tanah massal melalui PRONA ini
memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selain itu pelayanan sertifikat
tanah massal secara PRONA ini juga memiliki dasar hukum, yaitu:

a. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar-Dasar Pokok Agraria

(UUPA)

b. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah.

¢. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan

Nasional
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d. Peraturan Menter1 Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
e. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Hak Atas Tanah Negara
Dengan adanya dasar hukum yang pasti dalam pelayanan PRONA,
maka keamanan pelayanan PRONA ini dijamin oleh hukum yang sah. Selain
itu produk hasil dari pelayanan PRONA yang berupa sertifikat tanah ini
memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. dari peserta PRONA di
Kabupaten Sukamara. Mengingat sasaran dari PRONA ini adalah Desa-Desa
yang masyarakatnya masih banyak yang belum mensertifikatkan tanahnya.
Jelas pelayanan sertifikat PRONA ini bermanfaat bagi masyarakat yang kurang
mampu untuk mensertifikatkan” tanahnya dengan biaya yang murah jika
dibanding dengan mensertifikatkan tanahnya secara mandiri. Seperti yang
diungkapakan oleh Bapak Hadi, warga Desa Ajang Kec. Permata Kecubung
dan hasil wawancara pada tanggal 2 Mei 2014 yang mengungkapkan sebagai
berikut:
"Sertifikat PRONA ini sangat membantu saya, karena saya bisa
mensertifikatkan tanah saya. Saya tidak punya uang untuk

mensertifikatkan tanah saya sendiri kan kalau mensertifikatkan sendiri
itu biayanya mahal banget. Dengan PRONA saya bisa mensertifikatkan

tanah saya dengan biaya yang murah."

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sertifikat
PRONA ini sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya yang kurang

mampu untuk mensertifikatkan tanahnya.
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d. Keterbukaan

Sebelum diadakan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data yuridis dan
data fisik, diadakan penyuluhan oleh petugas kantor pertanahan untuk
memberikan penjelasan mengenai PRONA, tujuan PRONA, biaya,
persyaratan permohonan yang harus dilengkapi, subyek kegiatan PRONA dan
hak serta kewajiban peserta kegiatan PRONA. Peserta penyuluhan adalah
masyarakat khususnya para pemilik tanah di Desa lokasi diadakannya kegiatan
PRONA. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan
pengetahuan kepada warga Desa mengenai kegiatan PRONA dan manfaatnya.

Dalam kegiatan penyuluhan ini juga dibuka sesi diskusi/tanya jawab
mengenai kegiatan PRONA dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi
untuk dapat mengikuti kegiatan PRONA ini. Masyarakat diberi kebebasan
untuk bertanya apabila ada yang kurang jelas pada saat penyuluhan yang
menyangkut mengenai pelaksanaan kegiatan PRONA yang akan dilaksanakan
di Desanya. Dengan demikian masyarakat akan benar-benar memahami
mengenai materi yang disampaikan pada saat penyuluhan. Hal ini seperti yang
diungkapkan oleh Bapak Suroto, warga Desa Ajang, Kec. Permata Kecubung
dari hasil wawancara tanggal 2 Mei 2014 yang mengungkapkan sebagai

berikut:

"Pada saat penyuluhan kemarin itu petugas BPN sudah menjelaskan
semua persyaratan-persyaratan PRONA, ya tapi ada warga yang belum
paham, mas. Jadi warga yang merasa belum paham itu boleh bertanya
lagi ke petugas BPN waktu penyuluhan itu."

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keterbukaan

pelayanan kegiatan PRONA telah dijelaskan oleh petugas kantor pertanahan
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pada saat penyuluhan. Semua hal yang berkaitan dengan biaya, waktu
penyelesaian, hak & kewajiban peserta PRONA, manfaat PRONA dan
persyaratan yang harus dipenuhi telah diinformasikan pada saat
penyuluhan. Adapun peserta yang diberikan penyuluhan ini meliputi
kelompok masyarakat pemilik tanah, lurah/kepala Desa beserta aparatnya,
kepala dusun, ketua RT dan ketua RW. Dengan demikian kegiatan penyuluhan
ini diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat Desa tempat diadakannya
kegiatan PRONA. Hal ini diungkapkan oleh Darwanto selaku Kepala Desa
Ajang, dari hasil wawancara tanggal 21 Februari 2014 yang mengungkapkan
sebagai berikut:

"Jadi gini ya, awalnya kami mengumpulkan seluruh warga Desa beserta

seluruh perangkat Desa untuk mendengarkan sosialisasi mengenai

PRONA yang diberikan oleh petugas BPN. Tujuannya itu agar seluruh

lapisan masyarakat di Ajang ini mengetahui dan paham mengenai

kegiatan PRONA ini."

Selain keterbukaan pada saat penyuluhan, dalam Kegiatan PRONA juga
terdapat tahap Pengumuman. Pengumuman ini meliputi peta bidang tanah
dengan_daftar luas masing-masing bidang dan data kepemilikan tanah. Pada
tahap pengumuman ini, masyarakat diberi kesempatan untuk
mengajukan complain/keberatan terhadap hasil pengumpulan data yundis dan
data fisik tanah apabila terjadi kesalahan di dalamnya kepada petugas
kantor pertanahan. Hal ini deipertegas oleh Bapak Hendri, salah satu
warga Desa Ajang yang mengajukan keberatan, dari hasil wawancara tanggal
2 Mei 2014 yang mengungkapkan sebagai berikut:

"Pada saat pengunman kemarin itu penulisan nama saya salah mas.
Harusnya kan pakai ejakan lama Hendri tapi ditulisan pakek ejakan
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baru Pummomo. Itu kan tidak sesuai dengan KTP saya. Ya saya

mengajukan keberatan pada petugas karena penulisan nama saya salah.

Lalu petugas segera memperbaiki penulisan nama saya yang salah."

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa pelayanan PRONA dapat
dikatakan ada keterbukaan, hal ini terlihat dari pelaksanaan tahap penyuluhan
dan pengumuman. Masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap
mengenai prosedur/tata cara dan waktu penyelesaian langsung dari petugas
kantor pertanahan pada saat penyuluhan. Selain itu pada tahap pengumuman
masyarakat juga dapat mengajukan keberatan apabila terjadi kesalahan
penulisan nama dan luas bidang tanah.
e. Efisiensi

Dalam kegiatan sertifikat tanah PRONA keseluruhan persyaratan yang
harus dikumpulkan oleh- masyarakat berkaitan dengan sertifikat tanah.
Masyarakat peserta PRONA harus memenuhi seluruh berkas-berkas yang
semuanya berkaitan dengan sertifikat tanah massal melalui PRONA
Persyaratan. itu. harus dikumpulkan tepat waktu dan lengkap sesuai dengan
yang ditentukan. Adapun persyaratan untuk mengikuti sertifikat tanah melalui
PRONA adalah sebagai berikut:

e. Formulir permohonan yang di isi dan ditandatangani pemohon atau

kuasanya di atas materai cukup. -
f.  Surat Kuasa apabila di kuasakan
g. Foto copy identitas (KTP,KK) yang telah dicocokan dengan aslinya
oleh petugas loket.

h. Bukti pemilihan tanab/ atas hak milik adat/ bekas milik adat.
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1. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah di cocokan dengan

aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB)

j. Melampirkan Bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

k. Stop map 3 Lembar.

Bukti-bukti kepemilikan tanah tersebut menjadi acuan dalam pengisian
data yuridis dan data fisik tanah yang akan dicantumkan dalam sertifikat
tanah. Persyaratan yang telah dikumpulkan kemudian dikelola dan diteliti
oleh kepala Desa dan perangkatnya. Jika ada kekurangan-berkas dari berkas-
berkas yang telah dikumpulkan tersebut ‘maka perangkat Desa akan
membantu masyarakat untuk membuatkan surat-surat pernyataan yang kurang
tersebut. Apabila sudah lengkap baru kemudian diserahkan kepada petugas
BPN. Hal ini dipertegas dari hasil wawancara dengan Darwanto selaku
Kepala Desa Ajang pada tanggal 5 Mei 2014 sebagai berikut:

"Semua persyaratan yang kurang itu nantinya perangkat Desa yang

melengkapinya, pihak BPN itu menerima berkas-berkas yang sudah

lengkap < sajaJstilahnya BPN itu tinggal terima beres mengenai
kelengkapan berkas-berkas peserta PRONA itu.Kemudian baru BPN
melakukan survey dicocokkan dengan berkas-berkas yang sudah
terkumpul tadi.Ya kebanyakan kerjanya itu dari Desa nya mas.Kalau

Desa tidak bisa mengurus seluruh surat-surat persyaratan warga yang

kurang, ya tidak bisa jadi nantinya."

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa surat-surat yang belum
lengkap tersebut akan dilengkapi oleh perangkat Desa. Hal ini selaras
dengan yang diungkapkan oleh Tbu Wati, dari hasil wawancara tanggal 2 Mei
2014 yang mengungkapkan sebagai berikut:

"Saya itu cuma punya KTP sama akta tanah saja mas. Surat-surat

pernyataan yang lainnya itu saya tidak punya dan saya juga kurang
faham sama persyaratan yang lainnya mas. Untungnya dari kantor Desa
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itu membantu ngelengkapi surat-surat pernyataan yang belum saya
punya itu mas."

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa kurang lengkapnya berkas-
berkas persyaratan tersebut disebabkan beberapa warga yang belum memiliki
beberapa surat pernyataan dan ttdak memahami beberapa persyaratan yang
harus dilengkapi tersebut.

f. Ekonomis

Biaya pembuatan sertifikat PRONA ditanggung oleh APBN sehingga
tidak akan membebani masyarakat. Dengan adanya pelayanan sertifikat
PRONA ini sangat membantu bagi masyarakat yang kurang mampu untuk
bisa mensertifikatkan tanahnya, mengingat biaya pensertifikatan tanah
mandiri yang sangat mahal. Seluruh biaya PRONA gratis dari BPN mulai dari
tahap pendaftaran sampai tahap akhir penyerahan sertifikat karena mendapat
anggaran dana dari pemerintah di tiap tahunnya melalui APBN. Dengan
demikian BPN tidak akan memungut biaya dari masyarakat pada pelaksanaan
kegiatan sertifikat PRONA. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Joko
Suseno,SST, SH. Selaku Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan, dari hasil
wawancara pada tanggal 21 Januari 2014 yang mengungkapkan sebagai

berikut:

"Memang biaya PRONA itu gratis karena ditanggung oleh APBN.
Namum yang di tanggung oleh APBN adalah proses di pertanahan
meliputi Penyuluhan, Pengumpulan data, Pengukuran Bidang Tanah,
Pemeriksaan Tanah, Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan
Data Yuridis, Penerbitan Sertifikat dan Supervisi & Pelaporan. Berkas
dari masyarakat yang sudah lengkap baru tanpa biaya. Tapi yang
semula hanya memiliki KTP dan SPPT harus mengeluarkan biaya
pribadi untuk melengkapi berkas seperti materai, akta, pajak dan
masing-masing warga."
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Selaras dengan yang diungkapkan oleh Darwanto selaku Kepala Desa
Ajang, dari hasil wawancara pada tanggal 5 Mei 2014 yang mengungkapkan

sebagai berikut:

"Dalam pelayanan sertifikat PRONA ini memang BPN tidak meminta
dana dari masyarakat sedikit pun. Namun, untuk melengkapi berkas-
berkas seperti materai, foto copy dan pemasangan patok tanda batas
dibebankan kepada masyarakat peserta PRONA sendiri. Biaya yang
dikeluarkan oleh warga disini sesuai dengan kesepakatan masing-
masing kelompok peserta.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa biaya
PRONA memang gratis tapi untuk proses yang di pertanahan saja karena
mendapat subsidi dari APBN. Sedangkan untuk melengkapi berkas-berkas
dan pemasangan patok ditanggung oleh masing-masing peserta. Hal inilah
yang sering menimbulkan kesalahpahaman pada masyarakat mengenai arti
kata gratis dari BPN. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa

+
PRONA ini benar-benar bebas dari biaya apapun dan mereka beranggapan
bahwa mereka tidak akan mengeluarkan uang sama sekali. Padahal yang
dimaksut dengan kata gratis disini adalah pelaksanaan pelayanan sertifikat
dari BPN semuanya gratis mulai dari tahap penyuluhan sampai dengan
penyerahan seniiikat, tetapi untuk biay pembelian materai, fotocopy dan
pemasangan patok tanda batas masyarakat harus mengeluarkan biaya sendiri.
Hal ini diungkapkan oleh Ibu Wati, warga Desa Ajang Kec. Permata

Kecubung, dalam wawancara tanggal 2 Mei 2014 yang mengungkapkan

sebagai berikut:
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"Saya kira biaya PRONA ini gratis semuanya, ternyata saya harus
mengeluarkan uang untuk belt materai, fotocopy dan pemasangan
patok. Padahal saya pikir PRO. A itu bebas biaya."

Dengan demikian dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan
bahwa dilihat dari segi ekonomis pelayanan sertifikat PRONA ini tidak
membebani masyarakat. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya PRONA
karena biaya sertifikat tanah dengan PRONA ini telah mendapatkan subsidi
dari APBN.

g. Keadilan

Sasaran dari pelayanan kegiatan PRONA ini adalah masyarakat yang
tidak mampu/miskin yang bertujuan urtuk membantu masyrakat yang tidak
mampu agar bisa mensertifikatkan tanahnya karena pelayanan sertifikat
dengan PRONA tidak dipungut biaya sedikitpun dari BPN. Dalam hai ini
yang lebih diutamakan_ untuk mengikuti kegiatan pelayanan sertifikat tanah
PRONA ini adalah masyarakat tidak mampu/masyarakat miskin. Dengan
demikian Kepaia Desa dan petugas Kantor Pertanahan lebih mengutamakan
masyarakat miskin terlebih dahulu baru kemudian masyarakat ekonomi
menengah. Hal ini dipertegas oleh Bapak H. Sumardi selaku Kepala Desa
Ajang, dari hasil wawancara pada tanggal 5 Mei 2014 yang menyatakan

sebagai berikut:

"Masyarakat yang mengikuti PRONA memang kami pilih yang benar-
benar kurang beruntung. Tapi memang kadang ada masyarakat ekonomi
menengah yang mau tidak mau harus diikutkan juga. Memang yang
diutamakan dalam PRONA ini masyarakat menengah kebawah. Tapi
dalam pelaksanaannya kan harus dipetakan dan harus berurutan. Jadi
kalau petanya misalnya dalam satu deret ada 6 rumah dan ditengah-
tengah ada satu rumah yang tergolong masyarakat ekonomi menengah
ya otomatis harus diikutkan Tapi ya tidak banyak yang kasusnya
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seperti itu. Tetap kita mengutamakan masyarakat yang kurang
beruntung."

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa peserta PRONA lebih
diutamakan kepada masyarakat yang tidak mampu/miskin dan masyarakat
ekonomi menengah. Tetapi lebih diutamakan kepada masyarakat yang tidak
mampu karena sesuai dengan tujuan dari PRONA itu untuk membantu
masyarakat yang kurang mampu untuk mensertifikatkan tanahnya.

h. Bermutu

Dalam pelaksanaan kegiatan PRONA di Kantor Pertanahan Kabupaten
Sukamara telah dijadwalkan agar sesuai dengan target penyelesaian.
Pelayanan sertifikat tanah melali PRONA di Kabupaten Sukamara
khususnya dapat dikatakan mendekati kata bermutu. Mengapa dikatakan
mendekati kata bermutu, karena'dalam waktu penyelesaiannya terkadang
tidak tepat pada wakturiya namun sertifikat tetap dibagikan pada tahun
anggaran pelaksanaan PRONA tersebut. Hasil dari pelayanan PRONA ini
adalah berupa sertifikat tanah yang sudah sesuai dan tanpa ada cacat
ataupun kesalahan penulisan nama maupun luas bidang tanah. Karena pada
sebelumnya telah dilakukan perbaikan apabila terjadi kesalahan penulisan
nama dan luas tanah. Dengan hasil sertifikat tanah yang tanpa cacat maka
dapat memberikan rasa puas kepada masyarakat atas hasil pelayanan sertifikat
PRONA yang didapatnya. Hal ini dipertegas oleh Darwanto selaku Kepala
Desa Ajang, dari hasil wawancara pada tanggal 5 Mei 2014 yang mengatakan

sebagai berikut:
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"Saya rasa masyarakat peserta PRONA ini merasa puas dengan
sertifikat tanah yang didapatnya. Selain itu hasil sertifikat tanah kan
juga dibagikan dalam satu tahun anggaran in.. Adanya sertifikat
PRONA ini saya rasa sangat menguntungkan masyrakat. Kenapa
demikian karena kalau ada sertifikat kan orang jadi maju otomatis kalau
usahapun ya bisa maju, kalau sertifikat digunakan sebagai jaminan
untuk meminjam uang di bank. Otomatis sertifikat ini juga berdampak
bagi perekonomian masyarakat peserta PRONA."
Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Hendri, salah satu
warga Desa Ajang yang mengajukan PRONA, dari hasil wawancara tanggal 2
Mei 2014 yang mengungkapkan sebaga: berikut:

"Iya saya merasa puas mas sama hasil PRONA ini. Saya tidak perlu
mengeluarkan banyak uang untuk menyertifikatkan tanah saya mas.
Hasilnya juga sesuai mas, nama saya yang ada disertifikat juga sudah
dibenarkan mas sesuai sama nama di KTP saya. Ya rencananya
sertifikatnya mau saya pakai buat pinjem modal di bank mas mau saya
buat usaha."

Berdasarkan hasil wawancara-diatas terlihat bahwa sertifikat PRONA
ini sangat bermanfaat bagi-masyarakat. Sertifikat PRONA ini juga berdampak
pada peningkatan -perekonomian masyarakat. Masyarakat menggunakan
sertifikat sebagai jaminan pinjaman di bank untuk mengembangkan usahanya.
Selain itu masyarakat juga merasa puas dengan hasil sertifikat yang tanpa
cacat dan sesuai dengan berkas-berkas yang mereka kumpulkan. Seiain itu

waktu penyerahan sertifikat pun juga diserahkan pada masa satu tahun

anggaran.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/4209

N
N
[\ N

3.Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan Sertifikat Tanah
Melalui PRONA
a. Faktor Pendukung
Untuk menciptakan pelayanan yang baik dan berkualitas didukung
oleh adanya faktor yang mendukung pelayanan tersebut. Dalam pelayanan
sertifikat tanah melalui PRONA terdapat beberapa faktor yang mendukung
pelaksanaan pelayanan sertifikat tanah melalui PRONA sehingga dapat
berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang mendukung pelayanan sertifikat
tanah secara PRONA, yaitu:
1). Faktor Internal
a) Kemampuan Pegawai
Kemampuan pegawai merupakan salah satu faktor
yang menentukan-keberhasilan dalam proses pelayanan PRONA
di Kabupaten  Sukamara. Pegawai yang dimiliki oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Sukamara rata-rata adalah orang yang sudah
lama . bekerja di bidang pertanahan dan tentunya ahli
dalam bidang pertanahan sehingga mempunyai banyak pengalaman
dalam bidang pertanahan. Selain mempunyai pengalaman dibidang
pertanahan yang cukup banyak, pegawai Kantor Pertanahan
Kabupaten Sukamara juga mempunyai pegawai dengan tingkat
pendidikan yang tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh Joko

Suseno,SST, SH Kepala Bagian Pengendalian dan Pemberdayaan
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Masyarakat, dari hasil wawancara tanggal 22 Januari 2014, yang
mengungkapkan sebagai berikut:

"semua pegawai yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten

Sukamara ini banyak yang lulusan dari STPN dan banyak yang

sudah lama bekerja dipertanahan jadi sudah lumayan menguasai

bidang pertanahan."

Dari banyaknya pengalaman bekerja dibidang pertanahan dan
mempunyai pegawai dengan tingkat pendidikan yang tinggi,
menjadikan kemampuan petugas Kantor Pertanahan dalam
memberikan pelayanan sertifikat PRONA menjadi lebih baik karena
kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai.

b. Sarana dan Prasarana

Selain  kemampuan . yang dimiliki oleh  pegawai
Kantor Pertanahan ~Kabupaten Sukamara dalam memberikan
pelayanan sertifikatt PRONA, sarana dan prasarana juga
ikut mendukung bagi keberhasilan pelaksanaan pelayanan
tersebut.. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Kantor
Pertanahan  Kabupaten Sukamara sudah cukup memadai
untuk melaksanakan pelayanan sertifikat tanah melalui PRONA.
Seperti yang diungkapkan oleh Joko Suseno,SST, SH Kepala Bagian
Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat, dari hasil wawancara
tanggal 22 Januari 2014, yang mengungkapkan sebagai berikut:

"kalau sarana elektronik yang dimiliki disini ya bisa dibilang

cukup menunjang ya mas. seperti kita punya komputer, laptop,

tv, kamera digital, Geodetik, GPS receiver, telephone,

Intermediate Telephone/Key Telephone, Handy Talky (HT),
Distance Meter Electronic, Line Printer, Vertikal Blind,
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Gordyin/Kray, GPS Receiver, Overhead Projector, Mesin
Barcode, Facsimile, Generator Set (Lab Scale), Uninteruped
Power Supply (UPS), alat ukur Total Slalions/alal ukur sudut
dan jarak serta Digital Navigasi GPT. Semua teknologi itu kita

gunakan untuk mendukung pelaksanaan PRONA 2014

Tujuannya agar PRONA int dapat selesai tepat waktu."

Dari hasil wawancara terlihat bahwa peralatan elektronik yang
dimiliki oleh kantor pertanahan Kabupaten Sukamara cukup
menunjang dalam proses kegiatan pertanahan di lapangan.
¢. Waktu Penyelesaian Sertifikat dalam Satu Tahun -Anggaran

PRONA merupakan proyek tahunan pemerintah yang dilakukan
dalam satu tahun anggaran. Sehingga waktu penyelesaian sertifikat
harus diselesaikan dalam masa satu-tahun anggaran. Penyelesaian
sertifikat dalam satu tahun anggaran menjadi pedoman bagi waktu
pelaksanaan sertifikat ' tanah melalui PRONA. Seperti yang
diungkapkan oleh Joko Suseno,SST, SH Kepala Bagian Pengendalian
dan Pemberdayaan Masyarakat, dari hasil wawancara tanggal 21
Januari 2014, mengungkapkan sebagai berikut:

"PRONA itu kan satu tahun anggaran. Jadi ya mau tidak mau

kita harus bekerja keras agar selesai dalam jangka waktu satu

tahun anggaran. Waktu penyelesaian PRONA itu sudah
ditetapkan dalam buku pedoman pelaksanaan teknis PRONA

tahun 2014."

Hal ini dipertegas oleh Darwanto selaku Kepala Desa Ajang,
dari hasil wawancara tanggal 5 Mei 2014 yang mengungkapkan
sebagai berikut:

"Waktu penyelesaian sertifikat yang harus selesai dalam satu

tahun anggaran ini jelas memotivasi petugas untuk lebih bekerja
keras dalam menyelesaikan sertifikat dalam satu tahun anggaran
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sesuai dengan ketetapan yang ditentukan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Sukamara."

Dengan demikian pelaksanaan kegiatan PRONA ini tentu akan
selesai dalam satu tahun anggaran sesuai dengan ketetapan yang
berlaku. Sehingga seluruh petugas Kantor Pertanahan harus bekerja
keras untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pelayanan PRONA agar
dapat selesai dalam satu tahun anggaran tersebut.

a. Faktor Ekternal
1. Dukungan Masyarakat

Terkait dengan pelayanan PRONA ini masyarakat dapat
bekerjasama dengan pamtia. PRONA, baik itu panitia A
ataupun panitia dari Desa. Dukungan dan masyarakat sangat
baik memberikan © kemudahan dalam proses administrasi/
pengumpulan berkas-berkas data yuridis karena dari kerjasama
tersebut < panitia  dapat  menyelesaikan  deadline  yang
telah . diberikan kepada Desa untuk perlengkapan  berkas-
berkas. Keterangan ini peneliti dapat dari Kepala Desa Ajang
Darwanto, dari hasil wawancara pada tanggal 5 Mei 2014 yang
mengatakan sebagai berikut:

"masyarakat Desa sini sangat senang dan antusias dengan

adanya PRONA ini. Tapi ya tidak semua masyarakat dapat

mengikuti PRONA, kita mengutamakan masyarakat yang
kurang mampu saja mas. Antusias warga Desa yang cukup
tinggi ini mempercepat proses pendaftaran untuk diajukan ke

Kantor Pertanahan. karena dalam pendaftaran kita diberi batasan
waktu, ya jadi panitia dari Desa harus kerja cepat mas."
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Hal ini diperkuat oleh Bapak Hadi, warga Desa Ajang Kec.
Permata Kecubung dari hasil wawancara tanggal 2 Mei 2014 yang
mengungkapkan sebagai berikut:

"Pertamanya saya tidak tau apa itu PRONA. Waktu penyuluhan

baru saya tau apa itu PRONA. Saya senang ada PRONA disini

kan dapat membantu warga disini yang belum punya sertifikat
tanah kayak saya ini mas. Sertifikat PRONA ini sangat
membantu saya, karena saya bisa mensertifikatkan tanah saya,

Saya tidak punya uang untuk mensertifikatkan tanah saya sendiri

kan kalau mensertifikatkan sendiri itu biayanya sangat mahal.

Dengan PRONA saya bisa mensertifikatkan tanab saya dengan

biaya yang murah.”

Dari hasil wawancara diatas terlihat-bahwa antusiasme warga
untuk mendaftarkan tanahnya melalui sertifikat PRONA cukup tinggi.
Selain itu masyarakat peserta PRONA juga bersedia untuk memasang
patok tanda batas bidang tanahnya sebelum dilakukan tahap
berikutnya yaitu pengukuran yang akan dilakukan oleh petugas
pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara.
b.Faktor Penghambat

1). Faktor Internal
a) Keterbatasan Jumlah SDM Khususnya Bidang
Pengukuran
Pengukuran bidang tanah merupakan salah satu dan
tahap pelayanan PRONA. Jumlah bidang tanah yang harus
diukur setiap tahunnya mencapai ribuan bidang tanah. Untuk

tahun 2013 saja ada 5 Desa peserta PRONA dan jumlah bidang

yang harus diukur adalah sejumlah 400 bidang tanah. Hal ini
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tidak seimbang bila dibandingkan dengan jumlah SDM di
bidang pengukuran yang hanya berjumlah 3orang saja.
Sedangkan petugas ukur disini tidak hanya mengukur bidang
tanah dalam program PRONA saja namun juga harus
melakukan pengukuran dalam program sertifikat tanah yang
lainnya. Perbandingan antara jumlah petugas ukur yang
dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara dengan
jumlah bidang tanah yang harus diukur itu-tentu menjadi
kendala yang menyebabkan lamanya. penyelesaian proses
pengukuran pengukuran. Dan secara otomatis berdampak pula
pada lamanya penyelesaian sertifikat tanah. Hat ini seperti yang
diungkapkan oleh Joko Suseno,SST dari wawancara tanggal
22 Januari 2014 yang menyatakan sebagai berikut:
"Hambatannya salah satunya itu ya kekurangan tenaga
pengukuran. Jadi ya antara tenaga pengukuran sama
jumiah bidang yang mau diukur itu tidak seimbang.
Sedangkan dalam proses pengukuran hanya bisa
dilakukan oleh petugas pengukuran saja tidak boleh
dilakukan oleh sembarang orang. Jumlah petugas yang
kurang ini ya membuat lama proses pengukuran. Yang
jelas petugas pengukuran diberikan waktu 10 hari untuk
menyelesaikan pengukuran.”
Pada pelayanan PRONA hampir sering bidang tanah
yang disertifikatkan adalah rumah dan kebanyakan lokasi
bidang tanah yang disertifikatkan itu mengelompok. Seperti di

Desa Ajang, dimana kebanyakan dari bidang tanah yang akan

disertifikatkan posisinya mengelompok. Dengan demikian
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dapat mengurangi beban tugas dari petugas pengukuran. Selain
itu sebelum dilakukan pengukuran masyarakat sudah diminta
untuk memasang tanda batas terlebth dahulu sebelum
dilakukan pengukuran dengan mendapat persetujuan dari
tetangga samping kanan, kiri, depan dan belakang.
Pemasangan tanda batas ini diawasi langsung oleh kepala Desa
dan petugas pertanahan. Setiap petugas pengukuran disini
diberi waktu maksimal 10 hart  untuk menyelesaikan
pengukuran bidang tanah yang ada di Desa tersebut.

b. Terbatasnya Fasilitas Akomodasi yang Tersedia

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan
pelayanan PRONA secara pasti akan memberikan dampak
positif untuk kegiatan ini. Namun sarana dan prasarana yang
tersedia ‘belum cukup memadai, untuk kegiatan PRONA di
Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara mobil kantor yang
dapat digunakan hanya satu.

Hai ini mempengaruhi efektifitas pelayanan kegiatan
PRONA. Untuk mensiasati hal ini terkadang petugas PRONA
menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju Desa-Desa
peserta PRONA. Mengingat wilayah kabupaten Sukamara
yang luas dan medan yang ditempuh cukup jauh maka
hendaknya penambahan sarana transportasi dapat ditambahkan

untuk mempermudah jangkauan bagi panitia PRONA. Hal ini
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selaras dengan yang diungkapkan oleh Joko Suseno,SST.
selaku Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan dari hasil
wawancara tanggal 21 Januari 2014 yang mengungkapkan
sebagat berikut:

"Wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara
ini bisa dibilang luas. Ya kalau cuma ada 1 mobil kantor
itu ya memang kurang. Karena jangkauan kerjanya kan
luas mas. Akhirnya mau tidak mau kita mensiasati
menggunakan kendaraan pribadi buat keDesa-Desa nya
itu mas. Kalau nunggu gentian pakai mobil kantor ya gak
jalan nanti PRONA nya mas."

Selain itu daerah jangkauan wilayah kerja Kantor
Pertanahan Kabupaten Sukamara yang luas ini juga sangat
mempengaruhi proses pelayanan sertifikat tanah melalui
PRONA. Banyak Desa yang letaknya sangat jauh dari Kantor
Pertanahan Kabupaten Sukamara, seperti Desa Ajang yang
membutuhkan waktu tempuh sekitar 3-4 jam. Dengan
demikian membutuhkan fasilitas untuk memudahkan akses
menuju Desa tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Joko
Suseno,SST selaku Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan
dari hasil wawancara tanggal 21 Januari 2014. Yang
mengungkapkan sebagai berikut:

“Seperti kalau kita ke Desa Ajang ya kita harus

bermalam disana, soalnya jarak tempuhnya itu kan jauh

apalagi kalau PP kan bisa sampek 7 jam perjalanan. Jadi

untuk menghemat waktu ya harus nginep disana mau
tidak mau."
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Fasilitas akomodasi ini tentu mempengaruhi efektifitas
waktu pelayanan PRONA, terkadang petugas harus menginap
di Desa tersebut untuk menghemat waktu. Dari hasil
wawancara diatas terlihat bahwa jarak yang jauh dan fasilitas
akomodasi yang kurang juga mempengaruhi dari hasil dan
efektifitas terhadap pelayanan sertifikat PRONA.

c¢. Anggaran PRONA

Kendala lain yang dihadapi ‘Kantor Pertanahan
Kabupaten Sukamara adalah masalah ketelambatan pecairan
anggaran PRONA. Seharusnya anggaran PRONA diberikan
pada bulan pertama pelaksanaan PRONA. Namun pada
kenyataannya pencairan anggaran tersebut mengalami
keterlambatan. dan-terkadang baru ada ketika proyek sudah
setengah-berjalan. Sedangkan dalam setiap kegiatan PRONA
membutuhkan biaya. Masalah anggaran ini disebabkan oleh
lamanya proses pencairan anggaran dana di Kantor Pusat BPN-
RI. Hal ini menjadi kendala yang dihadapi oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Sukamara bagi pelaksanaan PRONA
karena belum adanya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
PRONA ketika sudah mulai dijalankan. Hal ini seperti yang
diungkapkan oleh Joko Suseno,SST. selaku Kepala Kasi

Pengedalian dan Pemberdayaan Masyarakat, dari hasil
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wawanncara tanggal 21 Januari 2014, mengungkapkan sebagai
berikut:

"Kalau masalah anggaran itu sudah ditentukan dari pusat,

misalkan untuk kabupaten Sukamara ada 400 bidang

tanah terus untuk perbidangnya itu diberi anggaran dana
sekitar Rp 300.000,00/bidang. Tapi sering anggarannya
itu telat dikeluarkannya sedangkan setiap kegiatan

PRONA itu membutuhkan biaya. Seperti kalau kita mau

survey bidang tanah tapi anggaran belum keluar ya kita

harus pakai dana sendiri, kalau nunggu dananya turun ya
kelamaan mas. Biasanya dananya itu baru keluar sekitar
bulan Maret."

Walaupun pencairan dana PRONA mengalami
keterlambat, namun BPN .(tidak diperbolehkan untuk
memungut biaya apapun dari masyarakat. Hal ini dipertegas
oleh Darwanto selaku Kepala Desa Ajang, dari hasil
wawancara. tanggal 5 Mei 2014, mengungkapkan sebagai
berikut:

"Kalau biaya PRONA itu geratis tapi ya tetep ada biaya

untuk pembelian materai untuk pengukuran, ya kita tidak

tega kalau tidak memberi makan, minu dan memeberi
rokok tapi imi ya inisiatif dari kita sendiri mas. Kalau dari

BPN sendin tidak ada pungutan dana sama sekali, kalau

prosesnya sudah masuk ke BPN ya sudah geratis."

Dari hasi! wawancara diatas terlihat bahwa setiap
tahunnya anggaran PRONA sudah ditentukan dari BPN pusat
disesuaikan dengan banyaknya bidang tanah yang terdaftar
sebagai peserta PRONA. Seperti untuk Kabupaten Sukamara
mendapat anggaran dana sekitar Rp. 300.000,00 untuk

perbidangnya sedangkan jumlah bidang tanah yang terdaftar
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sebagai peserta sebanyak 400 bidang tanah. Tidak jarang
pe.dgas menggunakan dana sendiri untuk mengatasi
keterlambatan turunnya dana dari APBN untuk PRONA
karena untuk mengejar waktu yang terbatas dalam satu tahun
anggaran ini dan petugas tidak akan melakukan pungutan liar
kepada masyarakat walaupun anggaran dana PRONA masih
belum ada ketika PRONA sudah mulai berjalan.
2. Faktor Eksternal
a. Lamanya Waktu pengumpulan data Yuridis

Dalam kegiatan pelayanan sertifikat dibantu oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Sukamara di bantu oleh Kantor Desa
untuk mengumputkan - berkas-berkas persyaratan peserta
PRONA. Pada proses pemberkasan Kantor Desa menjadi
fasilitator. para peserta PRONA. Setelah persyaratan di
sosialisasikan kepada masyarakat pada waktu penyuluhan
maka tahap selanjutnya adalah pengumpulan berkas-berkas
yang terlebih dahulu dikumpulkan di Kantor Desa. Berkas-
berkas yang terkumpul tersebut belum tentu memenuhi
keseluruhan persyaratan yang telah ditentukan tersebut. Seperti
misalnya dalam berkas salah satu warga belum menyertakan
fotocopy KTP yang seharusnya disertakan dan kemudian
panitia Desa meminta fotocopy KTP kepada warga yang

bersangkutan tersebut, namun warga yang bersangkutan tidak
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segera memberikan fotocopy KTP tersebut. Hal ini sepert:
yang diung.apkan oleh Darwanto sebagai Kepala Desa Ajang,
dari hasil wawancara tanggal 21 Februan 2014,
mengungkapkan sebagai berikut:

"kalau kendalanya itu ya terkadang masyarakat itu terlalu

menggampangkan mengenai kelengkapan berkas. Seperti

wakty itu ada warga yang tidak menyertakan fotocopy

KTP dan saat diminta itu tidak segera diserahkan kepada

pihak Desa.Ya jelas ini mempengaruhi, apalagi waktu

pemberkasan itu terbatas hanya satu bulan mas."

Pari  Kantor Pertanahan. Kabupaten Sukamara
sebenarnya sudah memberikan  waktu kepada masyarakat
untuk segera melengkapi data yang dimiliki, namun terkadang
waktu itu mundur karena adanya kelengkapan data yang
kurang, tapi ‘mundurmya ini tidak mempengaruhi waktu
penyelesaian PRONA secara keseluruhan di Kantor Pertanahan
Kabupaten Sukamara. Hal ini selaras dengan yang
diungkapkan oleh Joko Suseno,SST, SH. selaku Kasi Survey,
Pengukuran dan Pemetaan, dari hasil wawancara tanggal 21
Januari 2014, mengungkapkan sebagai berikut:

"Masalah PRONA yang sering terjad: di Desa itu ya soal

waktu melengkapi berkas-berkas data yuridis. Warga

Desa terkadang menyerahkan berkas tersebut masih ada

yang kurang. Dan saat dimintai berkas yang kurang

warga tidak langsung menyerahkannya. Ya jadi ini
mempengarchi lamanya waktu pengumpulan yuridis, hal
ini juga bisa berdampak pada yang lainnya mas. Tapi

untuk waktu penyelesaian tetap harus selesai dalam satu
anggaran ini mas."
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Berdasarkan dari hasil wawancara diatas lamanya waktu
pengumpulan data yu..dis disebabkan oleh masyarakat belum
melengkapi keseluruhan persyaratan yang diminta oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Sukamara. Jelas lamanya waktu
pengumpulan data yuridis ini menjadi kendala dalam proses
pengumpulan berkas dan mempengaruhi efektivitas
pengumpulan berkas/persyaratan.

C. Pembahasan
1. Proses Pelayanan Sertifikat Tanah Melalui PRONA

Proses pelayanan sertifikat tanah melalui PRONA sudah diatur oleh
prosedur teknis pelaksanaan PRONA tahun 2014 yang disusun oleh BPN-
RI. Menurut Kurniawan (2005:6) Pelayanan publik adalah pemberi layanan
(melayani) keperluan orang. lain atau masyarakat yang mempunyai
kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara
yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan proses pelayanan PRONA di
Kabupaten Sukamara, prosedur teknis pelaksanaan PRONA tahun 2014 ini
digunakan sebagai pedoman dalam proses pelayanan sertifikat tanah melalui
PRONA.  Sedangkan tahap-tahap proses pelaksanaan diiapangan sendiri
terbagi menjadi 3tahapan kegiatan proses pelayanan sertifikat tanah melalui
PRONA vyang telah dijadwalkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Sukamara. Tujuan diberikan jadwal pada tiap-tiap tahap peiaksanaan ini
adaiah agar pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara dapat

memberikan pelayanan yang berkualitas dalam pelayanan PRONA di
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Kabupaten Sukamara dan agar pelaksanaan PRONA di lapangan dapat
berjalan sesuai dengan prosedur dan dapay .:lesai tepat pada waktu yang
telah ditentukan dalam satu tahun anggaran pelaksanaan PRONA di
Kabupaten Sukamara. Hal ini sejalan dengan Berdasarkan Peraturan
Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 46
sampai dengan Pasal 72 tentang Pendaftaran Tanah yang berlaku juga dalam
tahap-tahap Pelaksanaan PRONA, pelaksanaan kegiatan PRONA ini diawali
dengan Penetapan Lokasi, dimana penetapan lokasi kegiatan PRONA ini
berdasarkan usulan dari Kepala Kantor Wilayah (Kanwil). Setelah itu
dibentuk panitia PRONA dan Satuan Tugas yang nantinya akan bertugas
mengumpulkan data yuridis di Desa. Namun untuk pelaksanaan PRON di
Kabupaten Sukamara sebelum menetapkan lokasi kegiatan terlebih dahulu
dibentuk Satgas PRONA ‘dan-Pengadaan formulir PRONA setelah itu
barulah Penetapan Lokasi Desa yang akan ikut serta dalam PRONA oleh
Kanwil berdasarkan usulan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara.
Setelah tahapan tersebut dilakukan Penyuluhan kepada masyarakat di
Desa peserta PRONA dengan menjelaskan apa saja syarat-syarat yang harus
dipenuhi oleh masyarakat. Penyuluhan ini sebagaimana dimaksud bertujuan
memberitahukan kepada pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang
berkepentingan bahwa diDesa/kelurahan tersebut akan diselenggarakan
pendaftaran tanah melalui PRONA selain itu dalam penyuluhan tersebut
juga dijelaskan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta

PRONA dan prosedur pelaksanaan PRONA. Dengan adanya penyuluhan ini
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diharapkan masyarakat Desa dapat memahami tentang kegiatan PRONA,
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta PiiONA dan prosedur
pelaksanaan PRONA.

Setelah seluruh persyaratan dan prosedur pelaksanaan PRONA
dijelaskan pada tahap penyuluhan, tahap selanjutnya adalah pengumpulan
dan penelitian data yuridis oleh Satgas PRONA dan dibantu oleh Kepala
Desa. Pengumpulan dan penelitian data yuridis ini dirungsikan untuk
keperiuan penelitian data yuridis bidang-bidang tanah dikumpulkan alat-alat
bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan-tanah, baik bukti tertulis
maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi atau keterangan yang
bersangkutan, yang ditunjuk oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya
atau pihak lain yang berkepentingan kepada panitia pengumpulan data
yuridis atau yang biasa. disebut dengan panitia ajudikasi. Banyaknya
persyaratan yang harus dipenuhi ini sehingga membutuhkan waktu yang
lama untuk melengkapi seluruh persyaratan tersebut. Sehingga proses
pengumpulan data yuridis ini membutuhkan waktu yang lama dimana dalam
pelaksanaannya membutuhkan waktu selama 3 bulan. Dengan jangka waktu
pelaksanaan yang cukup lama ini masyarakat peserta PRONA dapat
menyiapkan dan mengumpulkan semua data persyaratan yang harus
dipenuhi.

Tahap selanjutnya setelah dilakukan pengukuran data yuridis adalah
pengukuran bidang tanah. Pengukuran bidang tanah dilakukan setelah

seluruh patok tanda batas bidang tanah yang telah disetujui oleh tetangga
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kanan, kiri, depan dan belakang terpasang barulah setelah itu dilakukan
pengukuran oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupate., Sukamara.
Setelah didapat data hasil pengukuran selanjutnya adalah tahap pengolahan
data hasil pengukuran tersebut. Tahap selanjutnya adalah pembuatan peta
bidang tanah yang akan disertifikasikan yang dilakukan oleh Kasi survey,
pengukuran dan pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara. Apabila
peta pendaftaran tanah secara keseluruhan dari seluruh bidang tanah telah
selesai maka akan diiakukan survey atau pencocokkan dengan pemberkasan
sebelumnya dan setelah itu dilakukan pengesahan oleh Panitia A. Panitia A
disini terdiri dari 4 orang pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara
dan 1 Kepala Desa.

Pengesahan dan pengumuman yang dilakukan oleh Panitia A.
Pengumuman bertujuan  untuk memberikan kesempatan bagi yang
berkepentingan mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis
apabila terjadi kesalahan dalam penuhsan luas bidang tanah dana nama
kepemilikan akan tanah yang didaftarkan tersebut. Apabila peserta tidak
mengajukan keberatan maka dianggap bahwa hasil data fisik dan data
yuridis dari bidang tanah yang didaftarkan tidak mengalami masalah
sehingga akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya adalah pengesahan (DI
202) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara. Dan kemudian
penetapan SK tentang nama-nama peserta PRONA dalam Surat Keputusan
yang ditandatangani oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Sukamara. Setelah

itu pembuatan buku tanah oleh Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/4128%7.pdf

Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara dan proses terakhir adalah
penyerahan sertifikat tanah. Dalam pembagian sertifikat tanah ini aka..
disaksikan oleh Kepala Desa setempat. Proses pelayanan sertifikat tanah
melalui PRONA tersebut telah dijadwalkan setiap kegiatannya oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Sukamara. Adanya jadwal setiap pelaksanaan
kegtatan PRONA ini bertujuan agar dalam semua tahap proses pelayanan
PRONA dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam
pelayanan yang berkualitas ditentukan adanya ketepatan waktu dalam
pelaksanaan sampai dengan penyelesaian. Dengan.adanya jadwal waktu
pelaksanaan pe_iayanan di tiap-tiap tahapan proses pelayanan PRONA
diharapkan juga penyelesaian sertifikat tanah melalui PRONA dapat selesai
tepat pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu masyarakat
juga mendapatkan kepastian.waktu penyerahan sertifikat tanah karena
adanya ketentuan waktu penyelesaian dan penyerahan sertifikat yang dibuat
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara.
2. Kaualitas Pelayanan Sertifikat Tanah Melalui PRONA
Kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat
penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya. Bila seluruh
persyaratan tersebut terpenuhi berarti dapat dikatakan kualitas dari hal yang
dimaksud dapat dikatakan baik dan sebaliknya jika persyaratan tidak
terpenuhi maka dapat dikatakan tidak baik. Dalam kegiatan pelayanan yang
perlu diperhatikan adalah sebuah kualitas atau mutu pelayanan. Kualitas

pelayanan publik menurut Pasuraman (2002:46) adalah sampai seberapa jauh
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perbedaan antara kenyataan dan harapan para pelanggan atas pelayanan yang
mereka terima. Dengan kata lain kualitas pelayanan publik dapat diartikan
sebagai ukuran yang digunakan untuk memberikan peniiaian baik atau
tidaknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Untuk menilai
bagaimana pelayanan publik yang diberikan berkualitas atau tidak maka ada
beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam pelayanan publik sesuai
dengan Keputusan Men.PAN No. 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata
Laksana Pelayanan Publik. Adapun unsur-unsur untuk mengukur berkualitas
tidaknya suatu pelayanan adalah sebagai berikut:

2. Kesederhanaan

Kesederhanaan menurut Kep.Men. PAN No. 81 Tahun 1993
berkaitan dengan Prosedur atau tata cara pelaksanaannya diselenggarakan
secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit dan mudah difahami serta
mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang menerima pelayanan. Dalam
tata cara atau-prosedur pelaksanaan PRONA di Kabupaten Sukamara
khususnya di Desa Ajang telah dilaksanakan dengan mudah, lancar, tidak
berbelit-belit dan mudah dipahami serta masyarakat dapat dengan mudah
melaksanakannya. Pelaksanaan pelayanan sertifikat tanah melalui PRONA
di Kabupaten Sukamara sudah mengacu pada buku petunjuk teknis
pelaksanaan PRONA. Dalam buku petunjuk teknis pelaksanaan PRONA
ada 10 tahapan inti yang terbagi menjadi 3tahap pelaksanaan dilapangan
yang sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten Sukamara. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor
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24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sederhana merupakan salah
satu asas dalam pendaftaran tanah. Asas sederhana dalam pendaftaran
tanah disini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok maupun
prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang
berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah dalam hal ini
adalah para peserta PRONA. Berkaitan dengan kualitas pelayanan tentu
saja masyarakat pengguna jasa organisasi pemerintah dalam hal ini adalah
jasa dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara untuk proses
pensertifikatan tanah PRONA seialu ingin mendapatkan pelayanan yang
baik dan memuaskan. Menurut Moenir (1995: 41) salah satu kriteria
pelayanan yang didamasan oleh masyarakat adalah Adanya kemudahan
dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat dalam arti
tanpa hambatan yang kadang kala dibuat buat. Dalam pelaksanaan
kegiatan Pelayanan PRONA di Kabupaten Sukamara, peserta PRONA di
Desa Ajang telah dimudahkan dalam peiaksanaannya. Selain itu dari pihak
pemberi jasa layanan yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara
sendiri tidak mempersulit masyarakat peserta PRONA pada proses
peiaksanaannya, karena keseluruhan tahap pelaksanaan telah dijadwaikan
dalam 3tahap kegiatan proses pelayanan PRONA di Kabupaten Sukamara.

Unsur Kesederhanaan pelaksanaan Kegiatan Pelayanan PRONA di
Kabupaten Sukamara juga terlihat pada keseluruhan prosedur pelaksanaan

kegiatan PRONA yang cukup mudah dan tidak berbelit-belit, karena
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masyarakat cukup dimudahkan dengan hanya mengumpulkan berkas-
berkas persyaratan kepada panitia Desa (kantor Desa) yang meliputi:

a. KTP yang berlaku/surat keterangan domisili

b. Surat jual beli, surat waris, akta jual beli, akta tukar menukar,

vanes akta/surat hibah dan lainnya (salah satunya harus ada)
c. Surat pernyataan fisik bidang tanah
d. Surat pernyataan kepemilikan jumlah bidang tanah/luas bidang
tanah

Setelah itu masyarakat peserta PRONA diminta untuk membuat patok
tanda batas bidang tanah yang sudah disetujui oleh tetangga kanan, kiri,
depan dan belakang. Pemasangan patok tanda batas bidang tanah
dilaksanakan sebelum dilakukan proses pengukuran bidang tanah yang
dilakukan oleh petugas pertanahan. Masyarakat peserta PRONA hanya
diminta untuk mengumpuikan berkas-berkas persyaratan dan memasang
patok tanda batas bidang tanah saja, tahap selanjutnya hampir sepenuhnya
dilaksanakan oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara. Tentu
saja hal ini sangat mempermudah masyarakat yang terdaftar sebagai
peserta PRONA. Dengan demikian penjelasan tersebut sejalan dengan
prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yaitu kesederhanaan.
b. Kejelasan dan Kepastian

Menurut Kep. Men. PAN No. 81 tahun 1993 Kejelasan dan kepastian
disini berkaitan dengan tata cara, persyaratan teknis administratif, rincian

biaya dan waktu pembayaran, waktu penyelesaian, hak dan kewajiban
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serta pejabat yang menerima keluhan. Hal ini sesuai dengan yang
tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
(PAN) No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik harus diberikan
berdasarkan standar tertentu. Adapun standard pelayanan publik yang telah
ditentukan salah satunya adalah mengenai waktu penyelesaian dan biaya
pelayanan. Harus ditetapkan standard waktu penyelesaian pelayanan yang
ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian
pelayanan termasuk pengaduan. Selain itu. harus- ditetapkan standard
biaya/tariff pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses
pemberian pelayanan. Hal ini bertujuan memberikan kejelasan mengenai
biaya dan kepastian dalam - waktu penyelesaian kegiatan pelayanan
PRONA di Kabupaten Sukamara.

Dilihat dari segi kejelasan dan kepastian pelayanan pada sertifikat
tanah melalui ‘PRONA di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara
memang terdapat kepastian baik dari segi biaya, waktu penyelesaian dan
persyaratan. Waktu penyelesaian PRONA sudah ditentukan harus selesai
dalam satu tahun anggaran kegiatan PRONA. Untuk penyerahan sertifikat
PRONA di Kabupaten Sukamara sendiri akan dilaksanakan mulai minggu
ketiga bulan September - Desember tahun 2014. Sedangkan untuk biaya
PRONA ditanggung oleh APBN, namun untuk biaya kelengkapan berkas-
berkas ditanggung oleh masyarakat sendiri seperti pembelian materai,

fotocopy dan pemasangan patok tanda batas. Persyaratan yang harus
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dilengkapi dan dikumpulkan oleh masyrakat peserta PRONA telah
dijelaskan pada saat penyuluhan yang diberikan oleh petugas dari kantor
pertanahan. Materi yang diberikan dalam proses penyuluhan yang
diberikan oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara
meliputi persyaratan pemberkasan sampai dengan waktu penyelesaian dan
penyerahan sertifikat. Penjelasan tersebut sejalan dengan prinsip
penyelenggaraan pelayanan publik yaitu Kejelasan dan Kepastian.
c¢. Keamanan

Keamanan dalam Kep.Men PAN No. .81 Tahun 1993 ini menyangkut
Proses dan hasil layanan yang diberikan harus mengandung unsur
keamanan dan kenyamanan serta kepastian hukum. Dalam pelaksanaan
kegiatan PRONA ini memiliki dasar hukum yang jelas yaitu UU No. 5
Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA),
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah,
Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badang Pertanahan
Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Peraturan
Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun
1999 tentang Pelimpahan Hak Atas Tanah Negara. Dengan demikian
pelaksanaan sertifikat PRONA dijamin oleh hukum sehingga memberikan
rasa aman pada masyarakat. Dilihat dari segi keamanan kegiatan
pelayanan PRONA di Kabupaten Sukamara sudah jelas memberikan rasa

aman kepada masyarakat karena pelayanan PRONA telah memiliki dasar
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hukum yang jelas. Selain itu produk akhir dari pelayanan PRONA adalah
berupa sertifikat tanah yang dapat memberikan kepastian hukum atas
kepemilikan tanah. Hal ini sejalan dengan tujuan PRONA yang tercantum
dalam petunjuk teknis pelaksanaan PRONA (BPN-RI2014) vyaitu
memberikan kepastian hukum pada pemegang hak atas tanah dan
membiasakan masyarakat pemegang hak atas tanah untuk memiliki alat
bukti yang otentik atas haknya tersebut. Menurut Hermit (2004 : 29)
Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah, suatu pengakuan dan
penegasan dari Negara terhadap penguasaan tanah secara perseorangan
atau bersama atau badan hukum yang namanya ditulis di dalamnya dan
sekaligus menjelaskan lokasi, gambar, ukuran dan batas-batas tanah
tersebut. Dengan demikian hasil pelayanan PRONA yang berupa sertifikat
tangh ini dapat memberikan kepastian hukum dan rasa aman kepada
masyarakat yang mensertifikatkan tanahnya.

Hal di atas sesuai dengan salah satu fungsi dari sertifikat tanah
menurut Sutedi (2012 : 57) adalah sertifikat tanah berfungsi sebagai alat
pembuktian yang kuat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat 2
huruf C UUP A. Seseorang atau badan hukum akan mudah membuktikan
dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah. Apabila telah jelas
namanya tercantum dalam sertifikat itu. Semua keterangan yang tercantum
dalam sertifikat itu mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima
sebagai Keterangan yang benar sepanjang tidak ada bukti lain yang dapat

membuktikan sebaliknya. Berdasarkan fungsi sertifikat diatas maka
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dengan memiliki sertifikat kepemilikan tanah maka dapat menjamin akan
keamanan kepemilikan tanahnya secara hukum. Dengan demikian dapat
disimpulkan dengan adanya pelayanan PRONA di Kabupaten Sukamara
ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat ekonomi rendah yang
ingin mensertifikatkan tanahnya secara murah. Selain itu produk dari
pelayanan PRONA adalah berupa sertifikat tanah dapat memberikan
kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat. Penjelasan tersebut
sejalan dengan salah satu prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yaitu
keamanan.

d. Keterbukaan

Berdasarkan Kep. Men. PAN No. 81 Tahun 1993 Keterbukaan yang
dimaksud disini berkaitan dengan prosedur, tata cara, waktu penyelesaian
dan rincian biaya harus sudah diinformasikan secara terbuka agar mudah
untuk diketahui oleh. masyarakat. Prinsip keterbukaan pelayanan
memberikan “petunjuk untuk menginformasikan secara terbuka segala
sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada
masyarakat. Keterbukaan terlihat pada tahap awal pelaksanaan PRONA di
Kabupaten Sukamara yaitu petugas dari kantor pertanahan memberikan
penyuluhan kepada masyarakat Desa yang ditunjuk sebagai Desa peserta
PRONA. Materi yang diberikan dalam penyuluhan adalah mengenai
PRONA, tujuan PRONA, biaya, persyaratan pemohon yang harus
dilengkapi, subyek kegiatan PRONA dan hak kewajiban peserta PRONA.

Dengan demikian masyarakat akan benar-benar memahami mengenai
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materi yang disampaikan pada saat penyuluhan karena seluruh informasi
ya.g berkaitan dengan PRONA sudah disampaikan pada saat penyuluhan.
Selain itu pada tahap penyuluhan ini juga dibuka sesi tanya jawab apabila
peserta penyuluhan belum paham dapat langsung bertanya kepada petugas
Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara. Menurut Kep. Men. PAN
No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik salah satu asas pelayanan publik adalah transparansi
dimana penyelenggara pelayanan publik bersifat “terbuka, mudah
dimengerti dan diterima oleh semua pihak yang membutuhkan. Asas
transparasi dalam pelayanan PRONA di‘Kabupaten Sukamara terlihat pada
saat tahap penyuluhan yang diberikan oleh petugas Kantor Pertanahan
Kabupaten Sukamara.

Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah dilaksanakan berdasarkan asas-asas salah
satunya adalah Terbuka. Asas terbuka dimaksudkan bahwa masyarakat
dapat ‘memperoleh ketenangan mengenai data yang benar setiap saat.
Keterbukaan pelayanan PRONA di Kabupaten Sukamara juga terlihat pada
saat pengumuman hasil data yurisdis dan data fisik tanah. Apabila pada
saat pengumuman terdapat kesalahan penulisan nama atau luas bidang
tanah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan
pada saat pengumuman. Maka petugas pertanahan akan segera membenahi
kesalahan-kesalahan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak

Hendri pada tanggal 5 Mei 2014, beliau berpendapat bahwa pada saat
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tahap pengumuman ia mengajukan keberatan karena terjadi kesalahan
penulisan pada namanya dan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten
Sukamara segera memperbaiki kesalahan penulisan tersebut. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur keterbukaan dalam
proses pelayanan kegiatan PRONA.

e. Efisiensi
Berdasarkan Kep. Men PAN. No. 8i Tahun 1993 Efisiensi yang
dimaksud disini berhubungan dengan persyaratan yang diperlukan terbatas
pada hal-hal yang langsung berkaitan dengan. hasil layanan. Dalam
kegiatan PRONA Kabupaten Sukamara ini keseluruhan persyaratan yang
harus dikumpulkan oleh masyarakat peserta PRONA hanya berkaitan
dengan sertifikat tanah saja. Hal ini sejalan dengan salah satu pengertian
kualitas pelayanan menurut. Tjiptono (2004:67) yaitu kesesuaian dengan
persyaratan. Dimana keseluruhan persyaratan yang diminta berkaitan
dengan surat-surat yang dibutuhkan untuk pendaftaran tanah. Persyaratan
yang dikumpulkan tersebut berhubungan dengan bukti-bukti kepemilikan

tanah, yaitu:

f. KTP yang berlaku/surat keterangan domisili
g. Surat jual beli, surat waris, akta jual beli, akta tukar
menukar, vanes akta/surat hibah dan lainnya (salah satunya
harus ada)

h. surat pernyataan fisik bidang tanah
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1. Surat pernyataan kepemilikan jumlah bidang tanah / luas
bidang tanah.

Bukti-bukti kepemilikan tanah tersebut menjadi acuan dalam
pengisian data yuridis dan data fisik tanah yang nantinya akan
dicantumkan dalam sertifikat tanah. Oleh sebab itu data-data yang
dikumpulkan harus benar. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan ada
beberapa dari warga peserta PRONA di Kabupaten Sukamara yang tidak
melengkapi keseluruhan berkas persyaratan yang harus-dikumpulkan.

Kurang lengkapnya persyaratan yang harus dikumpulkan oleh
masyarakat ini disebabkan oleh ada beberapa masyarakat yang tidak
paham mengenai beberapa berkas-berkas persyaratan yang harus
dikumpulkan tersebut ini dikarenakan rendahnya pemahaman masyarakat
Desa dan mayoritas~masyarakat peserta dari kegiatan PRONA di
Kabupaten Sukamara ini adalah masyarakat miskin sehingga pemahaman
terhadap berkas-berkas persyaratan itu terhitung kurang. Dengan demikian
mempengaruhi proses pengumpulan persyaratan yang harus dilengkapi.
Apabila dalam pengumpulan data-data yang berkaitan kepemilikan tanah
tersebut ada beberapa berkas yang belum dimiliki maka akan difasilitasi
oleh kantor Desa untuk membantu membuatkan berkas-berkas yang
kurang tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu, karena waktu
pengumpulan data yuridis yang terbatas. Namun untuk keseluruhan
persyaratan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara

sudah sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan untuk membuat
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setingkat tanah melalui PRONA meliputi seluruh bukti-bukti kepemilikan
tanah yang dimiliki oleh seluruu peserta PRONA. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa pelayanan PRONA di Kabupaten Sukamara
mengandung unsur efisien dalam persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan
untuk proses pendaftaran tanah.
f.Ekonomis

Berdasarkan Kep. Men. PAN No. 8i Tahun 1993 Ekonomis yang
dimaksud adalah biaya tidak membebani atau memberatkan masyarakat.
Pembiayaan dalam sertifikat PRONA ditanggung oleh APBN. Sudah jelas
tidak akan memberatkan masyarakat peserta PRONA. Hai ini sejalan
dengan salah satu asas Pendaftaran. Tanah pada Pasal 2 Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu
terjangkau, dimana keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan,
khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan
ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan
pendaftaran tanah harus bisa dijangkau oleh para pihak yang memerlukan.
Pelayanan PRONA di Kabupaten Sukamara ini tentu sangat terjangkau
bagi masyarakat ekonomi lemah/miskin karena keseluruhan biaya PRONA
gratis mulai dari tahap pendaftaran sampai tahap akhir penyerahan
sertifikat. Masyarakat hanya dibebani biaya untuk melengkapi persyaratan
seperti untuk pembelian materai, fotocopy dan pemasangan patok tanda
batas bidang tanah. Jumlah seluruh biaya tersebut telah disepakati oleh

kelompok-kelompok peserta PRONA
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Dengan adanya pelayanan yang ekonomis dan terjangkau imi dapat
dijadikan suatu penilaian dalam menx.kur kualitas suatu pelayanan.
Menurut Sugiarto (1999:36) kualitas pelayanan adalah suatu tindakan
seseorang terhadap orang lain melalui penyajian produk atau jasa sesuai
dengan ukuran yang berlaku pada produk atau jasa tersebut untuk
memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan orang yang dilayani. Dalam
hal ini penerima layanan PRONA di Kabupaten Sukamara hampir
seluruhnya masyarakat ekonomi rendah yang belum tentu mampu
mensertifikatkan tanahnya secara mandiri-déngan biaya yang tinggi.
Dengan adanya Pelayanan Pendaftaran Tanah Massal melalui PRONA ini
dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat ekonomi rendah untuk
mensertifikatkan dengan biaya .yang murah dan tentu terjangkau.
Mengingat keseluruhan biaya pendaftaran tanah mendapatkan subsidi dari
APBN. Hal ini sejalan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 594 Tahun 1982 tanggal 26 November tentang Biaya PRONA yaitu
Untuk golongan ekonomi lemah, biaya operasionalnya diberi subsidi
dengan anggaran Pemerintah Pusat melalui APBN dan melalui Pemerintah
Daerah melalui waktu yang telah ditetapkan. Tentu saja hal ini tidak
membebani para peserta PRONA

Namun dalam kenyataan dilapangan ada beberapa masyarakat Desa
yang belum memahami makna gratis dari biaya PRONA. Ada beberapa
masyarakat yang beranggapan bahwa mereka tidak akan mengeluarkan

biaya sedikit pun. Akan tetapi biaya PRONA tersebut tidak akan
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membebani masyarakat, justru masyarakat akan merasa terbantu dengan
adanya PRONA ini. Karena biaya PRONA mendapatkan subsidi dari
APBN. Dengan demikian dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa
dalam penyelenggaraan pelayanan PRONA di Kabupaten Sukamara ini
terdapat unsur ekonomis karena biaya tidak membebani masyarakat dan
dapat dijangkau oleh masyarakat peserta PRONA yang ada di Kabupaten
Sukamara.

g Keadilan

Berdasarkan Kep. Men.PAN No.. &I Tahun 1993 Keadilan
berkaitan dengan Pelayanan harus. diusahakan seluas mungkin dan
menjangkau semua lapisan masyarakat. Sasaran utama dari kegiatan
PRONA ini adalah masyarakat ekonomi lemah yaitu masyarakat kurang
mampu atau miskin, dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin
agar dapat mensertifikatkan tanahnya dengan biaya yang murah. Pelayanan
PRONA ini ~ diutamakan memang untuk masyarakat ekonomi
lemah/miskin. Hal ini sejalan dengan KepMenPAN No.
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik disebutkan asas-asas pelayanan publik salah satunya
adalah asas Tidak diskriminatif yaitu penyelenggaraan pelayanan publik
tidak membeda-bedakan pemakai jasa layanan, tidak ada unsur paksaan
maupun tekanan. Namun, dalam pelaksanaan PRONA di Kabupaten
Sukamara lebih diutamakan untuk masyarakat ekonomi lemah/miskin

sesuai dengan sasaran dari kegiatan pelayanan PRONA. Berdasarkan Buku
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Pedoman Teknis Pelaksanaan PRONA tahun 2014 (BPN-RI 2014: 7)
Peserta (subyek) Kegiatan PRONA adalah orang (individu, atau badan
hukum yang dapat mempunyai hak atas tanah. Peserta Kegiatan PRONA
perorangan (individu) diutamakan pemilik tanah dari masyarakat golongan
ekonomi lemah sampai menengah. Kriteria golongan ekonomi lemah
sampai menengah dengan pendekatan seseorang (subyek hak) dalam
pemenuhan kebutuhan hidup minimum dan penghasilan. Pada pelaksanaan
pelayanan PRONA di Kabupaten Sukamara khususnya Desa Ajang lebih
kepada peserta perseorangan yang tergolong dalam masyarakat ekonomi
lemah dengan kriteria pekerjaan dengan penghasilan tidak tetap per bulan
sama atau di bawah Standard Kelayakan Hidup Minimum dari Biro Pusat
Statistik (pengeluaran per kapha per bulan) masing-masing Kabupaten
antara lain petani, pedagang, peternak, pengrajin, pelukis jalanan dan
buruh musiman.

Namun. ada beberapa masyarakat ekonomi menengah yang juga
ikut dalam kegiatan PRONA ini karena lokasi bidang tanahnya berada di
tengah-tengah masyarakat yang tidak mampu. Hal ini termasuk dalam
Pendaftaran Tanah secara sistematis. Pendaftaran Tanah secara sistematis
adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan
secara serentak meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum di
daftar dalam wilayah atau bagian suatu Desa/kelurahan. Pendaftaran tanah
sistematik diselenggarakan atas prakarsa pemerintah berdasarkan atas

suatu rencana jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah-
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wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.
Meskipun demikian pelaksanaan kegiatan PRONA tetap mengutamandan
masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah karena sesuai dengan tujuan
PRONA itu sendiri. Akan tetapi tidak ada yang membedakan antara
pelayanan yang diterima oleh masyarakat ekonomi lemah dan menengah.
Hal ini sejalan dengan salah satu bentuk pelayanan yang didamasan oleh
masyarakat menurut Moenir (1995:41) yaitu Mendapatkan perlakuan yang
sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama, tertib dan tidak
pandang bulu. Dengan demikian tidak akan terjadi diskriminatif antara
masyarakat ekonomi lemah dan ekonomi menengah dalam menerima
pelayanan PRONA yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Sukamara. Walaupun pada-kenyataannya tetap lebih mengutamakan
masyarakat ekonomi lemah/miskin untuk mengikuti kegiatan PRONA.
Jika dilihat dari-aspek keadilan dapat disimpulkan bahwa pelayanan
sertifikat PRONA sudah sesuai dengan sasarannya, yaitu mengutamakan
masyarakat kurang mampu sesuai dengan tujuan PRONA
h. Bermutu

Berdasarkan Kep. Men PAN No. 81 Tahun 1993 Pelayanan
bermutu dapat dilihat dari ketepatan waktu penyelesaian dari kegiatan
pelayanan tersebut dengan kualitas tanpa adanya cacat. Penyelesaian
sertifikat tanah secara PRONA sudah ditentukan jadwal penyelesaiannya
dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan PRONA di Kabupaten Sukamara

ini dapat selesai tepat waktu dalam masa satu tahun anggaran kegiatan
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PRONA. Penyerahan sertifikat tanah akan diberikan pada waktu yang
telah ditentukan dan dalam satu tahun anggaran kegiatan PRONA. Selain
itu sertifikat PRONA juga bisa dikatakan bermutu karena tidak ada
kesalahan atau cacat penulisan dalam sertifikat. Karena sebelumnya
masyarakat telah diberi kesempatan oleh petugas untuk mengajukan
keberatan pada tahap pengumuman data yuridis apabiia terjadi kesalahan
penulisan nama atau kesalahan penulisan luas bidang tanah. Hal ini sejalan
dengan salah satu dari lima dimensi kualitas pelayanan menurut
Fitzsimmons dalam Sedarmayanti (2004:90) yaitu dimensi Responsiviness
merupakan kesadaran atau keinginan untuk membantu konsumen atau
penerima jasa layanan dan memberikan pelayanan yang cepat. Dengan
demikian apabila terjadi kesalahan pada penulisan nama dan luas bidang
tanah pada tahap pengumuman data yuridis akan segera dengan cepat
diperbaiki oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara.
Menurut Lukman dalam Herbani (2007:134) menyatakan bahwa
salah satu ukuran keberhasilan menyajikan pelayanan yang berkualitas
(prima) sangat tergantung pada tingkat kepuasan pelanggan yang dilayani.
Masyarakat peserta PRONA Kabupaten Sukamara khususnya di Desa
Ajang sudah merasa puas akan hasil sertifikat yang diterimanya karena
tidak ada kesalahan dalam penulisan nama dan luas bidang tanah. Selain
itu waktu penyerahan sertifikat juga diberikan tepat pada waktu yang telah
ditentukan. Kegiatan pelayanan sertifikat PRONA ini juga berdampak ke

perekonomian masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala
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Desa Ajang yang mengatakan bahwa mereka dapat memanfaatkan
sertifikatnya untuk dijadikan jaminan pinjaman modal di bank. Sehingga
pelayanan sertifikat tanah melalui PRONA ini sangat membantu
masyarakat untuk mensertifikatkan tanahnya dan memberikan kepuasan
terhadap hasil dari layanan PRONA ini. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan PRONA di
Kabupaten Sukamara dapat dikatakan bermutu. Bila dilihat dari aspek
bermutu dapat disimpulkan bahwa pelayanan sertifikat PRONA oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara dapat dikatakan bermutu karena
sertifikat yang dibagian sudah sesuai berkas-berkas masyarakat dan
dengan adanya sertifikat PRONA ini juga memberikan manfaat bagi
masyarakat peserta PRONA:
D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelayanan PRONA

1. Faktor Pendukung

a. Faktor Internal

1). Kemampuan Pegawai

Setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standard
pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi
penerima pelayanan. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara (PAN) No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik
harus diberikan berdasarkan standard tertentu. Standard pelayanan

merupakan spesifikasi teknis pelayanan yang dibakukan sebagai pedoman
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dalam melakukan pelayanan publik. Dalam standard pelayanan publik
kemampuan pegawai juga menjadi salah satu unsur standard pelayanan
publik. Periu ditetapkan standard kompetensi petugas pemberi pelayanan
berdasarkan pada pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku
yang dibutuhkan.

Kemampuan pegawai yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Sukamara dari data yang diperoleh terlihat bahwa ada beberapa
pegawai yang memiliki keahlian dibidang  pertanahan. Dengan
kemampuan pegawai yang memadai untuk- tugas yang dibebankan
kepadanya maka dapat memenuhi standard yang telah ditetapkan oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara. Sehingga dapat memberikan
suatu pelayanan yang berkualitas pada peserta PRONA di Kabupaten
Sukamara. Keahlian yang dimiliki oleh Pegawai Kantor Pertanahan
Kabupaten Sukamara tentu dapat mendukung dalam proses penyelesaian
tugas-tugas . pertanahan seperti contohnya pada tahap pengukuran luas
bidang tanah yang terdaftar sebagai peserta PRONA di Kabupaten
Sukamara hanya boleh dilakukan oleh petugas ukur dari Kantor
Pertanahan Kabupaten Sukamara yang biasanya berasal dari Kasi Survei,
Pengukuran dan Pemetaan.

Selain memiliki keahlian dibidang pertanahan, pegawai yang
dimiliki Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara juga sudah
berpengalaman bekerja di bidang pertanahan. Selain itu di Kantor

Pertanahan Kabupaten Sukamara juga memiliki pegawai dengan tingkat
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pendidikan yang tinggi. Tingkat pendidikan yang tinggi jelas sangat
mendukung dalam pelaksanaan tugas yang Berkaitan dengan urusan
pertanahan. Seluruh kompetensi yang dimiliki oleh pegawai di Kantor
Pertanahan Kabupaten Sukamara ini merupakan penunjang dalam
memberikan pelayanan dibidang pertanahan khususnya PRONA.
a) Sarana dan Prasarana

Untuk memberikan pelayanan yang baik maka sarana dan prasarana
bertindak sebagai faktor penunjang dalam melaksanakan tugas para
petugas. Dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat
membantu petugas untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, kepada
masyarakat. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, dapat dikatakan
sarana dan prasarana penunjang pelayanan sertifikat tanagh PRONA yang
dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara sudah dapat
dikatakan cukup memadai dan berguna bagi petugas dalam memberikan
pelayanan. Hal.ini sejalan dengan salah satu standard pelayanan yang
ditetapkan berdasarkan Kep. Men. PAN No. 63 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yaitu Sarana dan Prasarana dimana
harus ditetapkan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh
penyelenggara pelayanan publik.

Dari sarana dan prasarana yang dimiliki sudah memenuhi standard
pelayanan, yaitu tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan
yang memadai. Selain itu sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Sukamara sudah mengikuti perkembangan
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teknologi di era modern saat ini. Kemajuan teknologi pada era moderen
saat ini sangat membantu Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara dalam
melaksanakan tugasnya agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan
tugasnya, oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya peralatan elektronik
guna menunjang pekerjaannya. Sarana alat elektronik yang dimiliki oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara saat ini adalah yang mana
keseluruhan alat elektronik tersebut sangat mendukung pegawai Kantor
Pertanahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam memberikan
pelayanan khususnya pelayanan sertifikat tanah melalui PRONA. (sumber:
Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara). Dengan demikian sangat
membantu petugas dalam melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif dan
efisien.

b) Waktu Penyelesaian Sertifikat
Berdasarkan Keputusan Men. PAN no. 63/KEP/M PAN/7/2003

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik maka salah
satu yang merupakan prinsip pelayanan publik adalah kepastian waktu
dimana pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah
ditentukan. Selain itu juga harus ditentukan standard dalam waktu
penyelesaian pelayanan sertifikat tanah melalui PRONA ini. Standard
waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan sejak saat permohonan
sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pc;lgaduan. Hal ini
sejalan dengan salah satu standard pelayanan pubik yaitu waktu

penyelesaian. Dengan menetapkan standard waktu penyelesaian ini
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bertujuan untuk meminimalisir salah satu penyebab dari ketidakpuasan
pemakai jasa pelayanan terhadap pelaksanaan pelayanan menurut Moenir
(2002:184) yaitu kurang adanya disiplin petugas terhadap jadwal atau
waktu yang telah ditentukan. Sehingga penetapan standard waktu
penyelesaian pelayanan ini bertujuan agar pelaksanaan pelayanan PRONA
di Kabupaten Sukamara dapat selesai tepat pada waktu dan memberikan
rasa puas terhadap pemakai jasa layanan PRONA yaitu masyarakat peserta
PRONA di Kabupaten Sukamara.

Dalam pelayanan sertifikat tanah melalui PRONA di Kabupaten
Sukamara sudah memiliki kepastian waktu penyelesaian sertifikat PRONA
bagi masyarakat peserta PRONA di Kabupaten Sukamara. Waktu
penyelesaian sertifikat tanah -melalui PRONA harus terselesaikan dalam
kurun waktu satu tahun anggaran. Sertifikat harus dibagikan pada peserta
pada waktu tahun anggaran PRONA. Agar sertifikat tanah PRONA dapat
selesai dengan tepat waktu, pihak Kantor Pertanahan di Kabupaten
Sukamara . telah membuat 3jadwal kegiatan pelaksanaan pelayanan
PRONA di Kabupaten Sukamara. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara
telah menentukan waktu penyerahan sertifikat kepada masyarakat pada
minggu ketiga bulan September. Penentuan waktu ini bertujuan agar
PRONA dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

b. Faktor Eksternal

1) Dukungan Masyarakat
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Suatu kegiatan pelayanan akan berjalan baik apabila mendapat
dukungan dari masyarakat berupa peran serta atau partisipasi
masyarakat. Dalam pemberian layanan dibutuhkan kerjasama antara
panitia PRONA dengan peserta PRONA. Dalam pelayanan sertifikat
PRONA ini masyarakat dapat bekerjasama dengan panitia A ataupun
panitia  dari  Desa. Berdasarkan Kep. Men. PAN
No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik disebutkan asas-asas pelayanan publik yang salah
satunya adalah Partisipatif. Dimana penyelenggara pelayanan publik
harus mampu mendorong peran  serta masyarakat dengan
memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan
memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat dapat
mendorong respon baik dari'masyarakat mengenai kegiatan PRONA di
Kabupaten Sukamara,

Hai ini.didukung pula dengan hasil wawancara dengan Bapak
Kepala. Desa Ajang yang bernama Bapak Darwanto pada tanggal
5 Mei 2014 yang mengatakan bahwa masyarakat di Desa Ajang sangat
senang dan antusias dengan adanya kegiatan pelayanan PRONA di
Kabupaten Sukamara. Adanya respon baik dari masyarakat mengenai
kegiatan PRONA di Kabupaten Sukamara ini maka dapat
mempermudah dalam proses pengumpulan berkas persyaratan yang

diberikan oieh pihak pertanahan. Mengingat waktu pengumpulan data
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yuridis yang terbatas. Dengan demikian antusiasme masyarakat sangat
dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan PRONA ini.
2. Faktor Penghambat

a. Faktor Internal

1) Keterbatasan Jumiah SDM Khususnya Bidang Pengukuran
Dalam mencapa: tujuan organisasi yang telah ditentukan,
masalah SDM merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
karena SDM (pegawai) adalah sebagai pelaksana suatu kegiatan.
Menurut Salusu (1998:493) Pengertian Sumber Daya
Manusia (SDM) adalah suatu cara untuk mengendalikan sumber
daya manusia dalam suatu organisasi atau institusi secara
efektif dan efisien dan mencakup keseluruhan  aktivitas dan
implementasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang
dimaksud. .Sumber Daya Manusia bertindak sebagai penentu,
pelaksana dan pengendali setiap kegiatan dalam organisasi. Dalam
hal\ ini pegawai kantor pertanahan bertindak sebagai aparatur
pemberi layanan PRONA. Dengan demikian jumlah pegawai juga
sebagai faktor penentu bagi terlaksananya suatu pelayanan.
Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, salah satu

kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Sukamara adalah Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia
(SDM) yang tersedia yang berperan sebagai pelaksana pelayanan

khususnya dibidang pengukuran. Jumlah pegawai di Kantor
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Pertanahan Sukamara dan pekerjaan yang harus dikerjakan itu tidak
setinoang khususnya dibidang pengukuran. Dari hasil wawancara
juga dijelaskan bahwa di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara
kekurangan tenaga dibidang pengukuran. Kantor Kabupaten
Sukamara hanya memiliki 3jumlah tenaga di bidang pengukuran
sedangkan tanah yang harus diukur adalah sebanyak 400 bidang
tanah yang terdin dari 5 Desa untuk PRONA di Kabupaten
Sukamara untuk tahun anggaran 2013 saja, belum lagi bidang tanah
dengan program sertifikat tanah lainnya yang harus diukur juga. Jika
dilihat dari masalah kekurangan jumlah petugas ukur dapat menjadi
masalah bagi pelaksanaan PRONA di Kabupaten Sukamara. Hal ini
tentu dapat mempengaruhi hasil dari pelayanan yang diberikan oleh
Pertanahan Kabupaten Sukamara.

Berdasarkan data di atas dapat disimbulkan bahwa Sumber
Daya - Manusia yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten
Sukamara disatu sisi dapat menjadi nilai positif akan tetapi disisi lain
juga dapat menjadi hal yang menjadi kendala dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan jumlah petugas ukur di
Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara ini mempengaruhi lamanya
waktu pengukuran bidang tanah PRONA di Kabupaten Sukamara
dan dapat mempengaruhi efisiensi waktu penyelesaian sertifikat

tanah melalui PRONA di Kabupaten Sukamara.
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2) Terbatasnya Fasilitas Akomodasi yang Tersedia

Berdasa.xan Kep. Men. PAN No. 63 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik, salah satu standard pelayanan
publik adalah sarana dan prasarana. Dimana harus ditetapkan sarana
dan prasarana yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Selain itu fasilitas sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang
dari pelaksanaan suatu pelayanan. Sarana dan prasarana yang ada
mempengaruhi hasil dari pelayanan yang. diberikan karena
menyangkut efektifitas pelayanan.

Dalam hal ini sarana dan prasarana disatu sisi dapat menjadi
faktor pendorong pelayanan sertifikat PRONA di Kabupaten
Sukamara. Namun, disisi lain juga dapat menjadi faktor penghambat
pelayanan sertifikat PRONA di Kabupaten Sukamara. Sarana dan
prasarana dapat menjadi kendala dalam pelayanan PRONA ketika
minimnya ketersediaan fasilitas akomodasi yaitu mobi! dinas untuk
menjangkau Desa-Desa peserta PRONA yang kebanyakan letaknya
jauh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara. Hal ini sejalan
dengan salah satu penyebab tidak memadainya suatu pelayanan publik
menurut Moenir (1995:40) vyaitu tidak tersedianya sarana dan
prasarana yang memadai. Akibatnya pekerjaan menjadi lamban,
banyak waktu hilang dan penyelesaian masalah terlambat. Tentu saja

terbatasnya fasilitas akomodasi yang tersedia dan jarak tempuh yang
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jauh sangat mempengaruhi pelayanan yang diberikan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten ».xamara.

Dengan minimnya fasilitas akomodasi yang ada di Kantor
Pertanahan Kabupaten Sukamara seperti mobil dinas ini, dapat
dikatakan Sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Pertanahan
Kabupaten Sukamara belum cukup memadai. Mobil dinas merupakan
salah satu faktor penunjang dalam pemberian pelayanan PRONA di
Kabupaten Sukamara karena mobil dinas juga sangat dibutuhkan
untuk menghemat waktu dalam menjangkau Desa-Desa yang jarak
tempuhnya cukup jauh. Mengingat daerah jangkauan Kerja Kantor
Pertanahan Kabupaten Sukamara yang cukup luas tentu
mempengaruhi efektifitas dalam proses pelayanan sertifikat tanah
melalui PRONA yang. diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Sukamara.

3) Anggaran PRONA

Dalam pelaksanaan pelayanan dibutuhkan anggaran dana untuk
operasionai peiayanan. Anggaran dana merupakan salah satu faktor
yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelayanan. Sedangkan dalam
pelayanan sertifikat tanah melalui PRONA keseluruhan biaya
pelayanan ditanggung oleh APBN. Semua pembiayaan PRONA gratis
namun untuk pengumpulan persyaratan dan pemasangan patok tanda
batas bidang tanah dibebankan kepada masyarakat peserta PRONA.

Namun anggaran PRONA menjadi masalah ketika anggaran tersebut
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belum ada ketika PRONA sudah mulai dijalankan. Dari hasil
wawancara yang dilakukan oleh ,cneliti dengan salah satu pegawai
Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara Joko Suseno,SST, SH. pada
tanggai 21 Januari 2014 yang mengungkapkan bahwa anggaran
PRONA biasanya baru ada pada bulan Maret sedangkan PRONA
sudah berjalan sejak bulan Januari. Sedangkan dalam tiap tahap-tahap
pelaksanaan PRONA membutuhkan anggaran untuk pembiayaan tiap-
tiap tahap pelaksanaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
keterlambatan anggaran PRONA menjadi-faktor penghambat dalam
pelaksanaan PRONA. Oleh sebab itu-anggaran juga menjadi kendala
dalam kelacaran pelaksanaan kegiatan PRONA.
b. Faktor Eksternal
1) Lamanya Waktu pengumpulan data Yuridis
Untuk menciptakan suatu pelayanan publik yang baik dan
memberikan kepuasan kepada penerima layanan akan hasil pelayanan
maka harus ada partisipasi dari masyarakat guna mendukung
berjalannya suatu kegiatan pelayanan tersebut. Hal ini sejalan dengan
salah satu asas pelayanan publik yang tercantum dalam Kep. Men. PAN
No.63/KEP/M PAN/7/2003 yaitu partisipatif dimana penyeienggara
publik harus mendorong peran serrta masyarakat dengan
memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
Ketepatan waktu dalam pengumpulan berkas persyaratan suatu

kegiatan tergantung pada keaktifan dari para peserta. Ketepatan waktu

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



1 6/4?6%7. pdf

pengumpulan merupakan salah satu unsur dari prinsip-prinsip
pelayanan publik yang tercantum daia.i Kep. Men. PAN
No.63/KEP/M .PAN/7/2003, dengan demikian ketepatan waktu
penyelesaian dapat digunakan untuk mengukur kualitas suatu pelayanan
publik. Dalam proses pengumpulan berkas persyaratan kegiatan
PRONA di Kabupaten Sukamara terkendala dengan masyarakat yang
kurang proaktif Seperti saat dimintai persyaratan yang kurang dan
diminta untuk segera melengkapi persyaratan yang kurang tersebut,
namun tidak segera memberikan kepada petugas sehingga mengulur
waktu pengumpulan data yurisdis. Faktor ini tentu mempengaruhi
ketepatan waktu pengumpulan berkas persyaratan. Hal ini sering

menjadi kendala dalam proses pengumpulan data yuridis.
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BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah disajikan pada
bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelayanana Sertifikat Tanah Melalui Prona ‘yang diberikan oleh

Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara yaitu :

a. Prosedur dan jadwal vyang telah di tentukan oleh Kantor
Pertanahan  Kabupaten Sukamara.

b. Dalam pelaksanaan proses pelayanan PRONA di Kabupaten
Sukamara telah dibuatkan jadwal tiap masing-masing tahapan yang
terbagi menjadi-3 tahapan yang dijadwalkan.

c. Tujuan. adanya jadwal pelaksanaan pelayanan PRONA di
Kabupaten Sukamara agar waktu penyelesaian pelayanan PRONA
di Kabupaten Sukamara dapat selesai tepat pada waktu yang telah
ditentukan dan dalam satu tahun anggaran kegiatan PRONA.

2. Kualitas Pelayanan Sertifikat Tanah Melalui PRONA di Kabupaten

Sukamara yaitu

a. Kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efesien,

ekonomiis, keadilan dan mutu berjalan dengan baik.
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b. Hal ini dikarenakan dalam proses pelayanan pendaftaran tanah
PRONA sudah mengandung 8 wunsur kualitas peiayanan
berdasarkan Kep. Men. PAN No. 81 Tahun 1993.

¢. Dalam proses pelayanan PRONA dilaksanakan secara sederhana
berdasarkan pada jadwal kegiatan dengan tujuan memberikan
kemudahan kepada peserta PRONA di Kabupaten Sukamara.

d. Adanya kejelasan dan kepastian pelayanan yaitu berupa kejelasan
dan kepastian dari segi biaya, waktu penyelesaian dan persyaratan
PRONA di Kabupaten Sukamara.

e. Dimana biaya PRONA di tanggung oleh APBN, waktu
penyelesaian PRONA sudah ditentukan akan selesai dalam satu
tahun anggaran dan waktu penyerahan sertifikat dilaksanakan pada
minggu ketiga bulan September-Desember.

f. Kejelasan mengenai persyaratan telah diinformasikan pada tahap
penyuluhan oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara.

g. Dari segi keterbukaan terlihat pada saat penyuluban dan
pengumuman data yuridis dan data fisik. Dimana pada saat
penyuluhan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara
menjelaskan keseluruhan prosedur dan persyaratan kegiatan
PRONA, kemudian pada tahap pengumuman petugas memberikan
kesempatan pada peserta untuk mengajukan keberatan apabila

terjadi kesalahan dalam penulisan nama atau luas bidang tanah .
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h. Dan segi efisiensi terlihat pada keseluruhan persyaratan PRONA di
Kabupaten Sukamara ini seluruhnya berkaitan dengan seluruh
persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pensertifikatan.

1. Dari sisi ekonomis, pelayanan PRONA ini tentu ekonomis karena
biaya pelayanan PRONA ini gratis di tanggung oleh APBN.

j. Pelayanan PRONA ini dapat dikatakan bermutu karena
penyelesaian PRONA di Kabupaten Sukamara selesai tepat pada
waktunya dan tidak terdapat kesalahan atau cacat dari hasil
pelayanan PRONA vang berupa  sertifikat tanah. Karena
keseluruhan kesalahan telah dibetulkan pada tahap pengumuman
data yuridis dan data fisik, dimana masyarakat dapat mengajukan
keberatan apabila tegadi kesalahan dan kemudian akan segera
diperbaiki oleh petugas:

3. Faktor pendukung dan penghambat pelayanan sertifikat tanah melalui
PRONA ‘yaitu

a. Faktor Pendukung: 1)Kemampuan Pegawai dimana Kantor
Pertanahan Kabupaten Sukamara mempunyai pegawai yang
memiliki keahlian di bidang pertanahan selain itu Kantor
Pertanahan Kabupaten Sukamara memiliki pegawai dengan tingkat
pendidikan yang tinggi serta berpengalaman bekerja dibidang
pertanahan. 2) Sarana dan prasarana sudah memiliki peralatan yang
mengikuti perkembangan teknologi yang dapat menunjang dalam

proses pelayanan PRONA di Kabupaten Sukamara. 3) Kepastian
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waktu penyelesaian sertifikat PRONA yaitu harus selesai dalam
kurun waktu satu tahun anggaran. 4)Adanya respon baik dari
masyarakat mengenai kegiatan PRONA di Kabupaten Sukamara.

b. Faktor penghambat : 1) Terbatasnya jumlah SDM khususnya di
bidang pengukuran. 2) Selain itu terbatasnya fasilitas yang tersedia
dan jarak tempuh yang jauh juga menjadi kendala dalam
pelaksanaan pelayanan PRONA. 3) Minimnya fasilitas akomodasi
yang tersedia untuk menjangkau Desa-Desa’ mempengaruhi
efektifitas dalam proses pelayanan sertifikat tanah melalui PRONA
yvang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara.
4)Kemudian anggaran PRONA juga menjadi satu masalah dalam
proses pelayanan PRONA karena anggaran PRONA baru ada
ketika proyek sudah setengah berjalan. 5). Masyarakat cenderung
kurang aktif saat dimintai persyaratan-persyaratan yang masih
kurang. sehingga mempengaruhi ketepatan waktu pengumpulan

berkas-berkas persyaratan.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai

berikut:

1. Meningkatkan Proses pelayanana Sertifikat Tanah Melalui Prona yang
diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara di tingkatkan
yaitu :

a. Dalam bidang Prosedur dan jadwal ,pelaksanaan proses pelayanan
PRONA ,selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan dan dalam
satu tahun anggaran kegiatan PRONA.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sertifikat Tanah Melalui PRONA di
Kabupaten Sukamara yaitu Kejelasan dan kepastian, keamanan,
keterbukaan, efesien, ekonomiis, keadilan dan mutu berjalan dengan
baik.

3. Mengefaluasi Faktor pendukung dan penghambat pelayanan sertifikat
tanah melalui PRONA, untuk pijakan pelayanan pada tahun berikutnya
dalam rangka perbaikan pelayanan pendaftaran tanah secara massal

melalui proyek PRONA di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara.
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Lampiran 1 Instrumen Penelitian (Pedoman Wawancara)
Pedoman Wawancara
A, Macam Wawancara

Menururt Moleong (2004:186) wawancara adalah percakapan yang
dilakukan dengan maksud tertentu oleh pewawancara (inferviewer) yang
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (inferviewee) yang memberikan
jawaban atas pertanyaan itu. Secara garis besar, Esterberg dalam Sugiyono
(2008:319) mengemukakan beberapa macam wawancara, sebagai berikut :

1. Wawancara terstruktur
Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan
data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa
yang akan diperoleh. Dalam hal ini, peneliti telah menyiapkan
instrumen penelitian “berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang
alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan. Dalam wawancara
terstruktur, pengumpulan data dapat dilakukan beberapa pewawancara
sebagai pengumpulan data, yang mana Guba dan Lincoln dalam
Moleong (2004:188) menyebutnya dengan istilah wawancara tim atau
panel. Selain mempersipkan instrumen sebagai pedoman wawancara,
peneliti dalam wawancara terstruktur mempersiapkan dan
menggunakan alat bantu seperti fape recorder, gambar, brosur dan
material lainnya yang dapat membantu pelaksanaan wawancara

berjalan lancar.

2. Wawancara Semistruktur
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Sifat wawancara semistruktur lebih bebas jika dibandingkan
wawuucara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk
menemukan permasalahan secara iebih terbuka, di mana pihak
terwawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

3. Wawancara tak berstruktur

Wawancara ini adalah bersifat bebas di mana peneliti tidak
menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara
sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman
wawancara yang digunakan hanya -berupa gans-garis besar
permasalahan yang akan ditanyakan.Wawancara tak berstruktur yang
disebut juga wawancara terbuka, digunakan dalam penelitian
pendahuluan atau untuk. penelitian yang lebih mendalam tentang
subjek yang ditelitiPada penelitian pendahuluan peneliti berusaha
mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan
yang ada pada objek, sehingga peneliti dapat menemukan secara pasti
permasalahan apa yang harus diteliti. Dalam wawancara tak
berstruktur, penelitibelum mengetahui secara pastit data apa yang akan
diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang
akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa
yang diceritakan oleh narasumber. Berdasarkan analisis terhadap
setiap jawaban dari narasumber, maka peneliti dapat mengajukan

berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan.
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B. Langkah-langkan Jalam Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara dalam penelitian kualitatif

memiliki beberapa langkah-langkah, seperti yang dikemukakan oleh

Lincolin dan Guba dalam Sugiyono (2008:219) yaitu :

1.

2.

6.

7.

Menetapkan kepada siapa wawancara akan dilakukan

Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan
pembicaraan

Mengawali atau membuka alur wawancara

Melangsungkan alur wawancara

Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya
Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan

Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

C. Jenis Pertanyaan dalam Wawancara

Salah satu hal yang pokok dalam mempersiapkan suatu wawancara

adalah berkenaan dengan pertanyaan apa yang perlu ditanyakan kepada

narasumber. Patton dalam Moleong (2004:192) mengemukakan enam jenis

pertanyaan sebagai berikut :

1. Pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman atau perilaku
Pertanyaan ini berkaitan dengan apa yang dibuat dan telah
diperbuat seseorang. Pertanyaan demikian diajukan bertujuan
untuk mendeskripsikan pengalaman, perilaku, tindakan dan

kegiatan yang dapat diamati pada waktu kehadiran pewawancara.
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2. Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat atau nilat
Pertanyaan jc..is ini ditujukan untuk memahami proses
kognitif dan interpretatif dan subjek. Jawaban terhadap pertanyaan
ini memberikan gambaran kepada peneliti mengenai apa yang
dipikirkan tentang dunia atau tentang suatu program khusus.
Pertanyaan itu menceritakan tujuan, keinginan, harapan dan nilai.
3. Pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan
Pertanyaan demikian diajukan untuk dapat memahami
respons emosional seseorang berhubungan dengan pengalaman
dan pemikirannya.
4. Pertanyaan tentang pengetahuan
Pertanyaan _tentang  pengetahuan  diajukan  untuk
memperoleh pengetahuan faktual yang dimiliki responden dengan
asumsi bahwa suatu hal dilapangan dapat diketahui.
5. Pertanyaan yang berkaitan dengan indera
Pertanyaan ini berkenaan dengan apa yang dilihat, didengar,
diraba, dirasakan dan dicium. Maksud pertanyaan ini adalah
memberikan kesempatan kepada pewawancara untuk memasuki
perangkat indera nara sumber.
6. Pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang atau demografi
Pertanyaan ini berusaha menemukan ciri-ciri pribadi orang
yang diwawancarai. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu

membantu pewawancara menemukan hubungan nara sumber
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dengan orang lain. Pertanyaan-pertanyaan baku berkaitan dengan
usia, pendidikan, pekerjaan, ...npat tinggal atau mobilitas.
C. Mencatat Hasil Observasi dan Wawancara
Peneliti Kualitatif mengandalkan observasi dan wawancara dalam
mengumpulkan data di lapangan. Pada waktu di lapangan peneliti
membuat catatan yang segera setelah itu akan disusun menjadi sebuah
catatan lapangan. Catatan yang dibuat saat peneliti di lapangan dapat
berupa coretan seperlunya yang sangat dipersingkat, yang berisi kata-kata
kunci, frasa, pokok-pokok isi pembicaraan -atau.pengamatan, gambar,
sketsa, diagram dan lain-lain. Catatan-itu berguna hanya sebagai alat
perantara yaitu antara apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dicium dan
diraba dengan catatan sebenamya dalam bentuk catatan lapangan. Catatan
“sederhana” di lapangan diubah ke dalam catatan yang lengkap dan
dinamakan catatan lapangan. Bogdan dan Biklen dalam Moleong
(2004:209) mengemukakan bahwa catatan lapangan adalah catatan tertulis
tentang apa vang didengan, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka
pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.
Pada dasarnya catatan lapangan berisi dua bagian yaitu :
1. Bagian deskriptif yang berisi gambaran tentang latar pengamatan,
orang, tindakan dan pembicaraan.
2. Bagian reflektif yang berisi kerangka berpikir dan pendapat peneliti,
gagasan dan kepeduliannya. Proses pencatatan lapangan dilakukan

setiap kali peneliti selesai mengadakan observasi atau wawancara
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3. Dokumentasi Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan
metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif Hasil
penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat
dipercaya apabila didukung oleh dokumen-dokumen yang kredibel
yang dapat berupa dokumen pribadi seperti buku harian, surat pribadi,
autobiorafi ataupun dokumen resmi berupa dokumen internal seperti
memo, pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga masyarakat
tertentu, laporan rapat, surat keputusan dan dokumen eksternal yang
berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga
sosial, misalnya majalah, buletin dan berita media massa.

Dalam melakukan penelitian yang mengambil judul “Kualitas
Pelayanan Pendaftaran Tanah Secara Massal Melalui Proyek
Operasional Agraria (PRONA)(Studi pada kantor Pertanahan
Kabupaten Sukamara & Desa Ajang) ini, penulis menggunakan teknik
wawancara mendalam (indepth interview). Pedoman wawancara ini
sebagai upaya untuk menggali segala aspek informasi terhadap pihak-
pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertanyaan yang diajukan
akan berkembang sesuai dengan poin-poin yang telah disusun.

1. Latar belakang pelaksanaan pelayanan :
a. Dasar peraturan yang berlaku
b. Kebijakan yang dilaksanakan.

2. Kualitas pelayanan publik :

a. Tingkat kedisiplinan pegawai
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b. Kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas
¢. Tanggapan pengguna layanan atas layanan yai.g diterima
d. Indikator-indikator kualitas pelayanan publik

e. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelayanan publik.

No. Indikator Pertanyaan yang dikembangkan

1. | Tangibles d. Apakah fasilitas operasional sesuai dengan
kebutuhan dalam pelaksanaan tugas ?

€. Apakah fasilitas tersebut cukup mudah didapat dan
dioperasionalkan serta dapat menghasilkan output
yang berkualitas/bagus ?

f.  Apakah infrastruktur pendukung selalu memenuhi
standar kualitas dan memenuhi perubahan
kebutuhan konsumen ?

2. | Realibility ¢. Sejauhmana informasi yang diberikan kepda klien
tepat dan dipertanggungjawabkan ?

d. Apakah klien segera mendapat perbaikan apabila
terjadi kesalahan ?

3. | Responsiveness | c. Bagaimana respon provider jika ada klien yang
komplain ?

d. Apakah provider segera memberi penyelesaian
secara tepat ?

4. | Competence d. Kesesuaian antara kemampuan petugas dengan
fungsi/tugasnya.
e. Apakah provider cukup tanggap untuk melayani
klien ?

f. Apakah organisasi mengadakan pelatihan untuk
meningkatkan kemampuan aparat sesuai dengan
perkembangan tugas ?

5. | Courtesy d. Bagaimana sikap petugas dalam membenkan

pelayanan kepada klien ?

Apakah petugas cukup ramah dan sopan ?

€.
f.  Apakah petugas membantu kesulitan pelanggan ?
6. | Credibility d. Bagaimana reputasi kantor/lembaga tersebut ?
e. Apakah biaya yang dikeluarkan oleh klien sesuai
dengan output/jasa yang diperoleh ?
f Apakah petugas selalu ada saat jam kerja ?
7. | Security b. Apakah ada jaminan keamanan/keselamatan

terhadap klien dalam mekanisme tersebut 7
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8. | Acces f Bagaimana petugas menjelaskan
prosedur/mekanisme untuk mendapatkan pelayanan
o

g. Apakah &lien mudah menghubungi petugas untuk
mendapatkan pelayanan ?

h. Apakah lokasi kantor tersebut mudah dijangkau
semua klien 7

i. Apakah prosedur yang diterapkan sederhana ?

}.  Apakah informasi untuk konsumen mudah dan
jelas ?

9. | Communication | e. Bagaimana petugas menjelaskan
prosedur/mekanisme untuk mendapatkan pelayanan
2

f. Apakah klien segera bisa mendapatkan respon jika
terjadi kesalahan ?

g. Semua keluhan atau pengaduan akan dijawab
dengan segera dan jika perlu keluhan atau
pengaduan diberi follow up secara detail.

h. Ketersediaan feedback lewat radio (feedback

interactive)
10. | Understanding |b. Apakah provider tanggap akan terhadap kebutuhan
the Costumer klien 7

Sumber : Zeithaml, parasuranian & Berry (1990)
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Lampiran 2. Instrumen Penelitian (Pedoman Telaah Dokumen dan Pedoman

Observasi)

Instrumen Penelitian

i. Pedoman Telaah Dokumen :
Adapun dasar hukum PRONA adalah:
b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok
Agraria
c. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomdr 189 tahun 1981 tentang
Proyek Operasi Nasional Agraria, yang berlaku mulai tanggal 15

Agustus 1981
d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

e. Peraturan Menteri Agraria / kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

A. Pedoman Observasi :
1. Sarana dan prasarana dalam pelayanan administrasi pertanahan
2. Sikap aparatur terhadap pelayanan administrasi pertanahan
3. Partisipasi masyarakat dalam pelayanan administrasi pertanahan

4. Kualitas pelayanan yang diberikan dan tingkat penerimaan masyarakat.
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Lampiran 3 : Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara

XEPALA KANTOR FRATAN AHAH
AABUPATEN FULAMARLA

1P ASEMLIT AN SRR M)
HIP 19610110 158907 1 01

KEPALA BVE BAOIAH TATA USAHA

RADLANOOR SUDLAWAN, § £T
HIP 19150650 1 55808 | 002

215

URUIAM PERENC AN AAN

TaAW KEUANGAN

TRUBAN UMUM DAN
WEFFIAWALLN

WEMIATI
R 197303271 199400 2 0

KEPALA SFKET SURVAEY, PENOUKURAN

DAN PEMETAMN

JOKO BUSENG BET
WP 15790016 1FMA03 1 002

-

FEPALA BEEE! HAK ATAS TAMAH

TAN PENDAFTARAN TAHAR

BANIBUR,BH
HIP. 19100801 5600 1 @}

KEPALA REK &l PEHGATURAN DAN FERATAAN
PEETANAHLIN

TARRG
NIFP. ) P380006 | 9609 1 Q03

|

SUB EEXAI PEROUXURAN
DAN PRMETAAN

TENNY SETLAW AN 5T
WP | P8TR23 201101 ] 002

|

KEPALABFEE PENIEMDALIAN DAM
PEMEERDAY AAN

WURBALDY
HOIP. 19000925 108500 | 307

FEPALA EEXX] EENGXETA KONFLIK
DAN PEREARA

YOUTHOVA HOTABUN, BH
HIP. | SAT08 2000 1 001

I

B SEKHI FENETAPAN
HAK TANAH

TRI TULLANTO,BH
WIP. 15THEN18 159700 | GO)

SIS EEXH] PENATANTHAAN TANAH
AN EAW AAH TERTENTU

J

FUP SEKEL TEMATIK DAN
POTDRSL TANAK

WU SEXE[ FENJEND ALLAM
PERTAMAHAN

HUD SN SENGKET A DAN
KONFLIK PERT AN AN AN

Keterangan :

... : Tidak ada yang menjabat .

SUR EEXS] PENOATURAN
TANAN PEMERINTAH

BUB BEESI LANDREFORM T AN
KOWSOLIDAR] TANAH

SUB SFKEL PESDAFTARAN HAX

SUR SEKAS! PEFALTHAN
PEMBEBANAN HAK PPAT

SUB SEX FEMBERDAY AN
MASTARAKAT

BB EEXSIPEREAR A
PERTANAHAN
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Lampiran . 4. Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Kantor Pertanahan Kabupaten
Sukamara.
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BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA |

. L Jekerta, 19 Maret 2013
_ Nomor : 1979/1,7.1-3001111'/2013' ,

-Sm' - [ )
Lampiran S | berkns N

Hal y b PeWIkTeh'lisKeglatanPRWTdmiﬂm

Y. 1. m&mmmmm :
2. Para Kepala:Kankor Pértanafian Kaburialen/Kata
4=
PROMA Sebagai saloh saty Program Priarilas Nasional legalisas! asel yang ditelapkan di
. daiam Rencana Stategis BPN-RI Tahun 2010-2014. Kegiatan PRONA diaksanakan mulal tehun 1981 .
target penyelesalan yang lepal wakiu dan lepal sasaran serta untuk mencapalhasil yang oplimal kineda

_dmwammmmmmmmmmmm

Petunjuk Telmis Kegiatan PRONA Tahun 2008. Denganpe(baﬂmdmpembdwa\PeMTems

Kegiatan PRONA ki dihatapkan tidak mermbukmbelbagalmgmpenaiswmddampdaksmam :

Bersama ini disampaikan, Pefunjuk Teknis Kegiatan PRONA Tshun 2013 dengan penjelasan sebagai

berikut : ’ ; y : ‘

1. Pefunjuk Teknis Kegialan PRONA Tahun-2013 ini merupakan petunjuk resmi dari Badan Partanahan
Nasional Republik Indonesia yang merupakan pesbaikan dan perubahan-perubahan Pentunjuk Teknis

" Kegiatan PRONA Tahun 2008, sebagal pedoman dalam peloksanaar' kegiatan PRONA di Badan
Pertanahan Nasional Repubfik Indonesia, Kantor Wiayah BPN Provinsi dan Kantor Perianahan
Kabupaten/Kota, sehingga Patunjuk Teknis Kegiatan PRONA Tatun 2008 fidak bertaku lagi.

2 Bahwa & dalam Pelunjuk Teknis Keglalan PRONA lelah diengkapi dengan Standar Prosedur

 Kegiatan PRONA (Standav Operation Procedure) dan Rincian Anggaran Blaya (RAB) Sestipikasi Hak
* stas Tanah Tabun 2013, mwmmmmmmwmmw
obyek PRONA untuk dijadikan padoman. , ,

3. Dalam menyusun Petunjuk Operasonal Kegiatan (POK) dan revisi POK/DIPA lebih reafistis
sezual kebutuhan satker yang bersangkutan

4. Penetapan lokas Pmmmyamapemaﬂmhaﬂmﬂdaﬁmmmpm&mmadad ,
mummmvmmmmmxmwmmmmammmya
letutama IP4T dan menyeleksi hasil IP4T yang bisa diianjutkan menjadi obyek kegiatan
PRONA,

5. Tefhadap obyek IPAT yang pangulurannya teleh dilaksanakan secara kadasterat hasinya Peta Bidang
Tanah/Pela Dasar Pendaftaran dan Gambar Ukur dapat langsung dimanfatkan/dipergunakan untuk
kegiatan PRONA, tidak periu dilakukan pengukuran bidang tanah. Alokas! biaya pengukuran bidang
tanah dalam rangka kegiatan PRONA dapat digunaken untuk menambah jumiah oulput bideng sesuai
dengan satuan biaya sefiap bidang tanah yang diletapkan. DIPA berkenaan, namun lerlebih dabuls
dilakukan revisi POK.

6. Pengentrian...

JALAN SISINGAMANGARAJA NO. 2 JAKARTA SELATAN TELP. 7225001, 72393939 : www.honpaid
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Dengan perbaikan dan pérubahan Petw}juk Teknis Kegiatan PRONA ini diharapkan fidak
menimbulkan berbagai ragam penafsiran dalam pelaksanaan. Namun disadari bahwa di datam
perbaikan dan perubahan Petunjuk Teknis ini belum sempurna dan masih terdapat kekurangan
khususnya pengaturan kriteria golongan ekonomi lemah sampai menengah yang dapat dikritisi
dari berbagai sudut pandang, maka darf itu Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA terbuka unfuk -
perbaikan dan perubahan sesuai dinamika yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya * apabila
di dalam pelaksangan Kegiatan PRONA masih ditemui permasatahan-permasatahan yang belum
diatr dalam petunjuk i maka akan diberkan petunjuk tersendii sesuai dengan
permasalahannya, yang akan dijadikan bahan perbaikan dan perubahan-perubahian Petunjuk
Teknis selanjutnya. )
B. Tujuan Kegiatan PRONA ,

Tujuan Pmyelenggamm Kegiatan PRONA adalah mémberfkan pelayanan pendaﬂaran
tanah pertama kall dengan proses yang sgderhana, mudah-dan cepatdalammmkapemepatan
pendafaran tanah di seluruh Indonesia.

C. Lingkup Kegiatan PRONA o :

Kegialan PRONA pada prinsipnya mefupakan kegiatan pendafiaran tanah pertama kafi
dalam rangka penerbitan serfiplkat hak atas tanah tenstama. bagi masyaraiat golongan ekonomi
lemah sampal menengah. Adapun lingkup Kegiatan PRONA mefiputi : _

Penyerahan DIPA;

Penetapan Lokasi,

Penyuluhan;

. Pengumputan Data (alat buktllalas hak);

Pengukuran Bidang Tanah;

Pemeriksaan Tanah'

Pengunmnan, .

Penerbitan SK HakIPengesahan Data Fisik dan Data Yundts
Penerbitan Serfipikat;

10 Supervisi.dan Paavlalpcmn~

Tahapan-tahapan kegiatan tersebut di atas sebagal prosedur standdr operasi pelaksanaan
Kegiatan PRONA sebagaimana tercantum dalam lampiran 1. Sedangkar prosedur pelayanan
pendaftaran tanah untuk pertama kali melalul pensgasan konverslfpengakuan hak, pemberian hak
dan pendaftaran tanah wakal Keglatan PRONA berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik indonesia Nomot 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan
Pengaturan Perlanahan;

D. Sumber Pembiayaan Kegiatan PRONA

Sumber anggaran dalam rangka Kegtatan PRONA dani Anggaran Pendapatan dan Befanja
Negara (APEN} yang dialokasikan dalam DIPA BPN-R! pada Program Pengelofaan Pertanahan.

PO NP g s W N

SR B

| . Potunuk Taknis Kogiatan FRONA ‘ ' 2

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/42097 .pdf

B. Perencanaan

Legalisasi.aset ;ma's,.yaralia{ melalui Kegiatan PRONA didasarkan tar'get Kegiatan PRONA
yang ditetapkan setiap tahun anggaran seguai dengan jumiah alokasi anggaran yang diterima oleh
BPN-RI. Dalam rangka persncanaan pehetapan Subyek dan Obyek Program Legalisasi Aset
Masyarakat melalui Kegiatan PRONA agar dapal memenubi target penyelesalan y=~~ tepat waktu
dan tepal sasaran, maka Kepala Kantor Wilayah BPN ProvinsiKepala Kantor Pertanahan
‘Kabupaten®ota meifibuat pefencanaan secara sistematis dengan melakukan pra inventarisasi
calon lokasf dan calon peserta sebelum tahun berjatan petaksanaan Kegiatan (T -1); membentuk
Tim Koordinalor Kegiatan PRONA; dan membual jadwal pelaksanaan kegiatan pada tahun
berjalan {T 0).

C. Prosedur Pelaksanaan

Penyelenggaraan pendaftaran tanah pertama kali melalul Kegiatan PRONA, dilaksanakan
melalut pendekatan pendsllaran tanah secara sporadik. Mengingat sistim pembukuan hak yang
berlaias {Hak Milik, Hak Guna Bangunan, HakPakaldanTMWakan pembukuan haknya desa
demi desa: [kemalmn:) yntuk terfd administrasi dalam pelaksanamnya adar diupayakan dalem-

. satu clustér (kelomml;)" dalam lokasi desakelurahan yang ditetapkan sebagal lokasi Kegiatan
PRONA, minimal 10 bidang tanah. N ‘

 Proses pendafiaran tanh Keglatan PRONA diakukan sebagai berkut:.

a. Pembukfian hak lama. yang alat bukli tertulisnya lengkap, fidak lengkap atau tidak ada sama
sekall berdasarkan ketenfuan Peraturan Pemerintah Nomot 24 Tahun 1987 jo. Peraturan
Meriteri Negara Agraria/Kepala 8PN Nomor 3 Tahun 1997, pendafiaran tanahnya dilakukan
melalul proses periegasan konvers! atau pengakuan hak,

h. Pembuktian hak baru atas tanah Negara, berdasarkan Pefaturan Pemerintzh Nomor 24 Tahun
1997 jo. Peraluran Menter Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 dan Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9. Tahun 1999, pendaftaran tanahnya ditakukan
metalul proses surat keputusan pemberian hak atas tanah. '

Didalam pelaksanaan operasional-di lapangan masih sering dijumpai :peserta Kegiatan
PRONA menghadapi kendala dan masafsh dalam hal pemenuhan kelengkapan dokumen
pembuktian penguasaaf dap kepemilikan tanah sehingga mempenambat pencapalan larget tepat
wakiu. Terhadap dokumen pembukiian penguasaan dan kepemilkan tanah diminta kepada
Kepala Kantor Wilayah BPN Provins|, Kepala Kantor Pertanahan Kabupatenota dan para
Koordinator serta para pelaksana Kegiatan PRONA untuk berpedoman Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Perfanshan Nasional
Nomor 3 Tahun 1897; Peraturan Menlerl Negara Agrarfafkepala Badan Pertanahan Naslonal ~
Nomor 9 Tahun 1999 dan Perafuran Menier Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 1 Tahun 2010 serta ketentuan peraturan lainnya yang terkalt.

Para pelaksana dalam melaksanakan Keglatan PRONA disamping mengejar target bidang
yang telah dietapkan juga diperhatikan keutamaan keakuralan data bak fisk bidang maupun
keuangan. Pengisian risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas agar dilaksanakan secara
_ tertb sesual dengan dokumen data yuridis dan kenyataan di lapangan. Alasan fangsung para
§ pelaksana Kegiatan PRONA untuk mengintensifkan pengawasan langsung Keglatan PRONA.

. P ;.“.' | I . 5 . .
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b. penunjukan lokasi Desa/Kelurahan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota

E. Peserta

Peserta {subyek) Kegiatan PRONA adalah orang (individu) atau badan hukum yang dapat
mempunyai hak atas tanah. Peserta Kegiatan PRONA perorangan (individu) diutamakan pemilik
tanah dari masyarakat golongan ekonomi lemah sampal menengah. Kiiteria golongan ekonomi
lemah sampal menengah dengan pendekatan seseorang (subyek hak) dalam pemenuhan
kebutuhan mdup minimum, penghasilan atau karena jasa dan pengabdian kepada Negara sefta
pendekatan penggunaan dan perunlukan tanah, yaity sebagai berikut -

1.. Perorangan (individu) . [
~ Perorangan (individu} yang dapat menjadi peserta Kegiatan PRONA adalab perorangan
dari golongan ekommi lemah sampal dengan menengah, dengan kriteria :

a. Pekerja denganpenglmﬂan fidak fatap per bulan sama atau di bawah Standar Kelayakan
Hidup MhlmumdariBimPusatStaﬁsﬂk(pengehIaranperkapﬂaperbuIa masing-
masing Kabupatenfota, antara lain petani, nelayan, pedagang, pelemak.
pelukis jalanar, buruh musiman dan ain-iain; '

b. .Pek_elja dengan penghasilan tgtap, m'élipuﬁ:

16/42097 .pdf

1) Pegawal perusahaan. bak swasta maupun BUMN/BUMD dengan penghasilan per
“bulah sama atau di bawah Upah Minimum Regional (UMR): yang ditetapkan oleh -

masing-masing Kabupateniotp, ya yang dibuktikan dengan penetapan Upah Minimum
Kabupaten/Kotar{UMK) dan sufet keterangan penghasilan-dari pefu/sahaan,

2) Veteran, Pegawai Negeri Sipll pangkat sampai dengan Penatd Tk (), prajurit
Tentara Nasional indonesia pangkat sampal dengan Kapten dah andgeﬁa Kepolisian
Negara Repubik indonesia pangkat sampal dengan Komisaris Polisi, dibukiikan
dengan foto copy Surat Keputusan pangkat terakhin

3) istrilsuami veteran, istlisuami Pegawal Negeri Sipll, istrifsuaml prajunt Tenfara
Nasional ‘Indonesia, istrsuami anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud datam huruf b), dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan
pangkat terakhir den akia nikah;

4) Pensiunan Pegawal Negeri Sipd, pensiunan Tentara Nasional Indonesia dan
pensiunan anggota Kepofisian Negara Repubiik Indones:a dibukﬂk.an dengan folo
- copy Surat Keputusan pensiun. .

5y Jandafduda persiunan Pegawai Negeri Sipi, janda/duda pensiunan Tentara Nasbnal

Indonesla, janda/duda pensithan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesta,
dibukiikan dengan folo copy Surat Keputusan pensiun janda/dixda dan akta nikah

t
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langsung dimarfaatkan/dipergunakan untuk mempercepat Kegiatan legatisasi aset pertanahan
baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapalan dan Belanja Negara (APBN) maupun Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP). Guna kesinambungan Kegiatan PRONA-IP4T dan mempercepat
pelaksanaan Keglatan PRONA, maka’ kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala -
Kantor Pertanahan Kabupaleanota serta para Koordinator Kegiatan PRONA diminta agar:

1. Penetapan lokasi diarahkan pada lokast ngram IPAT pada tahun sebelumnya;
2. Menyeleksi hasil IP4T yang bisa dilanjutkan menjedi subyek dan obyek Keglatan PRONA,

3. Terhadap obyek IP4T, yang pengukurannya lelah dilaksanakan secara kadasteral hasilnya Peta
Bidang Tanah/Peta Dasar Pendaftaran dan Gambar Ukur dapat langsung
dimanfatkan/dipergunakan untuk Kegiatan PRONA, tidak perlu dilakukan pengukuran bidang
tanah;

4. Alokas! blaya pengukuran bidang tanah dalam rangka Kegiatan PRONA dapat digunakan untuk
menambah jumiah output bidang sesual dengan satuan bisya sefisp bidang tanah yang
ditetapkan DiPA berkenaan, nartun ferlebih dahulu ddakukan revis! POK.

H. Blaya -

P R ; .- .- R .
Pendaftaran Tanah adalah rangkaian keglaten dllakukan secara ferus menerus
berkesinambungan dan teratur melipul pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian
serta pemeliharaan Data Fisik dan Dala Yuridis, pembuatan Peta dan daftar bidang tanah,
periberian surat tanda bukfi hak. Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan pendaftaran tanah pertama
kak fegalisasl aset melalui Keglatan PRONA, Kegiatan yang diblayai oleh Pemerintah melatui
Anggaran Pendapalan dan Belanja Negara (APBN) (DIPA-BPN RI), meliputi biaya Kegiatan :

1. Penyufuhan; _

2. Pengumpulan Data (alat bukiatas hak);

3. Pengukuran Bidang Tanah;

4. Pemeriksaan Tanah; _ :
5. Penertiitan SK HaklPengesahan Data Fisik dan Data Yuridis; ’
6. Penesbitan Serliplkat; !

7. Supervisi dan Pelaporan.

Untuk memastikan bahwe program strategis legalisast aset melalui Kegiatan PRONA
dibiayaf oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {APBN), maka Kepata Kantor Wiiayah
BPN Provinsi, Kepala Kantor Pertanahan- KabupatenXota dan para Koordinator serta para
pelaksana Kegiatan PRONA dilarang meminta, memungut daniatau menerima blaya apapun
dalam rangka melaksanakan pendaftaran tanah, Sedangkan biaya materal dan patok tanda batas,
Bea Pesolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan

Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA __ 5
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kekurangan pefugas ukur maka Pejabat Fungsional Pengukuran yang -bqrsifat ad hoc di Pusat
maupun di Kantor Wilayah BPN Provinsi dapat diperbantukan melakukan pengukuran di Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota yang kekurangan tenaga ukur. Sedangkan untuk mengatasi
kekurangan sumber daya lainnya sebelum ada penambahan pegawai diminta kepada Kepala

~ Kantor Wilayah BPN Provinst dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota unfuk mengoptimatkan
sumber daya yang tersedia. '

4. Pembinaan, Pengolahan Data dan Pelaporan

Bahwa untuk melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi Kegiatan PRONA dan
pendatazn seria pelaporan Kegiatan secara betjenjang dengan melibatkan Koordinator Kantor
 Wilayah BPN Proving dan Koordinator Kantor Pertanahan Kabupateanota maka dibehtuk Tim
Koordinator Keglatan PRONA BPN R qengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Naslonal Republik Indonesta, Tim Koordinator Kegiatan PRONA Kartor Wilayah BPN Provinsi
dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wiayah BPN Provinsl dan Tim Koordinalor Kegiatan
PRONA. Kantor- Pertanahan Kabupalen/Kota dengan susunen, togas dan-keanggotaan akan
diuraikan dalam Bab Wil Petunjuk Operasinal Keglatan PRONA. -

Semua data dalam rangka Kegiatan PRONA diolah secara digital sesuai dengan standar
aplikasi yang ditetapkan oléh Badan Pertanahan Naslonal R, yaitu:

" 1. ‘Data Fisik dan Data Yuridis di enfri pada Apiikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP):

2. Melakukan inftegrasi data- spasial (peta bidang tanah) dengan data tekstual (Buku Tanah dan -
Surat Ukur) pada aplikas! Geo-KKP;
Melakukan Rekonsifiasi data keuangan pada Aplikasl Sistem. Akuntam lnstanﬂ (SAI),
Melakukan rekansiﬁasi data aset pada Apﬁkasi SIMAK BMN ]
Melakukan entrl data target fislk dan keuangm pada Aplikasi SKMPP; serta .

Melakukan secara rutin (mingguan) rekonsiBiasi data anggaranltarget mencakup realisasi fisk
serfa keuangan untuk d:perolehnya data laporan SKMPP yang akurat dan dapat

dipertanggunglawabkan.

I I
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BAB Ili
TATA CARA PELAKSANAAN TEKNIS

A. Pelaksana Kegiatan

Sebagaimana telah diketahui tersama bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10

Tahun 2006 tsiah dﬂatapkan kelembagaan Badan Pertanahan Nasional, Sebagai fidak fanjut dar -
peraturan iemebut, drterbitkhn Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 3 Tahun 2006 untuk organisasi
dan tatakeria BPN-RI dan Penaturan Kepala BPN-Ri Nomor 4 Tahun 2006 untuk organisasi dan
tatakerja Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan KabupaterVKola Dalam rangka
pelaksanaan Kegiatan PRONA, tugas pokok dan fungsi darl masing-masing unit kerja adalah
sebagal berfurt:
1. Badan Pertanahan Nasional RI

Unhuk BPN-RI Tim Pengarah Kegialan PRONA terdiri dari Sekrotaris Ulama (Sestema), para

Depufi, dan Inspektur Utama (Irtama) yang berlugas sesuai dengan, tugas pokok dan fungsi

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 3 Tahun 2006,

Tim Pengarah secara fungsional melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
Keglatan PRONA pada KantorWlaym BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Unituk kelanmmn tugas pelaksanaan J(eglatan PRONA tersebut Kepata Badan Pertanahan
Nasional Republik Indohesia membenluk Tim Koordinasi Kegiatan PRONA yang terdii dari
Tim Pengarah Kegiatan PRONA dan Tim Teknis Kegiatan PRONA, Tugas Tim Koordinasi

Kegiatan PRONA adalah :

a. Melakukan pembinaan, pengawasan dan eva!uas« secara benenjang kepada koordinator
Kanlor Witayah BPN Provinsl dan Koordinator Kantor Pertanahan Kabupahenﬂ(ota terhadap
pelaksanaan Kegiatan PRONA terutama untuk keakuratan data laporan Kegiatan PRONA
dalam aplikasl SKMPP;

b. Melaksanakan rapat-apat koordinasi dan workshop dalam rangka penyusunan kebijakan
Kegiatan PRONA; -

S MémfasTitaslipenyelesalan masalah. yang berkaitan dengan pélaksanaan Kegtatan‘-
‘ PRONA. ; R

d. Menyusun idporan Rekapth:lasl Keglatan PRONA.

Tim Koordinast Keglatan PRONA bértanggunglawab kepada Kepala BPN-RI melalui Deputi
Bidang Hat Tanaly dan Pendaftaran Tariah.

Petunjuk Telmis Kegiatan PRONA 12
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2. Kantor Wilayah BPN Provinsi

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi sesuai Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 4 Tahun 2006
melaksanakan koorfinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi secara menyeluruh
pelaksanaan Keg;afan PRONA di m{ayahnya Dalam rangka pelaksanaan tugas pdkok dan
fungsi fersebut, Kepala Kantor Wiiayah | BPN Provinsi dibantu oleh :

a. Kepala Bagian Tata Usaha, yang bertugas memberikan pelayanan administrasi,
penyusunan program, dan menyiapkan bahan evaluasi serta penyusunan laporan
berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan PRONA.

b. Kepala B&dang Survei, Pengukuran, dan Pemetsan yang bertugas melakukan koordinasi,
bimhingan teknis dan pengawasan peiaksanaan pengukuran, pemetaan dalam rangka
peiaksanaan Kegiatan PRONA.

¢. Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanzh yang bertugas melakukan koordinasi,
bimbingan teknls dan pengawasan pelaksanaan penegasan konverst atau pengakwan hak,
pemberian  hak atas tanah, pembukuan dan penerbitan  sertipikat dalam’ rangka
pelaksmaan Kegiatan PRONA"

d. Kepala [Bidang.. Pengaturan dan Ponataan Pertanahan yang_bertugas métakukan
koordinasi, blmbingan teknis dan pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan
PRONA dl atas Tanah Obyek Landreform (m OL) atau Obyek IP4T.

&. Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang bertugas
melakukan koordinasi, bimbingan teknis dan pengawasan berkaitan dengan pemantaatan
tanah Negara, dan tanah terlantar serta mengupayakan pemberdayaan masyarakat datam
rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan PRONA .

1 Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengkefa, dan Konflik Pertanahan yang
bertugas melakukan koordinasi, bimbingan teknis dan pengawasan dalam rangka
penanganan dan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan pada lokasi
Kegiatan PRONA

Datarn rangka peloksanaan koordinasi secara menyeluruh, selain melaksanakan fugas
tersebut Kepaia Kanbr Wilayah BPN Provinsl dapat menetapkan tugas-fugas laln sesuai
koperiian pelaksanaan Keglatan PRONA.

3. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota *

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai dengan Persturan Kepala BPN-RI Nomor 4
Tahun 2006 melaksanakan Kegiatan PRONA mulai dar perencanaan sampal dengan

. penyerahan sertiplkat, pelaporan dan pendokumenasian, dalem rangka melaksanakan tugas
tarsebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dibantu oleh :

a. Kepala Sub Baglan Tata Ussha yang bertugas memberikan pelayanan administrasi,
penyusunan program, dan menyiapkan bahan evaluasi serta penyusunan kapora,
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dan Deputi ‘Bidang 'Hak' Tanah dan Pendaftaran Tanah selaku penanggungjawab dan Ketua
Tim Koordinator Kegtatan PRONA BPN RI.

5. Kepala Kantor Pertanahan KabupatenKola menetapkan lokasi Desa/Kelurahan di dalam
“ilayah kecamatan lokast Kegiatan PRONA sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dengan tembusan kepada Kepala BPN-RI ¢.q. Sekretaris
Litama dan Deput Bidang Hak Tanah dan Pendaflaran Tanah selaku penanggungjawab dan
Ketua Tim Koordinator Kegiatan PRONA BPN RL

6. Kepala Kantor Wilayah 8PN Provinsi dapat merevisi Kecamatan lokasi Keglatan PRONA, atas
usulan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

7. Kepald Kantor: Pertanahan Kabupalen/Kota dapat merevisl desafkehurahan lokasi Kegiatan
PRONA sepanjang memenuhi kriteria lokasi.
C. Penyuluhan. '

Sebehum pelaksanaan keglatan pengumptlan data ywidis dan fisfle diadakan penyuluhan
- untuk memberikan penjetasan program, fujuan serta manfaat, persyaratan permohonan hak,
obyek, subyek Kegiatan PRONA, hak dan kewajiban peserta Keglatan PRONA sesual. kstentuan
peraturan perundangan’ yang beriaku. Penyuiuhan - bertujuan. untuk memberitahukan kepada
pemillk tanah atau kuasanya atau phak lain yang berkepentingan behwa di Desa/Xelurahan
tersebut akan diselanggarakan Keglatan PRONA. Diharapkan dengan penyuluhan tersebut dapat
meningkatkan partisipasi, anhisiasme dan kepedufian masyarakat khususnya pemilik tanah untuk
fkut serla sebagal peserta Keglatan PRONA, dan membanty kelancaran pelaksanaan Kegiatan
1. Pelaksana - ‘

Kepala Kantor Pertanahan Kabupatenota bertanggung jawab atas terselenggaranya
penyuluhan, sedangkm pelaksanaan dapat dibantu oleh suatu Tip Penyulih/Tim CRS
(Customer Relation Servios) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan. Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota lokasi Keglatan PRONA.

2. Peserta

Peserta penyuluhan adalah masyarakat khususnya para.pemilik tanah di Desa/Kelurahan
lokasi ‘Kegiatan PRONA. Kegiatan penyuluhan dapat dilaksanakan secara berfenjang dari
tingkat aparat pemerintah Desa/Kelurahan sampai masyarakat pemfik temah. Maksud
penyu{uhan kepada aparat tersebit untuk memberikan lnfomuasi dan pengetahuan mengena1

. Keglatdn PRONA dan manfaatnya: . :

Potunjuk Tekms Kegizlan PRONA 1
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b. Kepala Seksi .$urvei, Pengukuran dan Pemelaan yang berugas melaksanakan
* pengukuran dan-pemetaan; : _
¢. Kepala Seksi Hak Tanah dan. Pendaftaran Tanah yang bertugas melaksanakan

pengolahan data, keglatan pemeriksaan tanah, kegiatan penegasan konversi atau
pengakuan hak, psmberian hak atas tanah, pembukuan dan penerbitan sertipikat;

d. Kepala Seksi Pelﬁal_ismn dan F’enataan Pertanahan yang bertugas melaksanakan
pelayanan di bidang penatagunaan tanah, dan fandreform; ,
6. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan yang bertugas di bidang pengendafian
pertanahan dan pemberdayaan masyarakat,
f. Kepala Seksi Sengketa, Konfilk dan Perkara yang berlugas melaksanakan penanganan
sengketa dan konfik pertanahan.
Dalam rangka pelaksanaan koordinas! secara menyeluruh, selain melaksanakan kegiatan
‘ brsebuti(epala KmtorPeﬂanahan Kabupataﬂ(otadapat menetapkanmgasmgasunsesua.
kepeﬂuan peiaﬁsanéén Kegiatan PRGNA "
. B. Penetapan Lokasi : i
- Dalam mengusulkan dan menetapkan obyek Kegiatan PRONA agar dilakukan secara
cermat dan felifl sesuai dengan keiterla lokas! yang telah ditentukan. Penetapan lokasi Kegiatan
PRONA hendaknya memperhatikan hasihasil darl program perlanahan yang ada di Kantor
Pertanahan Kabupater/Kola atau yang dilakukan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi pada tahun
anggaran sebelumnya terutama IP4T.
" Mekanisme penetapan lokas! Kegiatan PRONA dilakukan dengan cara sebagal besfkut ;
1. Kepala Kantor Pertanehan Kabupaten/ota menyusun daftar kecamatan dan Desa/Kelurahan
calon lokasi Kegiatan PRONA sesual dengan kriteria bokast dengan memperhatikan :

a. Jumiah masyarakat goloftgan ekonon'ﬁ lemah sampal rnenengah di Desah(ehrahan yang

besangkutan; . : i
b. Usulan/permintaan Kegiatan penferlipkatan tanah dad Pemerintsh atau Pemerintah
Daerah;

¢ Kelrsediaan Infrastrukiur pendafiaran tanah. ,

2. Kepala Kantor Périanahan Kabupaten/Kola mengusulken kecamatan, calon lokasi Kegiatan
PRONA kepada Kepala Kantor Witayah 8PN Provinsl.

3. Kepala Kantor Wllayah BPN Provins! menellti dan mengkaji usulan calon kecamatan lokasi
Kegiatan PRONA. 4

4, Kepala Kantor Wiayeh BPN Provinsi menerbitkan Surst Keputusan Kecamatan Lokasi
Kegiatan PRONA, dan menyampakan surat keputusan tersebul kepada Kepafa Kantor
Pertanahan Kabupaten/Xota dengan tembusan kepada Kepala BPN-RI 0. Sekretans Utama
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Adapun peserta yang diberikan penyuluhan mﬁﬂm kelompok masyarakat pemilik tanah,
pemuka masyarakat, lurah/kepala desa beserta aparainya, kepala dusun, ketua lingkungan,
ketua RW dan ketua RT atau pemimpin informal (fokoh masyarakat, tokoh adat, pemuka
agama, dan ketua organisasi sosial Jainnya). Kegiatan penyuluian diakukan secara langsung
melalui ceramah dan dapat dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.

Peiaksanaan penyuluhan dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan dilengkapi dengan
daftar hadir.

3 Hetodb Penyulul;lan

Unluk - dapat mencapal sasaran; Keglatan PRONA dupeﬂukan beberapa metfode
penyuhthan, sebagal berikut :
a. Penyuluhon secara langsung, y
b. Penyuiuha}'ﬁdaklangsqngdapat ditaksanakan melatyi :

1) media cetak atav

2) media elekironik.
Penyuluhan langsung disampalkan oleh penyuiuh kepada kelompok masyarakal fangsung
secara fisan di lokas! Kegiatan PRONA melafuf tatap muka. Dafam metoda inl, pesanfinformasi
dilakukan dengan ceramah dan pada akhir kesempatan dtadd(an dlsktIsi dan tanyajawab

untuk mnd@akan komunikasi dua arak antara pelaksana dan peserta Keglatan PRONA. -

Sedangkan penyuluhan idak langsung, penyaupam pesanomsi ditakukan mefaiui media
cetak {seperfi spanduk, brosur, leafiel, cetakan lalnnya) maupun media- elekironik (radio,

internet).

Semua metode ersebut ditempuh dengan maksud- untuk mempercleh hasd yang optimal
dalam memberikan pengertian, pemahaman dan pengetahuan Kegfatan PRONA.

4, Matet] Pemynluhan

Secara umum mater] atau pesan yang disampalkan dalam penyuluhan adalah penjefasant

mengenal maksud dan tujuan pendaftardn tanah, prosedur dan tata cara kerja pendaftaran

. fanah, syamt—syaral permohonan hak/pendaftaran tanah, hak dan kawaffban serta tanggung

jawab pemi!ﬂ( tanah. Diharapkan masyarakal dapat nwmpersrapkan dokumen/surat-surat buki
pemilikan/ penguasaan tanah lebih awal.

Petank Toknis Kegiaton PRONA ' ' 16
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D. Pengumputan Data {alas hak/alat bukti)
1. Petugas
Pengumpulan dan pengolfahan data yuridis dilakukan oleh Petugas yang ditetapkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kabupa...WKola yang terdini dari petugas dari Kantor Pertanahan
Kabupaten/ota dan P‘etugas DesafKelurahan setempat.
2 Mekanlsme Penqumpu!an Data

a. Kepala Kantor Pertanahan KaMpateNKota menunjuk petugas pengumpul data yuridis
dalam rangka inventarisasi dan identifikasi calon peserta Kegiatan PRONA

b. Koordinasl dengan Pamerhtah DesalKeh.lrahm '

c Pengumpul dita yuridls bertugas:
1). Mendata calon subyek Keglatan PRONA;
2). Mengumpulan dokumen bukii kepemilian tanah {alat bukti hakalas hak);

3). Menclti hubungan hukum bukj kepemilikan tanah (alat bukli hak/alas hak) dengan
subyek hak (calon peserta Keglatan PRONA);

} 4). Membuat Daftar Nominatif Caion Peserta Kegiatan PRONA meliputs
‘ ‘8). identitas calon peserta (nama umnur, alamat);

by pekedanni; .
¢} luastanah; ’
d) i’engﬁumm tanah; | ,
e) statug tanah (tanah bekas mifik adat atau tanah Negara);
f} elat bukt hakialas hak; dan
g) kelerangan (yang dianggap periu).

5). Menyerahkan daftar nominalif calon peserta beserta dokumen-dokumen hasil
penelitian kepada Kepala Kantor untuk ditetapkan menjadi peserta.

6). Menyerahkan formulir permohonan hak/pendaftaran tanah kepada peserta Kegiatan
- PRONA yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ota.
7):: Menerima permohonan hakipendafiaran tanah yang dilampii alas hak berupa ; surat-
surat tanah, bukd-bukli perolehan tanah, maupun Fin/rekomendasi berkaitan dengan
tanghnya dan fain-lain sesuaf ketentuan yang berlaku,

8} Membuat bukli penerimaan berkas, dan diserahkan kepada pemohon.
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8). Menyerahkan berkas permohonan kepada petugas administrasi Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota untuk dilakukan enfri data pada aplikasi KKP dan proses pelaksanaan
Kegialan sefanjutnya.

3 Penetapan Peserta Kegiatan PRONA

Hasil inventarisasi dan identfikasi calon peserta Kegnatan PRONA dan petugas penQUmpm
data yuridis, seian;ulnya_ diteliti ofeh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan yang telah
memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan selanjutnya ditetapkan menjadi peserta Kegiatan
PRONA dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

‘4. Permohonan Hak/Pendaftaran Tanah __

Peserta Kegiatan PRONA yang telah ditetapkan mengajukan permohonan pendaftaran
tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dan yang berkasnya sudah lengkap,
selanjutnya dibukukan dan didaftar dengan melakukan entrl pada apiikasi Komputerisasi -
Kantor Pertanahan (KKP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khusus Keglatan
PRONA, sebagal berkut
a. Entrf data permohonan untuk Kegiatan yang bersifat mesal pada aplikasi KKP dapat

dilakukan secara masat. Dengan demiklan supaya dibuat daftar pemelompokan berkas
: yang sudahlengkap datam satu desa/kelurahan. -
‘b, Pencelakan Daftar’ Isian 301 sefelah enti dota d:gunakan untok membantu dalam
" pengendalian pada pmses sdanmya :
¢. Melakukan enfri dala tahapan-tahapan proses pendafiaran tanah yang sudah seies_ai
sesual dengan:aplikasi KKP.dan apiikasi SKMPP.
d. Kontrol kwalitas hash entd data harus dilakukan untuk memastikan: .
~ Ohyek dan subyek yang dimohon tidak sedang dalam proses permohonan sporadik atau
sudah terbit sertipkatnya;
-~ Vaidasi idenfitas data pemohon/calon pemegang hak sudah dilakukan dengan Surat
Keputusan peserta Kegiatan PRONA; _
- Validasi tentang enti data isfan pada aplikasi KKP sudah sesuai dengan data yang ada
pada dokumen Data Fisik dan Data Yuridis serta data pandilkung ialnnya dalam
pennohonan hak

E. Pengukuran dan Pemetaan

, Proses pengukuran pemetaan adalah proses memastkan obyek' hak yang memenuhi .
persyaratan teknis untuk ditetapkan sebagal periik subyek hak atas tanah.

‘i. Persiapan, meliputi Kegiatan :

a. Memastkan obyek hak sesuai dengan Surat Keputusan Peserta Kegiatan PRONA dari
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;

Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA - 18
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b. Penugasan Petugas ukur dari Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota lain
dimungkinkan untuk d'mngsikan sebagal petugas ukur yang diperbantukan di- Iokasi

. Keglalan, . | :

c. 'Penun]ukan petugas ukur dengan mmperhmbangan kemampuan dan kapasnas petugas
ukur yang ada dan penugasan pada pelayanan rutin; :

d. Pembuatan Surat Tugas oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
e. Surat Pemberitahuan kepada pemohon oleh Kepala Kantor atau yang diberi wewenang;

f. lnventansas; untuk memastikan infrastruktur peta dasar pendaftaran tanah, bak yang
berbentuk hardcopy maupun softcopy, di lokasi yang ditetapkan;

g Inventarisas peta batas kawasan hulan dan kewasan lerlarang (restiction area) kain,
misainya garls sempadan jalan, garis sempadan sungal, garis pantai dan lain-ain;

h., Invéntarisasi imtuk memastikan bidang-bidang tanah terdaftar di Jokasi yang ditetapkan;

' L Persiapan pemaSangan ﬂﬁk dasar teknik, apabiia dlpedukan dengan mémpefﬂmbangkan. )
" kebbradaan TDTyarig sudahada;

'} Penggunazan alat okur GPS untuk® rnernastﬂtan posisi geografis bldang {anah dan detal
dalam rangka pemelaan bidang fansh pada sistim koordinat TM3. '
2 Pengukuran Bidang Tanah dan fkatan -
Prosedur standar pengukuran kadastral dan pemetaan bidang tanah berpedoman
pada Peraturan Pemerntab Nomor 24 Tahun 1997 dan Peratran Menteri Negara

Agrariaepala Badan Pertanahan Nasichal Nomor 3 Tahun 1997 serla Petunjuk Teknis
Pengukuran Pemetaan Bidang, Pengukuran Bidang dengan CORS,

Beberapa ketentuan khususyang periu diperhatikan dalam pelaksanaan pengukuran dan
- pametaan antara lain :

a. Pengukuran itk dasar leknﬂt unluk mendapatkan posis] kocm:nat dalam sxshm koordinat ‘
T OTMR uniuk keperkian penglkatan hasfl pengukuran bidang tanah;
b. Pemastian bahwa penetapan bafas sudah mendapat persetujuan dari pemohon dan
tetangga berbatas serta sudah dipasang tanda batasnya. Kecuall batas merupakan detall
merupakan bangunan fisik, misainya pagar, tembok di;

"~ ¢. Penetapan dan pengukuran batas bidang tanah dengan mempertimbangkan garis
sempadan jalan, garis sempadan sungai, garis pantai, kawasan hutan dan kawasan
terlarang lain (restriction area); '

d. Pembuatan sket data lapangan lebih dari satu bidang tanah dalam satu Gambar Ukur
adaiah bidang-bidang tanah yang berada dalem saty hamparan Jumiah bldang
disesuaikan dengan format lembar Gambar Ukur, :

Peurkk Tokris Kogiatan PRONA ' — T
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g Penetapan batas bidang dan penandatangan persetujuan penetapan batas (kontradiksi
delimitasi) mempérhaﬁkan kondisi dan jumiah bidang tanah terukur pada satu lembar
Gambar Ukur dan status batas bidang tanah terukur (masih batas sementara atau batas
pasti; '

f. Penandatanganan persetujuan tetangga berbatasan di Gambar Ukur dan Daftar Isian 201
halaman 1 butir {4, harus sama;

g. Data ukuran lapangan {(panjangan sisi-sisi bidang tanah, titik ikatan, deti alam, detil
buatan/bangunan, nomor-nomor fitk batas bidang tanah, titik ikatan, sket lapangan)
-tertuang-di Gambar Ukur,

h. Print out data Japangan sebagai hasil pengukuran meﬁggunakan alat ukur elektronik/
satelit, misalnya Total Station, Rover, GPS, merupakan bagian dari kelengkapan Gambar

E Utk keperhuan pemetaan dan pengambalian batas, pengukuran bidang tanah dengan
menglkatan detad fisk atau detail virtual atau gabungan keduanya. Detail fisk dilakukan
dengan menggunakan alat ukur yang menghasiikan panjangan dan sudut {misalnya
Theodoli, Msteran, Total Station), sedangkan detali virtual diperoleh dengan
menggunakan alat GPS (Cors, RTK); '

J. Kelengkapan data lapangan yang belum tertuang pada format Daftar Isian 207 harus

- dipenuhi unfuk memenuhi persyaratan teknis pengukuran bidang tanah, yaitu .
"~ Nomor/ tanggal Daftar Isian 302, Surat Ukur, Nomor Iden-ﬂﬁkas_} Bidang Tanah (NIB)
- Pemantaatan bidang tanah pada saat pengukuran |
- Nomor lembar zone TM3 peta dasar pendftaran tanah

- Namorfienis alat ukur (Théodolt, Total Station, Rover, GPS) yang digunakan. _

&k Apablla) bidgng tanali ferukur dindkasikan sudah terdaftarberseripikat dilakukan
penelitian yuridis dan feknis. Jika hasil penefitian bidang tanah tersebut sudah terdafiar,
pengukuran dibatalkan dan permhohonan dibatalkan (close) setelah dibuatkan Berita
Acara. '

I Apabila terjadi sanggahan selama proses pengumuman dan harus diiakukan penunjukan,

- penetapan dan pengukuran ulang batas bidang tanah, fika diperiukan dapat dibuatian
Gambar Ukur baru dengan mematikan Gambar Ukur lama (tidak dibuang). Gambar Ukur
dan Berita Acara Penetapan Batas Baru merupakan dokumen dan menjadi arsip Gambar
Ulkur.

m. Kontrol kualtas hasil pengukuran lapangan untuk memastikan bahwa data fisik bidang
tanah terukur: ' :

- Petugas ukur yang ditunjuk sesual dengan surat penugasan;

T . \
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’

- Sudah dilakukan validasi terhadap kebenaran posisi pengukuraii penetapan batas.
bidang tanah; ‘

- Bidang tanah terukur adalah obyek yang lnrmntum pada Surat Keputusan Peserta
Keglatan PRONA;

- Persyaratan teknis prosedur pengukuran ketel‘ lian data ukuran, pembuatan Gambar
Ukur sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam pedoman yang ada.

3. Pengoalahan Data
a. Memastkan bahwa haslt pe_ngﬁimran lapangan sastial obyek yang tercantism pada Surat
_ Keputusan Peserta Kegiatan PRONA dan berkas pemohonan yang ada; B
b. Mélakukan enty dala pada apilkas! KKP sesuai dengan data obyek ‘hak (adnmﬁbas: dan -
‘ teknisy ,
¢. Pengkartiran bidang hnah secara digital mengacu pada data lapangan pada Gambar
. Ukur;

d. Hasil ukuran luas secara digital dengan CAD dilajukan va[idasi secara hitungan las
manual secara random;

‘e. Perbedaan luas hasll hilungan dengan bukii penguasaan harus segera dﬁ(mﬁrmasl
" dengan pemohon untuk dilengkapl dengan data pendukung yang lain;
f. Pemetian bidang tanah dilakukan pada aplikasi GeokKP {KKP untuk data spasial).
Artinya setiap bidang tanah harus mempunyai koordinat dengan sfstem koordinat iasional
TM3 (geo-referance),
Untuk memasﬁkan kebenaran posisi, pioting bidang tanah dilakuksn pada peta citra;

. Penerhttan Nomor kdentifikast Badang Tanah (NiB) sebagal hasil ploting bidang tanah -
‘pada aplikasl GeoKKP, dituliskan secara manual pada Gambar Ukur dan hard copy
berkas pemeriksaan yang lain;

i. Integrasi dala spasial dengan data spasial dﬂakukan untuk memenvhi kualitas data yuridis
secaraelektronfk;,

j  Peta pendafiaran datam bentuk hardcopy tidak diperiukan, Untuk keperiuan tertentu
(misalnya pemeriksaan intemal), dapat dilakukan pencetakan {print oué) peta pendaflaran
dengan skala sesuai kebutuhan dan memperhatikan kondisi dan sebaran bidang tanah

terukur,

- k. Dalam kondisi tertentu, mlsalnya gangguan teknis pada sistem atau jaringan koneksi KKP/
GeoKKP dan sebab yang lain,-pemetaan anaiog (hardcopy) pada peta pendaftaran dapat
dilakukan dengan memperhatikan hal-hai sebagal berikut : . i _
- mengh]ndarl’ duphkasi pembuatan peta dasar pendaﬂaran pada satu wilayah

* administrasl;

Petunuk Tekmis Keglatan PRONA ' , 3
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. _ [

- secara bertahap data analog tersebut harus dilakukan digitatisast ke dalam sistem dan
aplkasi KKP/GeoKKP;

- Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemelaan bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan digitalisasi data bidang tanah terukur, setelah kendala dapat
terselesaikan. ,

Il Apabila obyek bidang tanah terukur yang merupakan obyek bidang fanah Kegiatan lain
yang sudah- pernah dilakukan pengukuran kadastral dan disetujul oleh Kepala Seksi
Survei Pengukuran.dan Pemétaan, maka tidak perlu ditakukan pengukuran lagi. Terhadap
biaya yang sudah dialokasikan untuk bidang tanah tersebul, dapat diafibken ke obyek

yang laln dehgan mengikuli aturandan prosedur sebagaimana Surat Sekretaris Utama
Nomor 498-420-Settama tanggal 17 Februari 2008;

m. Terhadap bidang tanah pada butir di atas, dilakukan kutipan (biaya nol) dengan nomor
dan tanggal Daftar Iskan 203;

n.  Kontrol kualitas terhadap hash penguluran dan pemetaan bidang harus ditakukan setiap
sub tahap Kegiatan oich pejabat struktural atau petugas yang ditunjuk.
- Memastikan bahwa semua pelayanan sudah tercakup defam aplikasi KKP/GeoKKP;
- ‘Memestikan bahwa data berkas pengukuran terhindar kesalshan {human eror) dalam ~ *
- proses eniridi apikasl KKP/GeoKKP; .
- Memastikan bahwa posisl koordinat bidang fanah terukur adalh pos:si yang benar
sesual dengan poslsi di !apangan.
- Kendala yang berkaitan dengan pelaksanaan terwtah’terﬂokumsntass dengan baik

4. Penerbitan Peta Bldangdan Sural Ulr
a. Penerbitan Peta Bidang Bidang bersamaan dengan penerbitan Surat Ukur.

b. Pencetakan peta bidang/ Surat Ukur ditakukan setelah dipastikan bahwa bidang
tanah ferukur sudah terpetakan dan terletak pada posisi/ koordinat yang benar
pada aplkasi Geokkp:

¢. Apabila selama. proses sertipkasi (befum terbit sertiplkat), terjachi pemekaran
wilayah administrasi pada bidang tanah terukur dan sudab terbit NIB, dapat
dilakukan ganti desa terhitung sejak terbitnya Peraturan Daerah. Sehingga pada
saat terbitnya sertipikat, bidang tanah terletak pada desalkelurahan hasi
pemekaran wilayah administrasi. Pada saat yang sama peta bidang dengan NIB
tama dimatikan.

- d. Peta bidang merupakan kelengkapan data untuk proses, pemeriksaan atau '
' penelitian data den digunakan imtuk proses pengumumarn (DI 201C).

e. Satu lembar peta‘ bidang bisa. terdiri dani lebih darf satu bidang tanah dengan
satu nomor peta bidang dan NIB setiap bidang tanah. Unhik mendukung

]
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periggambaran peta bidang tersebut, dicetek daftar tekstual tentang
kelengkapan data lainnya, contoh datam lampiran 6

f.  Memastkan bahwa posisi bndang tanah terukur sudah terpetakan dengan benar pada
apllkasi Geokkp.

g. Apabita selama masa proses pengumuman, terdapat sanggahan terhadap batas
bidang tanah selingga memerukan perubahan data obyek hak, dg}akulban_
penérbitan pela bidang baru dengan nomor peta bidang baru dan NIB tetap.
Terhadap Surat Ukur yang sudah diterbitkan dilakukan perbaikan sesuai dengan
kondisi perubahan yang {erjadi. 7 :

h. Peta bidang dan Surat Ukur (sebagai arsip) ditandatangi oleh Kepala Seksi
Survei Pengukuran dan Pemetaan atau yang diberi wewenang. Terhadap Surat
Ukur sebagai lampiran sertipkat ditandatangani setelah proses pengurnuman
dan tidak tet]adl sanggahan. :

i Pencetakan DI203 sebmal ketengkapan data bahwa bidang tanah sudah terbit
NIB dan terpetakan.
j- Sebelum dilakukan entr data bidang tanah dipﬁkau bahwa:

- ‘Gambar Ukur sydah lerisl lengkap nomorfanggl DI 302, nomor Surat Ukurr, NIB,
“nomor lembar zone TM3 peta dasar pendafiaran, kondisi pemanfaatan bidang fanah, . '
- narha ‘dan -lamda tahgan petogas ‘ukur/ pemohon alau kuasanyalsaksi, Surat
Pemyataan Perbedaan Luas mcaada) .sket lokasi bidang tanah.
- Hasil bifungan luas sama dengan peta bidang fanah dan DI 201C yang sudah
diumumkan, _ )
Kk Melakukan entr semﬁa data fiskk bidang taneh yang ada di apiikasi Geokkp sesual
dengan data fisik di lapangan dan data administrasi berkas permohanan
j.  Mencetak Surat Ukur (D1 207) tekstual dan spasial (bidang tanah).

m. Kontrol kuafitas . terhadap Penerbhn Peta Bidang/ Surat Ukur dilakukan untuk
" memastikan bahwa :

- NIB'yang terbit pada sehapbk!aghrmstdahtemmanualdanmuaidenganbidam-
hdang tanahterukurpadaGambthJr

* Validasi sudah dilakukan tarhadap hasﬁ entri data berkas pemwohonan pengukuran.
- Validasi terhadap hasil entri dafa tekstual dan posisi bidang data spasial.

- 'ﬁdﬁ_k ada sanggahan selama proses pengumuman, Apabila harus dlakukan
perubahan terhadap bidang tanah, ferhadap Surat Ukur yarg sudah ferbit harus
ditakukan perubahan, .

PohgoK Toknls Kegiston PRONA 2]
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F. Pemeriksaan Tanah

Pemeriksaan tanah dilakukan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A yang ditetapkan oleh
Kepala Kantor Pertanshan KabupatenKota dengan susunan keanggolaan dan tugasnya
berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik indonesia Nomor 7
Tahun 2007 'seria Pasal 83 dan 84 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1937Pemeriksaan
tanah dapat dilakukan secara kolekiif terhadap obyek yang terletak dafam satu hamparan di dalam
satu desafkelurshan yang telah ditetapkan sebagai obyek Kegiatan PRONA sesuai kondisi
lapangan.
Mekanisme pemeriksaan tanah :

1. Persiapan

a. Kepala Subbagian ‘Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota membuat surat tugas
untuk pemerﬂtsaan tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah A,

b. Kepala Subbaglan Tata Usaha Kantor Perlanahan Kabupaten/Xota membuat undangan
jadwalpemﬂksaanhnmdlapangmdansﬁmpemnksaanlmah

c.. Keta Panitia Pemeriksa Tanah A berkoordinasi dengan Pemeriniah DesafKehrahan

d. Kelua Panitia Pemerksa Tanah A enunjuk 3 {figa) orang” anggota, mk Kepala -

- Desa/Kelurahan atau Perangkat Daaﬂ(elumhan yang d’ftunjuk sebagai anggoh panitia.
2. Tugas Panflia Pemerﬂcsa Tanah A di Lapangan |

Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pemerlksa Tanah A melakukan pemerksaan lapang,

melaksanakan tugas antara lain: ' | _

a. Mengadakan penelifian dan peninjavan fisik atas tanah yang dinphon mengenai
penguasaan, penggunaan/keadaan tanzh kebenaran dan kesesuaian dift pemohon sesua
dengan bukti surat yang ditampirkan dan batas-batas bidang tanah pemasangan tanda
batasnya, keadaan fisik (kelerengan/kemiringan tanah);

b. Mengumpulkan keteranganfpenjelasan dari pemohon dan pemifik tanah yang berbatasan
alay kuasanya serta meneliti ada tidaknya keberatan dari pihak lain;

c. Menslif kepentingan umum dan kepentingan Negara/Pemerintah di atas tanah fersebut

© omeliputit 7 Y _ . - e .

- sumberfsaluran ir, jalan servituut, tugu trianggutasi atau tanda ik koordinat lainnya,
tiang/menara listrik, telekomunikasi, dan hal-hat lain yang bukan kepunyaan pemohon
tetapl untuk dimanfaalkan bagt kepenﬁngan umum, masyarakat, PemeﬂntahMegara‘

- ada atay tidaknya benda-benda purbakala atau warisan budaya di atas tanah tersebut

yang dilindungi; .
- letak tanahnya berkaitan dengan kawasan konservas, situs atau habitat tertenty yang
dilindungi;
pmrmxmmom' B
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6. Apabild terdapat Reti’eralan pada saat pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimana
dimaksud point 6 maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk
melakukan penelitian dan hasilnya dtvangkan dalam berita acara. -

- 7. Hasil pengumuman Data Fisik dan Daia Yuridis dibuatkan pengesahan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kotz.
H. Penerbitan SK Hak/Pengesahian Data Fisik dan Data Yuridis

1. Hak atas bidang tanah yang berasal dari hak-hak lama yang alat buktl tertufisnya fengkap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
BPN Nomor 3 Tahun 1997, dan yang alat bukdi tertulisnya tidak lengkap tetapi ada keterangan
saksi maupun pemyataan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2),
penetapan haknya dilakukan melalui penegasan konversi sesual Pasal 86 ayat (1) huruf a

- dengm&n‘dKemmanKapathwrPetBnathabupatenﬂ(otaymgdmtammddm
Qaﬂaf ls‘aﬂ 20, 5. A .

2. Hak atas hidang tanahyangberasaldanhak-hakhn'ﬂ yang alat bukli tertulls fidak ada, tetapi
telah dibuktkan kenyataan penguasaan fisknya selama 20 tahun sebagaimana dimaksud
datam Pasal 76 ayat (3), penetapan haknya dilakukan melalul pengakugn hak sesual Pasal 68
ayat (1) mmbﬂenganSuratKepuwsanKepala KmhrPerlanahan Kabupaten/Kota yang
dituangkan dalam Daflar isian 201.

3. Hak atas bidang tanah yang berasal dari lanah Negara penetapan haknya melalui proses
penelapan pemberian hak, dengan Surat Keputusan Pemberian Hak Afas Tanah sesuai
kewenangan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun
2011 jo. Peraturan Kepala Badan Pertariahan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 jo . Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013.

Mekanlsme Penerbitan SKfPeng&sahan Data Fisik dan Data Yuridis:

1. F'etugas pengolah data yang ditinjuk sesisai dengan tugas pokok dan mngsmya, mngmmun ‘
berkas permohonan yang ialah dilengkapl dengan ‘Surat Ukur, pengumuman untuk proses
penegasan konversl atau pengakuan hak, Daftar Islan, dan Risajlah Panilia Pemeriksaan
TanzhA.

. t

2. Petugas pengolah data menyiapkan telaahan masalah datam bentuk Risalah Pengolahan Data
sesuai dengan format yang felah ditentukan.

3. Berkas permohonan fersebut disampalkan dengan dilengkapl daftar perrnoiwnm secara
kolekiif kepada Kepala Kantor Pertanahan Kawpatem'tota melalyl hierarki yang berlaku
secara berjenjang.

4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota:

a. Mengesahkan Berita Acara Pengesahan Data Fislk dan data Yuridis dan menerbitan Surat
Keputusan Penegasan Konversi, setelah memperhatikan hasil pengumuman bagi Hak

Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA . ' i 3
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atas bidang tanah yang berasal dari hak-hak lama yang alat bukt tertulis lengkap atau
tidaklengkap; ‘

b. Mengesahkan Berita Acara Pengesahan Data Fiisk dan Data Yuridis dan menerbitkan
Surat Keputusen Pengakuan Hak setelah memperhatikan hasil pengumuman bagi tanah
Hak atas bidang lahah yang berasal dari hak-hak lama yang alat buki tertufis tidak ada.;

c. Menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas bidang tanah yang berasal dari tanah
Negara sesual kewenangannnya dan untuk penerbitan Surat Keputusan Pemberfan Hak
Alas Tanah fidak diperiukan pengumuman.

5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupafen/ota dengan memperhatikan hat-hal sebagal betfkut :

a. Pelaksanaan penegasen konversl diakukan apabila slat bukt tertlishya lengkap; "

b. Pelaksanaan penegasan Itonvemlrdﬂalmkan apabila alat buki terb:ﬁsnya tidak lengkap
{etapl adakete:angansaltsmmpunpemyataanyang bersangku!amtanarmya dikuasal

pamohon atau dikuasai oleh ovang lain atas persstujuan pemohon;

¢. Pelaksanaan pengakuan hak diiakukan apablia alat bukli tertulisnya !idak ada tetapi felah
dibuktikan penguasaan fislknya selama 20 (dua puluh) tehun bertunut turut; _

d. Kelengkapan dan kesesualan data administrasi yang| ditampirkan sebagal kelengkapan

' berkas permohonian;

e. Apabila buklf kepemiiikan sebidang tanah dimaksud tidak lengksp sebagimana dimaksud
hurut: b, pembukdian kepemifikan atas bidang tanah fu dapat dilakukan dengan bukdi lain
yang dilengkapi dengan pemyataan yang bersangkutsn dan kelerangan yang dapat
dipercaya darl sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saks! dari fingkungan masyarakal
setempat yarlg fidak mempiinyal hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampa
derajat kedua balk dalam kekerabatan vertkal maupun horizonlal, yang menyatakan
bahwa yang bersangkutari adatah benar pemilik bidang tanah tersebut

{. Dalam hal bukti-bukii kepemilikan bidang tanah tanah tidak ada sebagaimana dimaksud
huruf ¢ maka pemnhonan tersebut harus disertal dengan ;
1) Surat pemystaan dari pemohon yang menyatakan:
g) bahwa pemohon telah menguasal secara nyata tanah yang bersangkutan sefama
20 tahun stau lebih secara berfurut-turut, atau telah memperoleh penguasaan fu
darl phak atau pihak-phak lain yang telah menguasainya, sehingga wakiy
. penguasaan pemolmn da_n pendahutunya tersebut berjumiah 20 tahun atau lebih; -
b) bahwa penguasaan tanah ilu telah dilakukan dengan itikad balk; .

‘¢) bahwh penguasaan i Iidak‘pernah diganggu gugat dan karena itu dlanmap --
diakui dan dibenarkan ol¢h masyarakat hukum adat atau desakelurahan yang

bersangkutan.
Petunjuk Teknia Kagiatan PRONA T ' : g
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d) bahwa tanah trsebut sekarang tidak dalam sengketa;

e) bahwa apabila pemmyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan
kenyataan, bersedia” dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata
karena membertkan keterangan palsu.

2) Keterangan dar Kepala Desallurah dan yang disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2
(dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua
adal setompat dan/atou- penduduk yang sudah lama bertempat linggal di

. desafkefurahan Jelak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan
- Keluarga pemohon sampai derajat kedua baik -dalam kekerabatan -vertikal maupun
horizontal, yang membenarken apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat
pemyataan diatas;

g. Hasilpenelitian dan lbalah pengoiahan data; .

h. Risalah pemetiksaan tanah;

i Hash Pengumuman selsma 60 hai berunttunit pada Kanfor Pertanahan
Kabupatenota, Kantor Kecamatan dan Kantor Qesaﬂianbr Kelurahan, khusus bagi
proses konversiipengalazan hak

L Pembukuan Hak dan penerbitan sertipikat , |
1. Hak atas tanah, dan tanah wakaf didaftar dengan mmhukukannya dalam buku tanah yang
memuat Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang' bersangkutan dan’ dicatal pula pada

Surat Ukumya(_[qual 29ayat (1) Peraturan Pemarinteh Nomor 24 Tahun'1997). .

2. Pembukyan hak ;

a. penegasan konverst atau pengakuan hak dbukukan berdasarkan Berta Acara
Pengesahan Data Fislk dan Data Yuridis; '

b. pemberian hak, dibukukan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah.

3, Untuk keperivan pendafiaran hak, setiap bidang lanah yang sudah dipetakan dalam peta
pendaftaran, dibuztkan Surat Ukur. ‘

4. Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada Surat Ukur sebagaimana dimaksud
pada Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan bukii bahwa
hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam

. Surat Ukur secara hulum telah didaftar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1897 -
| {Pasaii‘Qayat(Z)PerahmPemﬂnlah Nomor 24 Tahup 1997]. . .

5. Gnfuk kepéntingeh pemigang hak atau pengesola tanah welkat, dterbikan serfpkat hek sias
~ fanah dan tanah wakal [Pasal 178 ayat (1) Peraturan Menteri Negara AgrariafKepala Badan
Pertanahan Naslonat Nomor 3 Tahun 1997]

Petunsk Teknis Kegiatan PRONA o ' B
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J Penyerahan Sertipikat

1. Sertipkat yang telah selesaidiserahkm kepada pemegang haka{au kuasanya atay datam hal
tanah wakaf, kepada nadzimya (Pasat 93 Peraturan Mentart Nagam Agrarta/Kepala Badan

th&'l Nasbnai Nomor 3 Taln 1997)
2 Penyetahmsefﬁpﬂ:at dupayakan ditakikan secara be:tahap tidak harus metringgis seluruh
target Keglatan sefesal. |
" 3. Penyerahan sertiplat mmmmmpmmmmmw&omm
dﬁmklatandandhta&antandaterm o
Petryuk ok Regieton PRORA k k&
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,_ BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN KEGIATAN PRONA

A Perencan oy Kegiatan danAnggaran o ;
1. Mekamsme Perencanaan dan Fenganggaran Kegiatan PRONA

Proses/mekanisme pefencanaan dan penganggaran Kegiatan PRONA dllaksanakan
dengan sistem berjenjang dan perpaduan antara perencanaan dari daerah dan kebijakan
pusat, dengan meiahmahapan sabagaiberﬂem
a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupafenﬂ(ota menyampakan usulan Kegiatan dan anggaran

Kegiatan PRONA kepada Kepala Kanior Wiiayah BPN Provinsi dengan dilampiri TOR dan -
RAB paling lambat akhir butan Januari tahun anggaran sebelumanya (T-1);

b. Kepala Kantor Wilayash BPN Provinsi menyampalkan usulan Kegiaten dan anggaran
Kegiatan PRONA yang melipuli seluruh Satuan Kerja (Kantor Witayah EPN Provinsi dan
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ke Biro Perencanaan dan Kerjzsama Luar Neger dan
tembusannya disampaikan kepada Deputi Teknis terkaﬂ. pada. awa! bulan Febmaﬁ unbuk -

N 1ahun anggaransebehmmyaﬂ‘-ﬂ : .

c. Untuk mensmkronkan usulan Keglatan dan anggaran Keglatan PRONA, Sekretaris Utama
melalui Biro Perencanaan dan Kefjasama Luar Negeri mefaksanakan koordinasi dengan
Deputi Teknis terkait,

d. Setelah mefalyi prosesahapan usulan, pembahasan penelaahan di BAPPENAS, DPR-RI,
Direktorat Jenderal. Anggaran, usulan Kegiatan dimaksud ditetapkan menjadi DIPA Induk
dan DIPA Petikan;

6. Untuk tindak lanjut pelaksariaan DIPA tersebut, seliap Satuan Kerja (Satker) mengesahkan
Petunjuk Operasional Kagiatan {POK);

1. Sebagai pelaksanaan Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1990,
masing-masing Satuan Kerja menyusun Program Kerfa Tahunan yang memuat :

' 1) Besamya alokas anggaran dan sasaran hasil usaha; ‘
"oy Rencana‘]adwalponm dana dah pencapaian sasaran keuangan; -
3) Rencana jadwal pelaksanaan Kegla!an dan pencapaian sasaran Kegiatan;
g. Revisi DIPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2 Prosedur Perencanaan . '
Prosedur perencaaan dalam rangka -pe!akﬁanaan Kegiatan PRONA sebagai berikut :

a. Rencana Program Kerfa Tahunan (RPKT)Rencana Kegiatan Prioritas (RKP) termasuk
rencana pengadaan barang dan fasa dibuat oleh penanggungjawab Kegiatan PRONA di
Kanlor Pertanahan Kabupaten/Kota pada awal triwulan pertama pada tahun Kegiatan

Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA k")

. . . .
N S - - - - . .
. . 4 ' " . » .
J_ '

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/42097 .pdf

berfalan dan harus disampaikan kepada penanggungjawab Kegiatan PRONA Kantor
- Wilayah BPN Provinsi dan BPN-Ri pahng tambat pada bufan Januari tahun berjalan untuk
dievaluasi dan dikonsolidasi, .
b Penanggungja.~ Kegiatan PROMA Kantor Wilayah BPN Provinsi membuat RPKT/RKP
pada akhir bulan Januari tahun berjalan dan melaksanakan kampilasi RPKT/RKP serta
membuat rekap penggunaan anggaran;

c. Hasi kompilasi tersebut harus disampaikan kepada penanggungjawab Kegiatan PRONA
paling tambat bulan Februari tahun berjalan, untuk sefanfutnya penanggungiawab Kegiatan
PRONA BPN-RI melakukan rekapituasi rencana aiokasi untuk memonitor penggunaan
anggaran tersebut;

* d. Penanggungjawab Kegiatan PRONA BPN-RI menyampakan rekapitulasi keseluruhan
RPKTRKP dan rencana pengadaan barang dan jasa kepada Sekretaris Utama paling
lambat akhir butan Februari hhun berjalan;

€ ‘Semna dokumen disampaikan datam bentuk hardcopydausofbopy
3. Perencanasn Pelakbarasn KoglatanPRONA ' _ |
a. Sellah DIPA dierima, diakukan-penefiion terhadap is] DIPA fentang hakhal sebagai
-berdart ; o
1) Program, Kegiatan dan sub Kegtatan yang memuat anggaran Kbgiatan PRONA;
2) Ketersediaan anggéran dan fisk Kegiatan (target fislk dan keuangan).

b. Penyusunan POK berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian DIPA. Penyustinan
POK ini selanjulnya disatukan (dfintegrastkan) dengan. Kegiatan iainnya ke datam POK
Satuan Kerja;

¢. Penyusunan Petunjuk Operasional Keg:alan {POK) dan revisi POX/DIPA kebih realistis sesual
kebutohan satker.

. Penyiapan mshumen pemantauan dan evaluasl seria pelaporan yang terdir atas:
: 1 Furmat hmuﬁrpenmmum dan evaluastserta pelaporan; |
2) Penetapan waktu pelaporan dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan;

3) Penetapan mekanisme pelaporan dar petugas lapang hingm Kepala Kantor
_ Perlanahan Kabupaten/Kota;
¢. Penyusunan Laporan Awal yang berisi target fisikk dan keumganfanggaran serta
~ permasalahan-permasalehan yang dihadapi. :

B. Keuangan ,
Mengenal pertanggungjawaban keuangan, pembukuan, dan Revisi DIPA dan POK
Kegiatan PRONA agar dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Anggaren Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran berkenaan. Pengeluaran kepada phak ketiga agar
Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA ! 3t
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sesuai keténfuan dan dibuatkan fincian realisasi pengeluaran serta didukung bukh pertanggungiawaban
yang lengkap sesual ketentuan yang berlaku, -

Untuk dnclan volume pada POK, volume Kegiatan yang belum di'rinci dan masih benipa
PAKET/BIDANG yang masih mem..’kan urafan penggunaan lebih lanjut agar dibuat Tata Cara
Kefja yang di dalamnya terdapat rincian biaya untuk mempermudah pertanggungjawaban, antara
lain ;-

1. Penyuluhan
a Bahan: ATK, brosur dan lain-ain
b. Blaya Penyuluhan, dipergunakan antara lain :
- konsumsl, sewa fuangan, sewa kursl, sewa sound dan lain-aln
blara iranspmidan uang harten petugas. mnyuluh
2 ngumpulan Data {afat huktl/alas hak) '

a Bahan : ATK, cetak formullr dan kaii-tain

b. BlayaPengumpuiDala bmdaﬂpemgastKantorPEMMKabupatenﬂ(otadm
petugas darl - desa*ehuahan,mmlakmakanpendataancahn peserta Kegiatan
PRONA, bukfi pemifikan (alat bukii hak/alas hak), data pendukung di Desa, penyerahan
formulr dan penerimaan permohonan pendaftaran hak atas tanah pertama ka; |

¢. Horiorarium Pengolah Data melipuli pemeriksaan: kelengkapan berkas permohonan,
pembuatan Daftar Nominaiif Calon Peserta Kegfatan PRONA ( riama, luas, alat bukti
hak/alas hak, penyiapan penetapan peséfta dan enlry data permohonan pendaftaran tanah
(Daftar Islan 301), daflar permohonan pengukuran (Daffar Isian 302) dan daftar
penerimaan uang muka biaya pendaftaran tanah (Daftar Isian 305)

- 3. Pengukuran dan Pemetaan .
4. Bahdn: ATK daﬁ-lain-ilain .‘ ' '
b. Penguluran lapangan :
¢. Honor pengolahan data pengukuran melipufi antara Jain:
*  Penghitungan Koordinat Batas Bidang Tanah
» Pembuatan Peta Bidang Tanah/Surat Ukur
s Pemetaan Indeks Grafik;

- = Kendali muty Pemetaan
. Kendak muty Pengukuran '
= Kendak mutu keabsshan Peta Bidang Tanah /Surat Ukur;
. Pembulman Peta Bidang Tanah/Surat Ukur

‘. Pangars;pan warkah pengukuran .
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4. Pemeriksaan Tanah
a. Bahan:ATK, form Daftar Isian 2011 Vd'an lain-tain '

b. Blaya pemerksaan tanah ke lapangan, biaya operasional 3 (figa) orang anggota Panitia A,
yang bertugas di lapangan femw.uk Kepala DesaKelurahan atau Perangkat
Desa/Kelurahan yang ditugaskan sebagai anggota. Hasilnya dituangkan dalam Berita
Acara Pemeriksaan Lapang dan Daftar Isian 201 (untuk penegasan kanversifpengakuan
hak);

c. Honorarium pemeriksaan {anah dalam rangka Sidang Panifia A: Ketua, Wakil Ketua,

. Anggota dan Sekretaris Paniia yang hasinya dstuangkan dalam  Risalah Panitia-
Pemenksaan Panitia A atau Risalsh Penelihan Data Yuridis dan Pepetapan Batas (Daflar
isian 201).; o

5. Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Fistk dan Data Yuridis (Pan_étapan Hak)
a. Bahan : ATK, penggandaan SK, pengiriman SK dan lain-lain
b. Honorarium pengolahan data dalam rangka ;

» . Pembuatan Surat Keputusan Pemberian Hak unfuk tanzh Negara atau Pengesahan
~ Data Fisk dan Data Yuridis untuk penegasan konvers atau pengakuan hak'(mefiputi :
Pengumuman Data Fisik dan Deta Yuridis Daftar Isian 201 B, Daftar. Data Fisk dan
Data Yuridis Daftar Isian 201C, Berita Acara Pengesahan Data Fislk dan Data Yuridis
Daftar isian 202 serta Surat Keputusan Penegasan KonversiPengakuan hak Daflar
Isian 201.

=  Kendahi mutu alal bukti hai/alas hiak, dasar Surat Keputusan Pemberian Hak untuk
. -tanah Negara atau Pengesahan Deta Fisik Dan Data Yiridis untuk penegasan.
' konversi atdu pengakiian hak (mehpm:  Pengumuman Data Fisk dan Data Yuridis
Daftar Isian 201.B, Daftar Data Fisik dan Data Yuridis Daftar Isian 201C, Berita Acara
Pengesahan Data Fisik dan Dafa Yuridis Daftar Isian 202 serfa Surat Keputusan
Penegasan KonverslPangakuan Hak Daftar isian 201. .

» Kendali ruty materi Surat Keputusan Pemberlar Hak unfuk tanah Negara atau
Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis unfuk penegasan konverst atau pengakuan
hak-{meliputl + Pengumuman Data Fistk dan Yuridis Daftar Isian 201 B, Daflar Data
Fisik dan Yuridis Daftar Isian 201C, Berita Acara Pengesahan Data Fisk dan Data
Yuridis Daftar Isian 202 serta Surat Kepulusan Penegasan Konversi/Pengakuan hak
Daftar Istan 201.

» Kendall mutu keabsahan Surat Keputusen Pemberian Hak unfuk tanah Negara atau
Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis untuk penegasan konvers] atau pengakuan -

" hak (mefipuf : Pengumuman Data Fisk dan Yuridis Daflar-Isian 201 B, Daftar Data

Fislkk dan Data. Yuridis Daftar jsian 201C, Berita Acara Pengssahan Data Fiskk dan

t.
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Data Yuridis Daftar Isian 202 serta Surat Keputusan Penegasahn KonversiiPengakuan
hak Daftar Isian 201).
* Pembukuan Surat Keputusan Pemberian Hak untuk tanah Negara atau Pengesahan
Data Fistk dan Data Yuridis unfuk penegasan konversi atau pengakuan hak {meliputi :
Pengumuman Data Fisk dan Data Yuridis Do...i Isian 201 B, Daftar Data Fisk dan
Data Yuridis Daftar Islan 201C, Berita Acara Pengesahan Dala Fisik dan Data Yuridis
Daftar Isian 202 serta Surat Keputusan Penegasan KonversiPengakuan Hak Daftar
‘Isian 201}, )
- = :Pengarsipan warkah Sural Keputusan Pemberian Hak unfuk tanah Negara atay
~ * Pengesafian Data Fistk dan Data Yuridis untuk penegasan konversi-atau pengakuan
hak (meliputi : Pangumuman Pata Fisik dan Data. Yuridis Daftar Isian 201 B, Daftar
Data Fisik dan Daja Yuridis Daftar isian 201C, Berita Acara Pengesahan Dala Fisik
dan Data Ywidis Daftar fsian 202 serta Surat Keputusan Penegasan
. KonversiPengakuan Hak Daftar Isian 201).
6. Penerbitan Sertipikat |
 a Baham:(ATR)
b, Hmorarium Petugas Pembulaian Hak dan Penerbitan Serlipikat:
s Pemerlksaan kelengkapan berkas permohonan;
. Pelﬁbukuan permohonanventry data;
» Pembuatan draft/konsep pencatatan pendafiaran;
. Pencetakam pendafiaran buku tanah/sertipiiat,
= Kendak motu pencatatan pendaiaran; |
«  Kendali muty materi pendaﬂamn
» Kendal mutu keabsahan pendaftaran; ;
»  Pembukuan penyelesaian pekerjaan dan biaya (Dafiar isian 208 dan Daftar lsnan 307);
= Pengarsipan buku tanah;
» Pengarsipan warkah pendafiaran.
7. Supervisi dan Pelaporan
a. Bahan :ATK, panggandaan, pengiriman dan lain-taln
b, Biaya Supervisi Kantor Wiayah BPN Provinsi ke Kantor Pertanghan Kabupalenn(ota
‘c. Blaya Penyershan sertipikat (Daftar Isian 301A);

'd. Biaya Penyusunan Iaporan

1]
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d. Laporan Bulanan;
e. Laporan Triwular;
. Laporan Barang;
g. Laporan Akhir, yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Hasit Pekerjaan
E. Evaluasi dan Pélaporan Keuangan ' ’
Laporan harus -dibuat'.s,ecar?a periodik oleh semua pelaksana Kegiatan PRONA {(BPN-R!, Kantor
Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota). Laporan pada manajemen paling

bawah mernspakan data laporan konsofidasi manajemen di atasnya. Setara garis besar arus
laporan datam Keglatdn PRONA seperti dalam bagan di bawah ini:

Mekanlsm penyampaian laporan Kegiatan PRONA sebagal berikut :

1. Laporan Awal

a. Penanggungjawab Kegiatan PRONA bersama- PPK pada Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota tembuat dan menyampaikan laporan awal Keglatan yang berisi dokumen

- . RPKA kepada Kapala Kantor Pertanahan Kabupatenﬂ(ota palmg lambat- 14 (empgt belﬁ),_

' hari setelah dikeberkannya POK. - »

b. Laporan awal Keglatan PRONA-tersebut paling lambat 30 (liga puluh) hari setelah
dikeluarkannya POK (selambatambatnya pada akhir buian Februari tahun anggaran
berjalan} disampaikan oleh Kepala Kanlor Pertanahan Kabupatep/Kota kepada Kepala
Kantor W‘Hayah BPN Provinsi dengan tembusan kepada :

1) Sekretaris Utama Up. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Neger, (untuk
keperluan mnttoﬂng dan evaluasi);

Pemmimxagamrm %
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2) Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendafiaran Tanah Up. Direkiur Pendaftaran Hak
Tanah dan Guna Ruang (untuk keperiuan pengendalian teknis dan taporan konsolidasi
Kegiatan); _

e. Tim Kegiatan Prona Kantor W‘Iarah BPN Provinsi dan Tim Kegiatan PRONA BPi-1l
" membuat :laporan: Konsolidasi dari: laporan awal Kegialan yang diterima  dan
menyampaikannya kepada Depull Bidang Hak Tanah dan Pendaflaran Tanah dan

Sekretaris Utama paling lambat pada tanggal 15 Maret tahun berjalan,

d. Laporan fishk dan keuangan secara periodik dan berkesinambungan, (paling lambat tanggat

5 (lima) bulan berikutnya) disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

kepada Kepala Kantor Witayah BPN Provinsi Up. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala-
Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dengan tembusan disampalkan kepadia:

1) Sekretaris Utama Up. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.
2) Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendafiaran Tanah Up. Direktur Pendaftaran Hak
Tanah dan Guna Ruang.

e. Tim Keglatan PRONA Kantor-Wilayah BPN Provinsi membuat laporan konsolidasi dari
C masing—maslngl(am%nahan Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Tim
"' Kegiataw PRONA BPN-RI pafing lambat tanggal 15 {fima belas) bulan betikuinya, dengan -
tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayahh BPN Provinsi dan Tim Kegiatan
PRONABPN-RL,

. Tim Kegiatan. PRONA BPN-R! membuat faporan konsofidasi dari masing-masing provinsi
dan menyampaikannya kepada Depuli Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan
Sekretaris Utama.

2. Laporan Akhir

Laporan akhir Kegiatan PROMA dalam bentuk hardcopy dan softcopy. disampalkan oleh
Kepala. Kanior Perianahan Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi
pafing lambat 30 (figa putuhj hari setelah penutupan tahun anggaran 31 Desember atau
selambat-lambatnya tanggal 31 Januari, dengan tembusan disampalkan kepada:

a. Kepala Badan Pertanahan Naslonal Republik Indonesia; . )
b. Sekretaris Utania Bidan Pertanahan Niskonal Repubi indonesia;
¢ Inspektur Utama Batan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;.

d. Depuli Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik
indonesia.

Petinjuk Tokns Kegiatan PRONA. ) 37
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BABV
PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN

. LT
A Unmum
Sengketa pertanahan yang terdepat dalam Kegiatan PRONA antara lein adanya

keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak lain ferhadap pensertipikgtan tanash atas nama
peserta Kegiatan PRONA. Ruang fingkup keberatan tersebut dapat mefiputi :

1. Keberatan atas batas bidang tanah, prioritas untuk memperoleh hak atas tanah obyek Kegiatan
PRONA atau kepemilikan tangh;

2. Sengketa perlanahan yang sedang dalam peryelidikan oleh pihak yang berwaiib;
3. Perkampertanalmnyang dalam proses penyelesaian di pengadilan. -

Terkal dengan kondist fersebut, telah ditetapkan ketentuan mengenal pengelolaan
pengkafian dan penanganan kasus perlmshan sebagaimana Perafuran Kepala Badan Pertanahan

L Naslonal Republik hdoneaa Nomor 3 Tahon 2041 tentang Pengelolsan’ Pengkapan dan-
Penanganan Kasus Peuhnahan yang ruang Hngkupnya mefiptti :

1 Pelayanan Pengaduan dan Informasi Kasus Pertanahan;
2. Pengkajian Kasus Pe:tanahan
3. Penanganan Kasus Pertanahan;
" 4, Penyelesaian Kasus Pertanahan; dan
5. Bantuan Hukum dan Perfindungan Hukum.
8. Penanganan Sengketa

Sengketa pertanahan dalam lokasi pelaksanaan Kegiatan PRONA dapat terjadi setiap saat
- selama proses Kegiatan PRONA sampal dengan penerbitan serfipikat tanah, Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahin 1997 jo. Peraturan Meniterl Negara Agraria!l(epala Badan
Pertanahan Nasional, Nomor 3 Tahom 1997 dan Pesaturen Kepala Badan 'Pertanahan Nesiona!
Repubiik Indonesia Nornur 3 Tahun 2014, penangmm masalah/sengketa dapai ‘ditakukan di luar
pengadiian. Adapun proses penanganannya sebagal berfkut :
1. Penerimaan keberatan atau pengaduan

Keberatan atau pengaduan dapet diajukan secara tertus steu isan. Namun demikian untuk
. pertanggungjawaban adrninistrast dan sebagai bahan pembuktian, pengaduan yang diajukan
secara lisan harus ditulis oleh petugas untuk dimintakan tanda tangan oleh pengadu.’ '

2. Mencatat keberatan alay pengaduan
3. Menéliii dan mengkajl pokok pennas.alahan untuk menentukan :

Petumik Toknis Kegiatan PRONA - ‘ 5
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a. Kebemtanlpengaduan tidak beralasan
‘ Keberatanlpengaduan dianggap tidak beralasan apablla

v Pengadu fidak mempunyal hubungan hukum atau fidak mempunyai kepentingan
dengan tanah yang diadukannya;

'

»  Pengadu fidak mempunyai kompetensi atau kewenangan.
b. Keberatan/pengaduan beralasan
S’eballknya suaty keberatan/pengaduan dianggap beralasan apabila
. Peng'adu merapunyai hubungan hukum'alau mempunyal kepentingan dengan tanah
yang diadukannya;

» Pengady mempunyal kompetensi atau kewenangan uniuk mnga;ukan keberatan
dimaksud, .

4, Penanganan kequatan yang lidak beralasan

» Apabila dianggap Bdak beralasan maka kabaratanlpengaduan yang diajukan oleh pengadu
tersebut dinyatakan "fidak dHierima’. Untuk i kepada-pengadu dibertiahukan secara
tertufis mengenal tidak diterimanya keberatan yang bersangkutan;

» Sebagal konsekuensi dari dak diterimanya keberatan tersebut, pmses Kegiatan PRONA
atas bidang tanah dimaksud dilanjuikan.

5. Penanganan keberatan yang beralasan

Yang dimaksud dengan keberatanpengaduan yang dianggap beraiasan bukan merupakan

suaty kebenaran atas adanya hubungan hukum yang sah antara pengadu dengan tanahnya.

Penentuan kebenaran hubungan hukum tersebut harus dikaji melalui pembuklian keperdataan,

berupa buktt surat, saksl, pengakuan, petunjuk, maupun sumpah, serta kenyataan fisk tanah

dan hubungan fisk dengan fanahnya. Hal Inf berarti bahwa kebefatanmengaduan yang .

dianggap. beralasan lersebut belum fenfu menyebabkan diterimanya pengaduin yang -

bersangkutan, bahkan apabia fidak dapat dibuktikan secara sah keberatan yang bersangkutan

dapat ditolak. :

Untuk menentukan diterima atau ditolaknya keberatan/pengaduan tersebut maka mekanisme

penanganannya adalah sebagai berikut :

a. Pama phhek (phsak pengadu dan pihak yang diadukan) dipanggit untuk dlselesaikan
permasalahannya; -

" b. Para phak dipersilahkan negosiasi sendiri untuk melakukan penyelesaian secara damai

dengan memberikan batasan wakiu;

c. Apablla diperiukan Kepsla Kantor Pertanahan dapat mengupayakan penyélesaian
masalah tersebut yang dapat diterima kedua belah pihak;

Pebrd TR R PROA T — %
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d. Untuk dapatt‘diﬁndéldanjuﬁ, hasil penyelesaian tersebut harus dapat diterima secara
sukarefa oleh kedua belah phak.-Untuk it hasil penyelesaian harus dituangkan dalam
bentuk surat kesepakatan yang ditandatangani kedua belah gihak;

6. Apabila penyelesaian secara damai dalam wakiu yang ditentukan tidak -dapat diterima
maka kedua belah pihak disarankan untuk mengajukan penyelesaian melalui pengadilan;

f. Hasil penyelesaian tersebut di atas dicatat dalam register yang disediakan.
C. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa

Setelah sengketa yang diajukan dltangam secara komprehensif maka hash
penyelesaiannya ditindakianjuti ;

1. Terhadap sengketa yang diselesakan di pengaditan, atau disarankan untuk diseiesaikm
melalui pengadilan, maka proses Kegiatan PRONA atas bidang tanah tersebut ditunda sampal
terdapat pufusan, pé gacman yang tetah memperaleh kekuatan hukum fetep (inkracht van )
gewjsde), . ] ,

2 Apabia telah tendapat putusan pengadian yang telah memperolehr kekuatan hukum tetap,
maka tindak lanjut proses Kegiatan PRONA atas bndang tanah yang bersangkutan ciakukan
sesuai dengan pufsan dimaksud;

3. Apabila berdasarkan keputusan penyeleéaian secara damai tidak menyebabkan perubahan
Data Fisik dan Data Yuridis, maka proses Kegiatan PRONA dilanjutkan sesuai dengan Data
Fisik dan Data Yuridis yang diunmnkan

4. Apabila berdasarkan keputusan penyelesdian secara damal menyebabkan perubzhan Data-
Fisik dan Data Yuridis, maka proses Kegialan PRONA dilanjutkan dengan melakukan
perubahan Data Fistk dan Data Yuridis sesuai dengan kesepakatan dimaksud dan kemudian
diumumkan. )

Semua kebetatanlpengaduan yang diajukan, perkara di pengadiian, dan keputusan
penyelesalannya dicatat dalam register yang disediakan.

D. Pemantauan dan Evaluasi i’enyelesaian Pengaduan

Tim Koordinasi Kegiatan PRONA melskukan pemanfauan dan evaluasi ferhadap
penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dengan Keglatan PRONA dengan tugas, mefiputi :
1. Pengadministrasian dan penatausahaan seluruh dokumen yang terkait dengan panerimaan, -
- penanganan, dan penyelesaian pengaduan; '
2. Penyusunan laporan intemal yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenal jenis
pengaduan, permasalahan, dan onalisa penysbab ferjadinya pengaduan serta
menyampaikannya kepada Pimpinan BPN-RI secara petiodik;

3. Pelaporan proses dan hasl penyelésalan pengaduan;

L S
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BAB VI
PENUTUP

1. Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan PRONA
oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wllayah BPN Provinsi dan Kanlor
Pertanahan Kabupaten/Kota.

2. Penyelenggaraan Kegiatan PRONA bertujuan memberikan pelayanan pendafiaran tanah pertama
kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepal, dan murah dalar rangka percepatan -
pendaftaran tanah di selmuh Indonesia diutamakan bagi golongan ekonomi emah sampal -
menengah. : .

3. Pelaksana Kegiatan PRONA agar meneliti dan mempelajari Daftar Isian Peiaksanazn Anggaran
(DIPA) tzhun berkenaan dan sesual Petunjuk Operasional Keglatan (POK) sehingga diharapkan
pelaksanasn Kegiatan PRONA dapat berjalan lancar dan fidak menimbulkan kesalahan atau
kerugian kepada Negara. _ ‘ .

4. Proses pengelolaan keuangan Keglatan PRONA agar dilaksanakan sesuai Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Perdapatan dan Belanja Negara {APBN) Tahun Anggaran beikenaan.

3 5. Kepala Karitor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota agar segera

menyusun jadwal pelaksanaan operaslonal Kegiatan PRONA di Iapangan sesuai dengan kondisi

% wilayah masing-masing.

HE B Dalam memproses penetapan hak atas tanah hendaknya dilakukan dengan cermat dan tefit

f berdasarkan peraturan perundang—undar;gan serta berdasarkan atas buldi alas hak dan

kelengkapan yang memenuhi persyaratan -administrasi, formal, teknis dan yuridis, sehingga tidak

menimbulkan, sengketa atau cacat hukum di kemudian had serla menimbulkan keresahan
masyarakat. - '

7. Terhadap peserla Kégiatan PRONA yang mengajukan permohonan sertipikat melalui proses
‘Kegiatan pemberian hak afas tanah Negara atau melalul penegasan konversiipengakuan hak,
dibebaskan dad biaya pelayanan Keglatan perianahan sebagaimana dimaksud dalam. Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Ates Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berfaku Pada Badan Peranahan Nasional, karena biaya dalam rangka Kegiatan

PRONA tefah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

8. Segala biaya yang timbul akibat dari penyediaan/penyiapan alet bukfi perolehan kepemifikan tanah
.~ {alat bukiifgtas hak), surat-surat lain yang diperiukan, patok batas tanah serta Bea Perolehan Hak - '
Atas' Tandh: dan/atau Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan atas Penghasllan dari
Pengalfhan Tanah dan/atay Bangunan (PPh) bagi peseria yang terkena kefenfuan BPHTB dan
PPh menjadi kewafiban pesérta Keglatan PRONA. .

Penaiiik Toknis Kogiatan PRONA
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9. Peserta Kegiatan PRONA bertanggungjawab secara pribadi atas segala akibat hukum baik secara
perdata maupun pidana mengenai kebenaran formil dan materiil atas alat bukiifalas hak dan
penunjukan batas-batas bidang tanah dalam pendaftaran hak atas tanahnya.

10. Apabila terjadi masalah atau sengketa i bidang pertanahan sedapat mupgkin drselesaikan di
daersh berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pestanahan Nasional Republik Indonesia ‘Normor 3
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkaj:an dan Penanganan Kasus Peﬂanahan sefta agar
dilaporkan kepada Tim Teknls Kegiatan PRONA BPN-RI.

11. Dalam rangka kelancasan pelaksanaan koordinasi secara menyeiuruh, Kepala Kantor Witayah BPN
Provinsi dan Kepala. Kantor Pertanahan. KabupatenfiKota dapat menetapkan tugas-ugas lain
sesual keperiuan pelaksanaan Kegiatan PRONA

f 12. Pelaksana Kegiatan PRONA agar secara terfib membuat laporan bulanan, friwulan dan akhir tahun

dan melaporkan secara berjenjang dari Kantor Pertanahan KabupatenKota kepada Kantor
* Witayah 8PN Provinst, dan ,da‘i Kantor Wilayah BPN Provinsi kepada Badan Perianahan Nasional
Repubik Indonesla.

13. Penglriman laporan surat menym'at dan kain-lain terkait Kegiatan PRONA ditujukan kepada. Tim
Teknis Kegiatan PRONA BPN-RI, Ji. Sisingamangaraja No.2, Kebayaran Barv, Jakarta Selatan.

-

!. 3

£

an. Kepaia Badan Pertanahan Nasibnal Republik Indonesia,

Potunjoik Toknis Kegiakan PRONA

1
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Repubilk indonesia (RENSTRA BPN-RI) Tahun 2010-2014;

27 Pemiyran Kepela 8PN R} Nomor 1 Tabun 2011. mMmh-nKmmummmkm
Teanah dan Kegiaten Pendafiaran Tamsh Tersenir;

28. WMMNMSTMMIMMMPMMBPNmmi
?hunmﬂhnde&npmmemmPMhnMMTMdmmmmMTm

hhnhhkm _-.u- BPN Pro

m
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4 SQBWahf dori tanmh Negara {Peraliran Klpah BPN R Nomor 1.;!'ahuri 2010}

Pelaksanaan kegiatan dilakukan 1 (satu) Wahan anggaran

1.Knmmh|'danPrhhr
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3, Formulir Pandafsran/Permohonan
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Peisyaratan

Formulir permohonian yang diidsi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materal cukup

Surat Kuasa apablila dikyasakan

| Fotocopy identitas {KTP, KK) yang

telah dicocokan dengan aslinya

oleh petugas ioket - _
Bukt] pemllthan tanzh / alas hak - e ) o
millik sdat / bekes mifik adat '
Foto Copy $PPT PBB Tahun berfatsr *

yang telah dicocokkah dengan -

aslinyz olgh petugas loket dan

_penyerahar bukt SSB (BPHTB)

Melampirkan Bukt] 55P / PPh sesya_}

‘ n..‘ | - » . N
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KATEGORI
SERTIPIKAS] HAK ATAS TANAH

-.S‘TANDARﬁIAYA ‘ -
AR T : . PROVINSI
. , . _ _ } KELUARAN(SBIQ | ' s

T [Kategod1 . - 750,000 | Propinst Papua, Provinsi Papas Barat, Propinsi
i NTT, Propinsi Maluku, Propingi Maluku Utara
k

2 [Kategori It — 600,000-| Propinsi Sulteng, Provinsi Sulira, Propinsi
' NTTB, Propinsi Kepri, Propinsi Babel

8 [Kitegod T~ ' 500,000 | Propingi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi
[Sumiaiers Utars, Propinsi Sumatera Barat,

: Propinsi Jambi, Propinsi Sumatera Selatan,
: " |Bropinsi Bengkulw, Propinsi Lampung: Propinsi
Gorontalo - . A

".'.".ﬁﬁ"a;‘, . T 200000 | Froriai Kl T T

S [Kategori ¥ T " 300,000 | Propinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Propinsi
: ; Jawi Basat, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi DI
Yogyakarta, Propinsi Jawa Tiowur -

b
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_ RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB} ,
. KEGIATAN LEGALISASI ASET (SUMBER DANA RM) UNTUK 50 BIDANG

’
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NO : _
XEGIATAN/TAHAPAN KATEGORI] | KATEGORI 11 | KATEGORI Il | KATEGORI IV mncong PROSENTA SE
1Y 2 3 4 ] & 7 8
- A {Penyulahan 3,190,000 2,750,000 2,070,000 | 1,470,000 , 950,000 ‘su
. T
B {Pengumpulan Data {alat 8,275,000 3,575,000 %,895,000 2,295,000 1,775,000 Py
Hbulii hakdalas bak) , _
C |Pengukuran Bidang Tanah - 17,375,000 15,675,000 13,055,000 10,355,000 7,175,000 ﬁ
D [Pemerikspan Tanah 5360000 4,700,000 3.680,000 2,780,000 2,000.000
. - . . . - ‘ ] . + ] . o """‘_l
E [PenebjtinSK. ¢ © - ¢ | 1,500,000 1500000 - L500,000 1,500,000 1,500,000 ﬂ
" [HK/Pengesshan data fisik s . .
dan yuridis ‘ : *
F [Penesbitan Sertipikat 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0]
. . ¥
G |Supervisi dam Pelaporan . 300,000 300,000 300,000 100,000 100,000
- - JUMLAH 37,500,000 { . 30,000,000 25,000,000 | .. 20,000,000 | 15,000,000 190}
: ": . ..5' : 1 W
! ,

e e e i ——————
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RINCIAN ANGGARAN BLAYA STANDAR BIAYA KELUARAN SEBAGAI INDEK BIAYA
SERTIFTEAT HAK ATAS TANAN
BEATEGORE I1; Propissi Sulteng, Frovinel Swlics, Proplusi NTR, Propine] Kepri: Progine Bubel
Kemratoris Negao/Lembags  Badan Peftuashan Nasional K1
Unil Eaciml | t : Deputl Shdamg Flak Tansh dan Femdatiaren Tanat
Frograam X < Prgrasy Peagelolms Fermaalan )
Hall : Sertipiical Hak Atas Tanah
Ot Eselon I = Pirekaenl Pontiftacm Rak Tatah dza Grma Aosxp
Indikcater Kinesjs Kegtainn : Texfakumnya LagaBaasi Aset Tanah
Salman Uknr San Jesls Kehuarss  Ridapg/Sextiptiat
Volume =5
s
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RINCIAN AHGGARAN BIAYA STANDAR BIAYA KELDARAN SEBAGAT INDEX BIAYA
SERTIPRKAY HAK ATAS TANAH
KATEGOR) Il : Propiesd Sulawesl Barat: Provinsi Subrwesi Salstan, Prepioel Kafius smtan Tiavw, Propingi Kalimantan Barsi, Propingi Kalimentau Teagah Fropiasi Aceh, Fropinsd Sumatesa
. Uhars, Fropinsl Somatess Barw
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Unit Hsciem ¥ ) 'Dqlllldn;ll-l:‘fmdm?tndafhtu'hn‘
Frogoam R Feny
Faali :mqummm
Unds Beclon T : ] +Dirdkiorat Peadaftaraa Hak Tansh dan Gras Runag
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Indiiatr Kinerja Keglatan. +Tarkisomyn Legalisani &pet Tunah
Satwam Vicwr dag Jemls Kbz + idmaglurctipikal
Volnme ) <R
S
- _— e W
No g &xn Riicisn Kemp Blaya o = Vahone s-a-m:- Uhewr .lm .
. Pundulong [ &) :
1 2 3 4 5 & T L ) J
s
2070000
[ — 00
v 1720000
30/ 308 |
— 2095908
¥ e 100,000
1 0,008 100,000
v i 1)
50| videng T30 23,000
L4 1576000
‘ Bician a0 15350
j ] : TA08,008 f
¥ - 1505000
] [ LA
v ﬁ}, : 3000008
IDJM' Ao | ;
v | kasnom 1.
— Sudang HI00 | B4R ¢
] - 36400000
v 100,000
_ W 00600 30000 ¢
v I I 1,600,000
%_ o0 1000000
v } 0000
HiBideng 514001 2390000
bl . AS80800
Y . [T
3 0,000 ]
¥ © 1400000
: e
: = v ] T.m
| = ‘ﬁ w000 100000
§ iy ¥ | 3.400,800 :
Y v gy ¥ S0.000
o . 7] 90,000 2,000
L A S v ‘ 280,000 | .
. e 2 S04 ’
' % : )
Jusiih L]
+
i

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



? ‘ : " 16/42097.pdf

RINCIAN ANGGARAN BLAYA STANDAR BIAYA KELUARAN SERAGAL TNDEK B1AYA
SERTIFIKAT HAKATAS TANAH ’
KATEGORI ¥ ; Fropiasl Banten. Provinsi DXI Jukart, Propissi rws Barst; Fropiasl Jaws Teagah, Propinsi DI Yogpakarts, Propinsi jawa Times
Kemeaterian Negara/Lembaga ‘ . : Radas Pretanghea Nayiosal K1 v
! Uslt Esriom § s  Depui Bhiang Hak Tanah dan Frwdaltarss Tansh
i Progman + Proram Peageloluum Frstanah
t . - : + Sertipiknt Fiak Atas Tanah - .
T UsEslosl LT, , : .+ Direktmnt Peridaftaea Hak Tapth dan Gotsa Rusay *
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RINC.IAN ANGGARAN BIAYA (RAB}
AKUN 521213, HONOR YANG TERKAIT DENGAN OUTPUT KEGIATAN
STANDAR BIAYA KELUARAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH
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_ S ome | SATUAN | JUMILAH
NO. | TAHAPAN K_EGlATAN VOLUM_E HARGA BELANJA
1] 2 3 4 §
A Pengumpulan Data {alat : !
buktValas hak 16,500 | 825,000
Staf (3 Orang) 50 Bidang 16,500 | 825,000
B _|Pengukuran Bidang Tanah ' 60,000 | 3,000,000
“{|Kepala Kantor 50 Bidang. 9500 | 475,000 |
2|Kepala Seksi 50 Bidang 8,600 430,600
. 3]Kepala Sub Seks! . . 50 Bidang 7600 | 380,000
"4f5@f60mang) | 50 Bida - 34,300] 1,715,000
c al’iemn.fiksaan Tanah 20,000 | 1,000,000
1 Kepala Sekst(&eﬁ.lagL 50 Bidang 5,100 255,000
3{Sekretads 50 Bidang 4,600 230,000
_4lAnggota (3 Orang), 50 Bidang 103001 5150001 -
D |Penerbitan SK Hak/
Pengesahan data fisik dan :
yuridis _ _ . 28,000 | 1,400,000
" 1|Kepala Kantor 50 Bidang 4,100 | 205,000
“21Kepala Seksi 50 Bidan lang 3,600 180,000
3|Kepala Sub Seksi 50 Bidang 32001 160,000
] ;AlStai{40rang) . . . | 50Bidang |- ' 17,100 855000
E |Penerbitan Sertipikat ‘ 28,000 { 1,400,000
" 1{Kepala Kantor 50 Bidang 41007 205000{ .
2{Kepala Seksi 50 Bidang - | 3,600 180,000 | -
3[Kepata Sub Seksi 50 Bidang_ 3200] 180,000
4]Staf (8 Orang) 50 Bidang 17,100 855,000
!
X
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AKUN 5231219, BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
STAN DAR BIAYA KELUARAN SERTIPIKASI HAXK ATAS TANAH

16/42097 .pdf

KATEGORI II
VOLUME SATUAN  JUMLAM
No TAHAPANKEGIATAN KEGIATAN ch BELANJA. -
A Peayuhan

521219  Belanja Barang Nos Operasional . 48,000 2,400,000
Transport ke lokasi 50 Bid 40,000 2,000,000

Uang saku 50 8id 8,000 400,000

B l’cngum;mlmDm(ahlbukh hak/alas hak)

521219 *_Belanja Barasg Now Operasional 53,000 2,550,000
Transpoet ke Jolasi 50 Bid . 40,000 2,500,000

Uang saku T BoBd 8,000 . 400,000

bisyn pehigas desa. 50 Bid 5,000 - - 250,000

c ngnkwmlidag_m-h
T i r. -Pengnkiranbidimg i - )

‘ . snzne: 'Muﬁaaﬂgmwmﬁqm ‘ 220,000 11,000,000
-7 Biya pembanty ukur . S0Bid- - 40.000 2,000,000 1
1 Trarisport petugab ukur S0 Bid - 100,000 5,000,000 |
Usng saku_petugay ukur 50 Bid - 20,000 1,000,000

Transport Koordinator Petugas Ukur 50Bid ¢« 50,000 2,500,000
Dang gaku Koordinator Petugas ukut 50 Bid 10,000 500,000 |

: - Pemeriksaan fisik

521219 BMaBmNnOpmmu! . - 72,000 3,600,000

' “Transport ke lokasi - * 50 Bid 60,000 3,000,000 |

Usng saku Panitia A 50 Bid 12,000 600,000

G Sqiuvilichnﬂtpom

Supervisi dan pelaporan . 50 Bid 5,000 250,000

-
|
|
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. RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)
AKUN 521219, BELANjA BARANG NON OFERASIONAL
STANDAR BIAYA KELUARAN SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH
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KATEGORITV .
_ VOLUME SATUAN nman
NO AHAP _ A MLAH
. TAHAPAN KEGIATAN - KEGIATAN HABGA EELANJA
A Penyulnhan
5019 Belanje Barang Now Operasional ' Ao 3320000 |
Transport ke lokasi ‘ 50 Bid 14,400 720,000
Uang saku . ' . SO B&d | 8,000 400,000 |
B memnmimwwnum N .
i -PWndah ' ‘ : .
_ sn9 Bdmmmopama - . TAR . 13%9000
. Transpost ke lokasi ' 50 Bid 4400 720,000}
Uang sakm ' - -5Bd 8,600 AD0,000
BapPemgidesn soBid ' 5000 " 250,000 |
< !’m;ghmnm_u&
t
- Fengukeraa "
521219 Belanja Barang Now Opervasional : 124000  6200,000
-3 Bidya pembanta ukur / SOBid . #0000 2,000,000
b s Tmspoﬂg@gsum ' . . 50Bid - 36000 - 1800000 § '
1. Uarig saku pefugas ukux _ S0Bid 2000 1800000
Transpost mmw " 508 18,000 900,000
Uang saku Koordinator Petugas ukur - 50 Bid . IG.OOQ © 500,000
] D '-2@&&5&&1‘.&&- - = -,. i o
i NGRS TN T,
: - Pemerikéaan fisik - .° _ T ‘
521219  Belanja Barang Non Operssional ' 33500 1580000°
. Transport ke lokasi ' 50 Bid 2,600 1080000 -
Uang saku Pardtia A - . 5D Bid . 12,000 600,000 |
[ Supiervis dan pelaporan
SN219  Belasja Baraxg Noy Operasional - 1000 ' 50,000
Supervisi dan pelaporsn . 50 Bid 1,000 50,000
Yo.os ) . "
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RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)
AKUN 521219, BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
STANDAR BIAYA KELUARAN SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH
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KATEGORI V

. . vm.um SATUAN  JUMLAH

KODE _
op TAHAPAN KEGIATAN Kscu'rm HARGA  BELANJA . |
521219  Belanjf Barang Non Operastonal . o6 © 600,000
~ . Trarigport ke lokhsi 50 Bid 4,000 200,000 |
Uangsakn - 50 Bid 8,000 400,000

B Pengampalan Data (alat bkt hak/alas ik
- Pengumpulan data :

521219 _Belanja Bareag Non Operusional 17,000° 850,000 |
Transport ke Joknsi - 50 Bid 4,000 | 20000 §
Usngsalu NBid 3000 400,000 |
Bisya petugas desa 50 Bid 5,000 250,000

€ Penguleumin Bidang Tanah _

- SHI19__ Belanja Barang Non Operasional : G0 3200000 |
= .- Biaya pembarituukur - . SoBd- . 20000 ; 1000000
. : Trausportpetugasulr - - S0Bd . 10000 . 500000 f
Uang saku petugas ulair . "50 Bid. 20,000 1,000,000
Transport Koordinator Petugas Ukur 50 Bid 5,000 250,000 -
Uang sal Koordinator Petugas Ukur 50 Bid 10,000 500,000 |

D _ Punu‘ﬂw?:nl‘uah-

' « Pemerikésaan fisik - B o

521219 _ Belanja Barang Non Operasional 18,000 900,000 |
Transport ke lokasi 50 Bid. 6,000 ' 300,000
Usng sakut Panitia A 50 Bid 12,000 600,000

G Supervisi dam pelaporan _ .

521219 . Belanja Barang Non Operasional 1,000 50,000
Supervisi dan pelaporan . . _50 Bid 1,000 __ 50,000

W ‘

: b
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